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ABSTRAK

Nama : Miily Rosen

Program Studi ; Magister Kenotariatan

Judyl : Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dihubungkan Dengan
Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Fenggunaan ruang bawsh tanah di Indonesia semakin meningkat, ierutama pada
gedung-gedung pusal perbelanjaan. Maraknya keberadaan kios-kios yang berada
di ruang bawah {anzh menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai jenis hak atas
tanah apakah vang dimiliki. Diperlukan untuk mengetahui keberadaan Ruang
Bawah Tanah di indonesia. Pengumpulan datas mengunakan data sekunder dan
juga data primer, yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang
berkaitan dengan permasalahan ruang bawab tanah. Para pihak yang mengetahui
secara jelas mengenai wilayah yang ditefiti, Penulis mendapatkan hasil bahwa
ruang bawah tanah merupakan perkembangan dalam bidang pertanshan yang
tidak dapat dipungkirt keberadaannya. Qich karena itu, Pemerintah hendaknya
membuat suatu pengaturan mengenai keberadaan ruang bawah tanah sebagal salsh
satu bagian dari sisters hukum pertanaban nasional.
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Penggunaan Ruang Bawah Tanah, Hak Atas Tanah
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ABSTRACT

Mame - Milly Rosen
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Usage of Below The Surface OF Land In Relation With

Land Rights Based On Indonesian Land Law.

Usage of bellow surface if land in Indonesiz progressively mount, especially at
shopping cenire, The hoisterous of existence of stores residing in bellow surface
of land generate a question concerning land right type what is was owned. Needed
to know existence of Below the Surface of Land in Indongsia. Dats collecting
conducted with documentation stady as well as primary data, that s conducted
with refer to interview {o interview with a fow party related to probilems of Below
the Surface of Land. That is party knowing clearly accurate about the place that
author research. Authore get result of that Below the Surfuce of Land is growth in
the field of undeniable land existence. Thereby, Government shall make
jurisdiclion concerning existence of Below the Surface of Land as one part of the
national land law system.

Key words:
Usage of Below the Surface Of Land, Land Rights
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Serring dengan perkembangan zaman, cara pandang masyarakat terhadap
nilai tanah perlahan mulat berubah. Tanah diketahui schagai salah satu samber
daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai sosial politik serta
pertahanan keamanan yang tinggi. Nilai-nilal tersebut menyebabkan kegiatan
pertanahan menjadi hal yang sudah patut untuk diperhatikan pelaksanaannya.
Kegtatan dalam bidang pertanahan merupakan satu kesatuan dalam sikius agrania
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan vang lainnya, meliputi pengaturan
penguasaan dan kepemilikan tanah’, penatagunaan tanab, pengaturan hak-hak aias
_ tanah, serta pendafiaran tanah’, Dalam pengelolaan pertanahan, masih dibadaps 3
{tiga} masalah utama, yaitu pertama, belum mantapnya jaminan kepastian hukum
hak atas tansh; kedus, maraknya konflik dan sengketa tanah’, strokiur
kepemilikan tanah dan penguasaan tarah yang masih timpang dan belum tertata,
serta yang ketiga, belumn meniadainya pengelolaan data dan informasi pertanahan,

" Muchtar Wahid, Memaknat Kepastian Hukws: Hek Milik Atas Torch, (Jakaria:
Repubhka, 2008), hal 63,

? Sistem pendafiaran di Indonesia yaitn Negatif berunsar positif, Penerbitan sertipikat itu
tigdak sesuat alus hak milik yang salah sesuaf dengan sistems pablikasi negatif, Dalam hat inj alas
hak milik it berdasarkan konversi dari tangh ¢x Borgelifk Wetboek (A1) dan ex Hukum Adat dan
karena Surat Keputusan pemenintal pemberian hak kepada seseorang/badan, AP Parlindungan,,
Tanya Jawab Hukum Agraria dun Pertanatan,. (Bandung: Mandar Maju, 26033, hal.15,

? Sumber konflik pertanahan yang ada sekarang ini antara laln disebabkan oleh beberapa
hai sebagai berikut: {1) Kepemilikan stas penguassan tanah yang tidek seimbang dan tidak merata;
(2} Ketidakserasian penggunaan tanah perfanian dan non-pertanian, (3) Kurangaya keberpihakan
kepada masyarakal golongan ckonomi lemab; (4 Kurangnya penpakuan ierhedap hak-hak
masyarskat hukam adat atas tanad Chak ulayaty; {3 Lemahnya posisi tawar masyarskat pemegang
hak atas tanzh dalam kebebasan tanaby () Permasalahan pertanahan dalam bidang penerbitan
Sertipikat, antara isin: Masalah penerbitan sertipikat tanah lsmz dan mahal, Masghah sertipikag
paisy, Masalah sertifikat tumpang tindih {overiopping) atau sertipikat tumpang indidh, dan
Masalah pembatatan sertipikat. Lutfi Nasoetion, Kenfiik Pertanohan (agraria} Menuju Keadilan
Agraria, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2602), hal. 70-71.
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Secara garis besar, gspek pertanshan sebagal salah satu unsur yang dapat
mengendalikan pelaksansan pembangunan, agar twjuan dapat terwujud maka
pemanfaatan tanah’ haruglah dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat;

b} Tidak merusak lingkungan;

¢) Sesuai dengan kondisi fisik tanah;

d) Sesuai dengan nilai ckonomi dan nilai sosial tanah;

e} Tidak boros; dan

f} Sesuai dengan prosedur/hukum yang berlaku.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka kebijakan hendaknya harus terarah
pelaksanaannya, Terutama dalam kegiaten pembangunan di wilayab ;zerkotaanﬁ,
vang semakin harl semakin meningkat. Masalah pertanahan merupakan masalah
yang pokok dialami oleh kota besar, dengan dinamika aktivitas masyarakat vang
tinggl tetapi pesedinan luas tanah yang dapat digenakan (Availeble Land) sangat
terbatas sehingpa potensial terjadi konflik penggunaan tanah,

Progres dalam scbuah negara, dalam hal ini negarz Indonesia yang
semakin pesat menyebabkan meningkatnya pembangunan dari mfrastruktur® yang
memungkinkan penggunaan darl ruang di atas tanah {permukaan bumi) dan di
bawah tanah (tubuh bumi}. Hal tersebut berdasarkan pads perumusan dalam
Undang-Undang Peraturan Dasar Pekok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (4}
vaitu “Bumi” itu terdiri dari permukaan bumi, termasuk puls tubuh bumi di

bawahinya serta yang berada di bawsah air. Dihubungkan dengan penggunaannys

¥ Pemanfaatan tanah adalph kegiatan untuk mendapatkan nilaf tambak tanpa meagubak
wujud fisik penggunaan tanahaya. Indonesia, Peraruran Pemerintoh Tentang Fenataon Tanah. PP
No. 16 Tahun 2604. LN No. 45 tahun 2004, TLN Ne.4385, psl.] ayat 4,

¥ Kota sebagal pusat pertumbuluin, perkembangan, dan perubshan seria pusat berbagat
kegiatan, ekonomi, sosial, budaya, politlk, hukum, dan perabanan kesmanan, menempat
kedudukan yang sangat strategih dalom tatanan nasional kita. Badan Fembinaan Hukum Nasional,
Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengeloloan Kawasan Perkotamm dan Pedesean (11U No.
24 takwers 1992 tentang Penaaon Ruang), (Jakaria: Tim Kerja, 2007, bal. 1.

“ Infrastruktur adalah prasarana. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar
Bahasa Indonesin; Edisi Kedua, {Jakaria: Balal Pustaka, 1993}, hal 378,
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yaitu Hak atas Permukaan Bumi stau Hak Atas Tanah tercantum dalam Pasal 4
ayat (1) UUPA, yang berbunyi:

“afas dasar hak menguasai dan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 27 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai cleh orang-orang,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan
hukum™

Serta Pasal 4 ayat (2) UUPA, menyatakan:

“hax-hak atas tansh yang dimaksud dalam ayal 1 pasal foi memberikan
wewenang untuk mempergunakan tansh vang bersangkutan, demikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan
untuk kepentingan vang langsung berhubungan dengan penggunaan fanah
itu dalam batas-batas menumt undang-undang ini dan peraturan-peraturan
hrukum lain yang lebih tingpi™. :

Kemajuan sebuah negara akan didukung deagan adanya penataan mfmgg
yang juga memadai. Dalam penyelenggaraan penataan rugsing telah banyak hasil
vang dapat dilakukan. tetapi masih ditemukan berbagal masalah yang menjadi
tantangan ke depan, diantaranya adalah’

1) Semakin menurunnya kualitas permukiman yvang di antaranya ditunjukkan
oleh 'kemacetan untuk aspek transportasi, kawasan kurnuh, pencemaran
lingkungan {#iz, udara, suara, sampah), dan hilangnya rvang publik dan
Ruang Terbuka Hijsu (RTH) untuk artikulasi sosial dan kesehatan

masyarakat, terutama di perkotaan;

! Dalam Pasal 2 UUPA dijchaskan mengenai wewenang yang bersamber dari hak
menguasal darl Negara,

? Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan fata ruang, pamanfasian ruang,
dan pengendalian peranfaatan ruang. Indonesia, Undang-undanyg Tentang Penataan Ruang, No.
46 Tahun 2007, LN No. 64 tahun 2007, TLN No 4725, psl.l ayat 5.

"lwan Setigwan, “Pembangunan Wilgpah®, <sniny bappenas go id>, 73 Novenibor 2008.
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2) Kejadian bencana alam gemps, banjir dan longsor yang frekuensinya
mieningkat dan dampaknya semakin meluas, terutarna pada kawasan yang
berfungsi lindung;

3} Meningkatnya wrbanisasi dan aglemerasi perkotaan berimplikasi pada
terjadinva  alih  fungsi lghan pertaniten produktif meniadi  lahan
permukiman/perkotaan secara signifikan;

4) Penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air, serta
meningkataya DAS kotis; dan

5) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepermbnya menjadi acvan
dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada perencanasn schingga
terjadi inkonosistensi pelaksanaan pembungunan terhadap rencana tata
ruang {RTR) serta lemahnya pengendalian dan penegakan hukum terhadap
pemanfaatan ruang,

Diketatwsi bahwa lahan tansh vang terdapat di wilayah Negara Indonesia semakin

f menyempit. Keterbatasan lahan tanah vang dapat digunakan akan berkurang dari

tahun ke tahun, Oleh karenanya orang-orang mencati solust yang tepat, mengingat

kepadatan penduduk yang semakin menjedi momok paling menakutkan. Jika
dilihat dari kebuluhan Pemerintah akan tanah untuk keperluan berbagal macam
pembangunan, dapatiah dimengerti balewa tanah negara vang tersedia sangatiah
terbatas.'® Maka satu-satunya jalan yang dapat ditempeh adalah dengan
pembebasan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak-hak
lainnya yeng melekat diatasnya. Terlepas dani tanah negara, dilihat dari faktor
berkembangnya suatu kawasan ekonomi dimana dituntut kebufuhan akan lahun
yang sangat tinggi padahal jumlsh lahan yang tersedia sapgat terbatas.

Kepemilikan tanah berupa bangunan gedung’! seperti pusat perbelanjaan, hotel-

hotel ataupun gedung-gedung lain, cleh pemilikuya digunakan secara maksimal,

1 Saedharys Soimin, St Hak Dan Pembebasan Tanah, €4.2, cetZ. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), hal 75

" Bangunan gedung adalash bangunan veng didirikan dan atau diletakkan dalam
suste lingkungan sebagian alaw selurwhnya pada, df afas, atau di dalam tanah danfatau
perairan secara tetap yang berfunpgsi sebagal tempat manasis melakukan kepistannya. Indonesis,
Departemen Permukiman dan Pengombangan Wilayah, Keppusan Menteri Negara Pekerjaan
Umuns Temtang Ketentuen Teknis Pengamanen Terhadap Behioye Kebakaren Pada Bangunan
Gedung dan Linghungan, Kepinen Negara Pekerjaan Umum No. 107KPTS/2000, psid.
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dengan alternatif membangun secara vertikal yang semakin tingpt meningkat ke
atas dan juga penggunaan ruang bawah tanah di bawab gedung sebagal akses
vertikal ke bawah.

Penggunaan basement'” menjadi salah satu solusi yang digungkan oleh
para pembisnis untuk menambah penghasilan, dengan disewakan ataupun dengan
cara jualbeli kepada pihak lain. Basemens biasa digunakan untuk lahan parkir
dalar pedung, tetapi sekarang banyak digunakan untuk bisnis. Adapun bangunan
gedung yang didirikan dalam ruang bawah tanah dapat dibedakan menjadi: 1

(1) Bangunan gedung yang merupakan bagian dan bangunan gedung yang

ada diatasnya, terhadap bangunan gedung seperti ini, status hukumnya
mengikuti status hukwm hak atas tanahnya, dan

{(2) Banguean gedung yang terlepas dan tidak terkait dengan bends-benda

vang ada digtasnya.
Dalam UUPA, mengenail hak atas tanah, tidak dijelaskan secara tepat mengenai
keberadean ruang bawah tanah. Hukwn Agraria merupakan suatu keiompok
berbagal bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas
sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok
tersebut terdini atas:™* (1) Hukum Taneh, yang mengatur hak-hak penguesaan atas
tanah dalam arti permukaan bumi; (2) Huikum Afr, yang mengatur hak-hak
penguasaan atas air, {3} Hubum Pertambangan vang mengamr hak-hak
penguasaan atau behan-baban galisn vanp dimaksud dalam Undang-Undang
Pokok Pertambangan Nomar 11 @whun 1967; (4) Hukum Perikanan yang mengatur
hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air; dan (5)
Hulwn Penguasaan Atas Tenaga dan Unswr-unsur Delam Ruang Anghasa,

mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-uaswr dalam ruang angkasa,

" Bismen (Basemeny) adalah ruangan di dalam banpgunan gedung yang letak lantamya
secatn horisontal berads i bawah permukaan lanah vang berada di sekitar lingkup bangunan
terseindt. Fbid

B Eran, “Prinsip Hukum Ruaeg Bawah Tanah Untuk Bangunan Gedung Dalam Sistem

Hukum Agraria Nasional”, <bifpdfwwy adln i ansir ac id/es sl Zid=odhub-pd?.83 2008 coman.
A835& PHPSESSID=696b204be 3030086648 2oathbehiZeh>, 25 November 2008,

¥ Boedl Harsono, Hukum Agraria Indovesia (Sejarah Pembentukan Undang-undung .
Pokok Agraria, i dan Pelaksanponnya). cet. X, (Jakarta: Diambatan, 26033, hal 8.
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Selama ini hak atas tanah lebih dikenal penggunaannya terhadap tanah
yang ada di permukaan tetapi keberadagn tanah dalam tubuh bumi, belum jelas
pengaturannys. Penggunaan ruang yang dimaksud terutama adalah penggunaan
ruang bawah tanah yang semakin harl semakin meluas dan  menjamur
keberadaannya, tidak mendapatkan kepastian yang jelas. Sampal saat ini,
pembangunan ruang bawah tanah tidak diberikan pengaturan secara spesifik,
tetapi hanya didukung oleh peraturan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (UU 28/2002) dengan peraturan pelaksanaannya
pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 (PP 36/2003) memungkinkan
pembangunan sebuah gedung atau bangunan dif bawah tapah, dengan ketentvan
selama tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawssan,
dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan, Kemudian
berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 fentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nastonal (PP 47/1%97), yang menyebutkan bahwa:

“Ruang lHngkup Peraturan Pemeriniah tentang Rencana Tata Ruang
wilayah Nasional ini mencakup strategi dan arghan kebijaksanaan
permanfaatan roang wilayah nasional sampai dengan 100 {seratus) meter di
bawah permukaan bumi, I Km (satu kilometer) di atas permukaan bumit
dan batas luar zona ekonami eksklugif.”

Perkembangan yang sangat cepat, menyebabkan banyak karya-karya
manusia sangat cepat menjadi kefinggalan zaman, pada hal kitz ketabut bahwa
keterbatasan pengetahuan vang dimiliki oleh masyarakat mengenm hukum cukap
terbatas. Perubahan masyarakat yang menimbulkan perabahan dan bertambahnya
berbagal kebutuban itu menyebabkan timbulnya kebutuban akan adanye kepastian
hukum dan keamanan hukum, yang tak menentu, sehingga apabila kebutuhan-
kebutuhan ini tidak terpenuhi secepat mungkin, maka hal ini akan menimbulkan
kegelisahan dan rasa tidak aman pada anggoeta-anggota masyarakat kita. .

¥ Sunarjatt Hertono, Mencari Bentuk den Sistim Hukum Perjaniian Nesional Kita,
{Bandung Alumnd, 1974}, hal. 25,
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Pengaturan yang masih berada dalam grey area tersebut mewsjibkan
pemerintah  hendaknya melakukan tindakan lebih lanjut serta iega§ dalam
menghadapi permasalahan pengaturan dan keberadaan hak atas tanah yang berada
di daiam mang bawah tanah. Oleh karena suatu keperluan yang mendesak
terschut, peranan hukum negara di bidang pertanshan yaitu sebagat sarana dalam
kerangka memenuhi pemberian kepastian dan  penjaminan  hukum  serta
menunjang peningkatan pertumbuhan perkembangan ekonomi dan sosial sangat
diperiukan.” Dengan latar belalang inilah penulis ingin mengkaji lebih dalam
terhadap keberadaan Ruang Bawah Tansh dalam kegiatan pertanahan di Indonesia
dengan menulis sebush karva ilmiah dengan judul “Penggunaan Ruang Bawah
Tanah Dihubungkan Dengan Hak Atas Tanah Menurut UUPA”.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dalam penultsan ini akan membahas beberapa pokok permasalahan yang

berkaitan dengan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

I Bagaimanakah kedudukan Ruang Bawah Tanah dalam sistem

hukum pertanahan di Indonesia?

2, Apakah keberadaan Ruang Bawah Tanah dapat diselesaikan
dengan diciptakannya suatu hak baru daiam sistem Hukum Tanah
Magional di Indonesia?

1.3  TUJUAN PENELITIAN

Penclitian yang dilakukan oleh penulis, dewasa ini ditujukan untuk
beberapa hal seperti disebutkan dibawah ini:

I Penelitian ini bertujuan untuk memperoieh gambaran secara

mendasar dan juga komprehensif tentonya mengenai aspek apa saja

| Wayan Suandra, Hukum Pertonghan Indonesia, {3skarta: Rineka Cipta, 1991}, hal 9.

Universitas indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



yang terlibat dan mendukung serta  melatar  belakangi
pengembangan ruang bawah tanah yang menyangkut hukum fanah
dan lingkungan yang terus berkembang dewasa ini,

2. Selain itu penelitian inmi juga dilakukan untuk memperoleh
informasi yang lebih detail mengenai hubungan hukum yang
terjadi anfara para pibak vang terkait dalam pengembangan dan
pengelolaan ruang bawsh tanah di Indonesia vmumnya dan di
Jakarta khususnya.

3. Kemudian menelusuri dan menemukan hal-hal yang dapat
memperjelas pengaturan hukum mengenal penggunaan ruang
bawah tanah di Indonesia,

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Melihat tujuan penelitian di atas, penulis berharap bahwa hasil penelitian

ini dapat membawa manfaat-manfaat sebaga berikut:

1. Segi Keillmuan
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetabuan dalam bidang
tirny hukum pada uwmumnya dan khususnya dalam  Hukum
Pertanahan.
2. Segi Praktis
a. Bebagai informasi bagi lembaga yang berwenang serta para
pihak yang bersangkutan dalam melskukan scbuah proses
hukum yang berhubungan dengan ruang bawah tanah.
b, Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya
yang berhubungan dengan  penggunazn  kemajean  dan

perkembangan mengenai beradaan ruang bawah tanah.
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1.8 METODE PENELITIAN

Pengetahuvan ilnnah atau iimu, dapat diibaratkan sebagai alat bagi manusia
dalam memecabkan berbagat permasalahan yang dihadapinya. Menurut V.A Tan
ilmu bukan saja merupakan suate himpunan pengetahuan yang sistematis, tetapi
juga merupakan suatu metodologi, Iimu telah memberikan metode dan sistem,
yang mana lanpa ilmu, semua itu hanya merupakan swatu kebutuhan belaka.'”
Uniuk mengungkapkan kebenaran dalam seatu penclitian ilmiab, diperlukan
metede penelitian svatu metode penelitian hukum. Dalam penelitisn ini penutis
mengunakan metede penelitian kepustakaan yang bersifat vuridis-normatif,'®
Tipologl pencliian yang digunakan dalam menjawab permasalehan dalam
penelitian  ini menggunakan pepelitian yang bersifat  deskriptif analitis.
Maksudnya adalah bahwa penelitian hukum normatif iIni ditujukan unfuk
memperoleh gambaran yang seiclas-jelasnya mengenai mekanisme pertanghan,
dengan menganalisis Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang fentang
Penatasn Ruang serta Peraturan Pemerintah tentang Penataan Tanah,

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen sebagai
data yang berkaitan dengan permasalaban pertanahan, Selain itu, data yang
dipergunakan dalam sebuah pepelitian itu terdiri dari data primer dan data
sekunder, Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Namun
dalam penelitian ini digunakan data sekonder. Diata sekunder, dilakukan dengan
cara meneliti bahan pustaka. Bahan pustaka merupakan data dasar yaag dalam
(ilmu} penelitian digolongkan sebagai dats sekunder

Pengumpulan data telah membantu penulis memperoleh data yvang
diperlukan untuk menjawab masalah dalam penelitian tersebut. Dalam penulisan
tesis ini, penults menggunakan data primer berupa wawancars dengan para pihak

vang berkaitan langsung dengan tesis, j;aitu pihak pengembang dari pusat

1 Bambang Senggono, Meiodologi Penclitton  Fhdemy, (Jakarta: PT RajaCrafindo
Persada, 2005}, hal 27,

¥ Roerjone Svekanto dan St Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjasan
Singhot, {Iakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2608}, hal. 14,

® 1bid, hal 24,
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perbelaniaan yang menjadi penelitian penulis. Dari sudut kekuatan mengikatnya

datg sekunder digolongkan ke dalam beberapa hal, yakni:

1.

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah sebagat berikut:

a.

Lindang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturare Dasar
Pokok-pokok Agraria {UUPA);

Undang-undang Nomor 2& tahun 2007 fentang Penataan
Ruang,

Peratwan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatean
Tanah;

Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung; dan

Peraturan Pemerintah Nomeor 36 tahun 2002 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tabun 2002 tentang
Bangunan Gedung.

Bahan bukem sekunder, yaity bahan tulisan yang menjelaskan
mengenai bahan hukum primer, antara lain adalah buku-buku
karangan para pakar, artikel, berita di berbagai media massa yang

relevan dengan penelitian ini,

Bahan hukom tertier, vaitu bahan sebagai penunjang mengensi

bahan hulm primer dan bahan hukum sckunder, antara lain berupa

kamus,

Sebagai cara untuk menaxik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudsh

terkumpul, dipergunakan pendekatan secara kualitatif, vaitn “terutama bertujuan

untuk mengerti atau memahami gejala vang ditelifinya.™® Sementara itu yang

diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Penclitian ini bertitik

tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma-norma hukam positif. Data

yang diperoieh kemudian disusun secara sistematis, untuk sclanjutnya

menghasitkan data berbentuk evaluatif analisis, untuk mencapai kejelasan

mengenai kepastian dari hak guna ruang bawah tanah yang dibehas.

® Burhan Bungin, Analisis Data Penclitian Kualitatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2006), hal 19,
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SISTEMATIKA PENULISAN

BABI: PENDAHULUAN

Ist dari bab int merupaken gambaran isi dari bab-bab selanjutnya, yang
saling berkaitan untok mendukung tema pokok dari tesis ini, yang
dirangkum dalam latar belakang permaselahan, pokok permasalahan,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, meiode penelitian, serta sistematika

penulisan.

BABIl: PEMBAHASAN

Dalam bab ini, Penulis membaginya menjadi 3 (tiga) sub babasan vaitu
Pertama, tinjauan pustaka Hak Atas Tanah serta Hak Guna Ruang yang
diuraikan secara garis besar mengenal pengertian Hak Guna Ruang,
pengklasifikasian Hak Gunra Ruang menjadi Hak Guna Ruang Atas Tanah
(HGRATY dan Hak Guna Ruang Bawah Tanah (HGRBT), kedudukan Hak
Guna Ruang Bawah tanab difinjau dari Aspek hukum pertanshan yang
bersumber pada Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Nomor 5 tahun 1960, Undang~undang Nomor 26 tahun 2007 fentang
Penataan Kuang, Peraturan Pemeriniah Nomor 16 tshun 2004 tentang
Penataan Tanah, Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, Peraturan Pemerintab Nomor 36 tahun 2005 tentang Bangunan
Gedong dan Peratugap Pemerintah Nomor 40 ishun 1996 ientang Hak
Guna Uszaha, Hak Gona Bangunan dan Hak Pakal atas Tamah, Kedua,
bahasan pokok permasalahan dalam ruang bawah tanah di gedung-gedung
yang memiliki pertokoan éi ruang bawsh tamah, beberapa diantaranya
vaitu Pasar Tanah Abang, Pasar Glodok City, dan Pasar Pagi Mangga
Da, Kemudian Kefiga adalah analisis mengenai penggunaan dan
pengaturan vang memberikan kepastian terhadap hak atas tamah yang
keberadaannya berada di bawah tanah.

Universitas indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



12

BABHI : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari perulisan tesis ini, terdiri dasi Kesimpulan dan
Saran. Mengemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan darl hasil
penelitian yang telah dibshas mulai dari Bab 1 hingga Bab Il dengan

diserta oleh saran dari penulis.
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2.1

BAB2
PENGGUNAAN RUANG BAWAH TANAH DIHUBUNGKAN
DENGAN HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1  Macam Hak Atas Tanah

Hak atas tangh adalah hak yang memberi wewenang kepada
seseorang  dan/atau  badan hukum  yang mempunyai  hek  untuk
mempergunakan atau mengambil manfaat atas tassh tersebut. Perlu
diketahui bahwa Hak atas tanah berbeda dengan hak pengpgunaan atas
tangh.’ Pengertian tanah adalah permukaan bunsi (Pasal 1 avat 4 dan Pasal
4 ayat 1 UUPA), pemakaiannya untuk keperluan apapun, selalu meliputi
penggunaan schagian tubuh untuk keperluan apapun, selalu mediputi
penggunaan sebapian tububh bumi dibawahnya dan sebagian ruang di
atasnya, scsual dengan tujuan pemakaiannya. Maka untuk memperjclas
maksud dart hak atas tanah dalam fesis ini, penulis membaginya dari sudut
pandang Undang-undang Pokok Agraria dan dari sudut pandang Undang-

undang Penataan Ruang.

2.1.1.1 Menuret Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA}

Konsep dari hak-hak atas fopah yang terdapat dalam Hukom Agraria
Nagional dibagi menjadi 2 (dua) meliputi hak atas tanah yang bersifat
primer dan bersifat sekunder, Hak atas tanab yang primer yaitu hak — hak

* Penggunaan Tanah adalah wujud kegiatan menggunakan tanah baik secara Hngkungan

buatan maupun dengan lingkengan alami. Binoto Madapdap, Kemss [seiloh Hubwm Agroria
Indonesio, (Fakarta: Jala, 2007, bal 74,
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atas tanah yang diberikan oleh Negara dan bersumber langsung pada Hak
Bangsa Indonesia' atas tanah sedangkan hak atas tanah yang sekunder
yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh pemilik tanah dan bersumber
secara tidak langsung pada Hak Bangsa Indonesia atas tansh. Hak-hak
atas tanah yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 16 jo Pasal 53 UUPA,
antara lain: (g} Hak Milik, (b) Hak Guna Usaha, {¢) Hak (una Bangunan,
(d} Hak pakai, (g} Hak Sews, (f) Hak Membuka Tanah, (g} Hak
Memungut Hasil Hutan,dan (k) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta
hak-hak vang sifatnya sementara sehagal yang disebutkan dalam Pasal 53
UUPA. Dalam Pasal 16 UUPA discbutkan adanya 2 (dua) hak yang
sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitn hak membuka tanah
dan hak memungut hasil hutan karena hak—hak itu tidak memberi
wewenang untuk mempergunakan atay mengusahakan tansh tertentu,
Kedua hak tersebut tetap dicantumkan dalam Pasal 16 UUPA
sebagai hak atas tanah hanya untuk menvelaraskan sistematikanya dengan
sistenratika hukum adat. Kedua bak tersebut merupakan pengejawantahan
(manifestast)’ dart hak ulayat?® Selain hak—hek atas tanah yang disebut
dalam Pasal 16 UUPA, dijumpai juga lembaga-lembaga hak atas tanah
vang keberadaanya dalam Hukum Tanak Nasiopal diberi  sifat
“sermnentars”, Hak-hak yang dimeksud antara lain: (@)Hak gadsi, (b) Hak
usaha bagi basil, {¢} Hak menumpang, dan (d) Hak sewa untuk usaha

' Hak Bangsa Indonesia merupakan rumusan dari Pasal { ayat 1 UUPA yang menyatakan

hubungan hakum antars Bangsa Indonesia dengan tanah dischaubh wilaveh lodonesia, Bosdi
Harsono, op.oit, hal 238,

? Manifestest adalah porwujudan scbagni suate pemnyaiaan perasaan ateu pendapal.

Depariemen Pendidikan Dan Kebadayaan, op oir, hul 527,

* Hsk Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat yangdipunyai oleh

masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya
untuk mengambil manfaat dari sumber dava alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidep dan kehidupannya, vang timbul dari hubungan secars lohirish dan batiniah
turun temurun tidak lerputus antars masyarakat hukun adal tersebuet dengan wilaysh bersangkutan,
Binote Nadapdap, 2p.0i2, bal.58.
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pertanian,’ Hak-hak tersebut bersifat sementara karena pada suatu saat
nanti sifatnya akan dihapuskan.

Hak atas tanah yang dimaksud dalam Undang-undang Pokek
Agraria adalah seperti yang telah tercanturn dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA
dimana macam-macam hak atas permukaan bumi, vang disebut fanah,
yang dapat diberikan kepada dan dijumpai oleh orang-orang, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum. Dengao demikian berikut adalah macam-macam hak atas tanzh

yang dimaksud:

A, Hak Milik

Pengaturan mengenam Hak Milik di dalam UUPA diatur dalam
Pasal 20 sarnpai dengan Pasal 27 UUPA. Pendefinisian dard Hak Milik
menurut Pasal 20 ayat | UUPA vaita

“Hak twrun temuran, terkuat dan terpenuh vang dapat dipunvai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.7

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat atag tanah dan bersifat mutlak,
yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan
kembali suatu hak lain di atas bidang tanah Hak Milik yang dimilikinya
tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai).” Subjek yang
dapat mempunyai tanab Hak Milik menurui UUPA dan peraturan
pelaksanaannya, adalah:
1. Persecrangan

Yaitu Warga Negara Indonesia{ WNI).
2. Badan-badan hukum

# Ketiga hak atas tanah tersebut merupakan bagian dari Pasal 53 UUPA.

* Kartini Muljadi dan Gunawan Widiaja, Hok-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media,
2004), hal. 30.
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Pada dasarnya Hak Milik hanya diberikan kepada perseorangan
tetapi untuk badan hukum yang dimaksud dapat memiliki tanah
Hak Milik dikecualikan pada bank-bank yang didirikan oleh
negara {Bank Negara}, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan
badan sosial.®

Dalam hal kepemilikan fanah tersebut tidak memeruhi syarat yang
berlaku sebagai subjek Hak Milik atas tanah, maks dalam waktu 1 {satu)
tahun harus melepaskan atau mengalihkan kepada pihak lain vang
memenuhi  syarat.  Tidak terpenuhinya syarat-syarat  kepemilikan
menyebabkan hak tersebut jatuh kepada negara. Ketentuan tersebut
berlaku juga kepada WNI yang mempunyai kewarganegaraan lain selain
indonesia, serta orang asing yang sesudah berlakunya UUPA memperoleh
Hak Milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan. Pasal 22 UUPA menyebutkan bahwa Hak Milik dapat terjadi

melalui 3 {iiga) cara vaitu

1. Hak Milik atas tanah yang teriadi mepurut hukem adat;
2. Hak Milik atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah;
3 Hak Milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang,

Pada asasnya, pemilik tapah berkewajiban menggunazkan atau
mengusahakan tanahnys sendiri secara aktif Namun demikian, UUPA
mengatur bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau divsabakan
oleh bukan pemilikaya, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 UUPA, vaitu
penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur
dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa bentuk penggunaan atau
pengusahaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknva, vaitu:

1 Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Guaa Bangunan;
2) Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai;

33 Hak Sews untuk Bangunan;

4} Hak Gadai {Gadai Tanah),

® Indonesia, Peroturan Pemerintuh Tentong Penunjukon Badan-badan Hukum Yang
Dapat Mempunyal Hak Milik Aras Tarah, PP No 38 Trhon 1963, , LN Ne.61 tahun 1963, ps.i.

Univergitas Indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



17

5) Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil}

£) Hak Menumpang;

73 Hak Sewa Tanah Pertanian,

Pengalihan Hak Milik atas Tanah dapat terjadi karena peristiwa perdata,

misalnya karena perkawinan sisu kematian, wmaupunt karena suain

peristiwa hukum yang bermaksud untuk mengalibkan Hak Milik atas

Tanah dengan pihak vang bermaksud vntuk meneriroa pengalihan atas hak

tersebut, misainya jual beli, hibah, maupun tuker menukar. Kemudian

setiap pengalihan, hapusnya dan pembebanan dengan hak-hak lain
haruslah didaftarken’ sepertinva telsh distur dalam Pasal 23 UUPA.

Pendafiaran tersebut adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi pengalihan,

penghapusan  dan  pembebanan.  Sehubungan dengan  didaftarkannya

pengalilian tersebut, diperiukan sebagai bukii dengan zkia yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah {(PPAT) vang berwenang, kecuali untuk
pemindahan hak melalui lelang.

Hak milik dapat hapus dikarenskan eleh 2 (dug) hal yaitu tanabnya
jatuh kepada fiegara dan tanabnya muspah. Salah satu penyebab hapus
dikarenakan jatuh kepada negara, maka fapah Hak Milik dapat jatuh
kepada negara, karena:

13 pepcabutan hak {(yaitu unfuk kepentingan umum, kepenlingan
bangsa dan negara seria kepentingan bersama dari rakyat, dengan
memberi ganti ragi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh
perundang-undangan);

2) ditelantarkan®;

k)] dikussai atau dialibkan kepada subiek hukuwn yang tidak berhak
memangku kedudukan hak milik atas tanah.

? Mengenai pendafiaran tanah dapat dibsca lebib lengkep dalam Peraturan Pemerintah

nomor 24 ishun 1997 entang Pendafiaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor
16 talum 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

* Yang dimaksud dengan tanah yang terlantar adulah a) tanah yaug tidak dimanfeatian

denfatay dipelihara denpen baik, dan b} tansh vang tidak diperpunakan sesusi dengan kendaan,
sifaf, atau tujuan dari pewberian hakuya tersebat. Kartini Muf{jadi dan Gunawan Widiajs, op.cil,
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Hak Milik sebagai hak paling kuat, berbeda secara mendasar
dengan hak atas tanah lainnya yang telah diakui oleh undang-undang
ataupun masyarakat secara yuridis.” Hak Milik wakiunya tidak terbatas
sedangkan untuk hak atas tangh lain ada batas waktu berlakunya. Selain
itn Hak Milik unfuk tujuan penggunaannya juga tidak tertenty dan sifat
vang dimilik oleh Hak Milik bersifat turan temurun.

B. ‘Hak Guna Usaha (HGU} :

Mengenai HGU, pengaturannya terdapat di dalam Pasal 28 sampai
dengan Pasal 34 UUPA. Di definisikan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 28 UUPA yasite hak wntuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam
Pasal 29 UUPA, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakar.
Subjek HGU menurut Pasal 30 {JUPA jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak
Gurna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tangh (PP 40/96) adalah sebagai
berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI;

2. Badan Hukum yang didirikan menurst hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indonesia.

Selatn itu uatuk jumlah luas minimum tansh yang dapat diberikan
terhadap HGU yaitu § (lima) hektar dan maksimumnya 25 (dea pulub
fima) hektar. Terjadinya HGU karena hukum atau karena pemberian hak
oleh Negara, Untuk lebih spesifiknya peraliban dari HGQU tedadi dengan
cara: 1} juai beli, 2} fukar menukar, 3} penyertaan dalam modal, 4) hibah,
5} pewarisan, Peralihan tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan seperti
yang tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 PP 40/1996.

Jangka waktu untuk HGU untuk pertama kalinya paling lama 33
{tiga puluh lima} tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling

¥ Effendi Perangin, 407 Pertanyaan day Jawabon Tentang Hukum Agrorie, (Jakeria:
Rajawali, 1986}, hal 4849,
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lama 23 {dua puluh lima} yang dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun

szbelum berakbirmya masa HGU. Perbarui juga dapat dilakukan paling

lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Untek melakuken perpanjangan dan

pembarui, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu: 1) tanahnya

masth diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifaf, dan wjuan

pemberian hak lersebut; 2} syarat-syazat pemberian hak tersebut dipenuht

dengan baik oleh pemegang hak; dan 3} pemegang hak masih memenuhi

syarat sebagal pemegang halc

Berakhirnya HGU sesual dengan Pasal 17 PP 40/96 dikarenakan

hal-hal sebagai berikut:

B

2)

)]

4)

5)

6)
7

Berakhirnya jangka waktu scbagaimana ditetapkan dalam

keputusan pensberian alau perpanjangannya;

Dibatalkan hakava oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka

waktunya berakhir karena:

1. tidak ierpenvhinya kewsiiban-kewaitban pemegang hak
dan/atau dilanggamya ketentuan-ketentuan tertenty;

2. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka

waktunya berakhir;

Dicabut  berdasarkan Undang-undang nomor 20 fabun 1961

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang

Ada D1 Atasnya;

Ditelantarkan;

Tanahnya musnakh;

Ketentuan Pasal 3 ayat 2.1

negara,

' Bunyi dari Pasal 3 ayat 2 ¥P 46/96 vaitu bila dalam jangka waktu | {satu) tahun HGU
tidak dilepaskan atau dialibkan, HGL) tersebid hapus karena hukum dan tanzhnys meniadi tanah
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C. Hak Guna Bangunan (HGB}
Penjelasan dalam peraturan dapat dilihat dalam Pasal 35 sampai
dengan Pasal 40 UUPA. Definisi menurut Pasal 35 UUPA berbunyi:

“Hak umtuk mendirikan dan mempunyai bangunan bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendin, dengan jangka waktu paling
fama 30 (tiga puluh) tahun.”

Asal mula dari tanah HGB adalah tansh yang dikuasai langsung oleh
Negara atau tanah milik orang lain. Berdasarkan ketentuan dalam PP No
40 Tahun 1996 yeng dapat diberikan HGB adslsh tanah negars, tanah,
Hak Pengelolaan {(HPL), atau tanah Hak Milik. Dalam HGRB, bangunan-
bangunan yang didirikan akan digunskan ontuk kegiatan usaha, misalnya
perkantoran, ruko, hotel dan atau kepiatan pariwisata, atau kegiatan
industri di kawasan industel, pabrik, pembangunan perumahan dan lain-
Jain. Yang dapat memegang atau menjadi subyek hak guna atas tanah di
Indonesia menurut Pasal 36 ayat | UUPA adalah:

1. Warga Nepara Indonesia (WNI);

2. Badan Hukum yang didirikan menurat hukum Indonesia dan

berkedudukan di Indongssia

Dengan demikian, jika diperhatikan pada subjek yang dapat
diberikan HGB serupa dengan subjek yang dapat diberikan kepada tanah
HGU. Beberspa hal yang menycbabkan terjadinya pesalihan HGB
dikarenakan beberapa peristiwa hukum sebapai berikut; a) jual beli, b)
tukar menukar, ¢) penvertaan dalam modal, d) hibah, c} pewarisan, Selain
itu mengenal jangka wakfu berlakunya HGB, hal tersebut tergantung dari
asal tanah tersebut. Berdasarkan pada jangka waktu tersebut pengajuan
penmohonan perpanjangan atau pembaharuan harus diajukan selambat-
lambatnya 2 (dua} tabun sebelum berakhirnya jangka waktu HGB tersebut

Universitas Indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



21

dicatatkan dalam buku tanah'' pada Kantor Pertanahan. Perpanjangan atau
pernbaharvan terhadap HGB, dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai

berikut: -

1, tanahnya masih dipergunakan dengan baik sesuai dengan keadaan,
sifat, dan tajuan pemberian hak tersebut;

2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenubi dengan baik oleh
pemegang hak; dan

3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagal pemepang hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19%;

4. tanah tersebut masih sesual dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
yang bersangkutan,

HGB it berasal darl Tanah Negara, tanah Hak Pengelolaan (HPL) dan
tanah Hak Milik. Jangka wekiu ketige tanah tersebut berbeds-beda,
pemberian HGE pertama kali yaitu 30 (tiga puluh) tahum, sedangkan
perpargangan untuk tansh Negara dan tanah HPL vattu 20 (dua pulub)
tahun dan dapat diperbaharui selama 30 (tiga puluh) tshun, Terhadap
tanah Hak Milik tidak ada perpanjangan tetapi dapat diperbarui.

Selain perpanjangan dan pembaharvan dad HGB tersebut, ada
penghapusan dalam HGB. Penghapusnya HGB dikarenakan beberapa hal
sebagal berikut:

1. Berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pemberian atau perpanjangannyz atau dalam pegjanjian
pemberiannya;

2. Dibatalkan haknya nleh pejabat vang berwenang pemegang Hak
Pengelolazn atay pemegang Hak Milik sebelum jangka waktonya
berakhir karena:

' Buku Tanalt adalah dokumen dalam bentuk dafiar yang memuat data yuridis dan data

fisik seaty obyek pondaftaran tanah vang sudah ada hakmyas. Data Fisik adalaht keterangan
mengenai jetak, batas, dan izas bidang tanah dun sawan rumeh susun yang didafar, termasuk
keterangan mengetial adanya basgunan atau bagian bangunan di atssnye. Data Yurisdis adalah
keterangan mengenal status hokum bidang tanah dan setuan rumah susun yang didaftar, pemegang
haknya dan hak pihak lain serta beban-beban Iain yang membebeninya. Boed! Harsono, op.cit.,

¥ Pasal 19 UUPA menjefaskan mengenai syarat-syarat sebagai subryek pemegang HGB.
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a.  tidak terpenubiinya kewajiban-kewajiban pemegang hak
dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan tertenty;

b, tidak terpenuhinya syarai-syarat atau kewsjiban-kewajiban
yang tertuang dalam peranjian pemberian HGB antara
pemegang HGB dan pemegang Hak Milik atau perjanjian
penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau

¢.  putusan pengadilan yang telah mempunyat kekuatan hukum
tetap.

3. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum janghka
waltunya berakhir;

4, Dicabut berdasarkan Undang-undang nomor 20 tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanzh dan Benda-benda yang

Ada i1 Atasnya,

Ditelartarkan;

Tanahnya musnah;

Ketentuan Pasal 20 ayat 2

B Hak Pakat
Pengaturannya datam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 UUPAL
Sesuat dengan Pasal 41 UUP A maka definisinya berbunyl:

“Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tansh milik orang lain,
yang member wewenang dan kewajtban yang ditenfukan dalam
keputugan pemberiannya oleh  pejabat  yang  berwenang
memberikannya atau dalam perieniian dengan pemilik tanshnya,
vang bukan perjaniian sews menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal {idak berfentangan dengan jiwa dan
ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

. Pasal 26 zyat 2 menielaskan bahwa jika dalam wakwm 1 (satu} tahun haknyas tidsk
dilepaskan ztau diatihkan, malka hak tersebut hapus karens hukum,
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Hak Pakai dapat diberikan:
i, Selamma jangka wakiu vang tertenfu atau selama fanahnya
dipergunakan untuk keperluan yang terteniy;
2. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa
berupa apapun;
3 Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syaral yang
mengandung unsur pemerasan,
Pemberian Hak Pakai atag tanah terhadap pemegang hak pakai tidak sama
dengan pemberian hak afas tanah bagi HGB dan HGU, karena subyek
pada hak pakai lebih fuas. Tenah yang dapat dibertkan dengan Hak pakai
adalah (a) tanah negara, (b} tanah Hak Pengelolaan, dan (¢} tanah Hak
Milik Pasal 41 ayat 1."
Pemegang Hak Pakati atau juga dapat disebut dengan Subjek Hak
Pakai menurut Pasal 42 UUPA menentukan hahwa vang dapat memiliki
tanah Hak Pakai, yaitu:
1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
3. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indongsia dan
berkedudukan di Indonesia; dan -
4, Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Kemudian sclain subjek-subjek tersebut diatas, didapatkan beberapa
tambahan dari Pasal 39 PP Nomor 40 tahun 1996 mengenai vang dapat
menjadi pemilik dari Hak Pakai sebagai berikut:
5. Departemen, Lembaga Pemerintah, Non-Departemen, dan
Pemerintah Daersh;
Badan-badan keagamaan dan sosial;

Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

¥ Supriadi, Hrknm Agraria, (Jakarla: Sinar Grafika, 2008), hal.119
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Hak pakai dapat bersumber dari: ,

a. perjanjian yang diadakan antars pemilik tanah dengan pihak calon
pemegang hak pakai itu, bila tanahnya adalah tanah milik orang
lain.

b. Penetapan Pemerintah, bila tanahnya adalah tanah yang dikuasal
langsung oleh negara.

Persamaan yang dapat dilihat dalam Hak Pakai dengan HGB salah satunya

yaitu dari asal tanah Hak Pakai serupa dengan Hak Guna Bangunan, yaitu

Tanah negara, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik. Selain itu permohonan

perpanjangan jangka waktu Hak Pakai diajukan selambat-lambatnya 2

{(dua) tahun sebelum berakhimya jangka waktu Hak Pakai, yang dicatat

dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Pemberian perlama kali Hak

Pakai yaitu selama 25 {dua puluh lima) fabun. Perpanjangan atas {anah

Negara dan tanah HPL diberikan 20 (duva pulub} tahun kemudian dapat

diperbarui selama 25 {dua puluh lima) tahua.

Peralihan Hak Pakai dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa yang
serupa dengan peralihan yang ferjadi pada HGB dan kedua-duanya sama-
sama wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan. Selain itu, dapat juga terjadi
penghapusan Hak Pakai seperti yaog terjadi pada hak atas tanah lain, dan
penghapusan tersebut terjadi karena:

13 Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditelapkan dalam
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalams perjanjian
pemberiannya;

2) Dibatallan haknye oleh peiabat yang berwenang pemegang Hak
Pengelolaan atau pemepang Hak Milik sebelum jangka waktunya
berakhir karena:

a. tidak tferpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak

danfatau dilanggamya ketentuan-ketentuan tertenty;

b. tidak terpenubinya sysrat-syarat tatac kewajiban-kewaiiban
vang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara
pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjaniian
penggunsan tanah Hak Pengelolaan; atau
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4}

5}

6)
7}

25

¢. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
{etap.

Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknys sebelum jangka

waktunya berakhir;

Dicabut berdaserkan Undang-undang nomor 20 tzhun 1961

tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan benda-benda yang

Ada Di Atasnya;

Ditg:lantarkan;

Tanazhnva musnah; dan

Ketentuan Pasal 40 ayat 2.

Hak Sewa
Hak sewa yang dimaksudkan dalam UUPA, yaitu Hak sewa uniuk

bangunan vang diatur dalam Pasal 44 sampsi dengan Pasal 45 UUPA.
Berdasarkan Pasal 44 UUPA pengertian dari Hak Sewa vaiu

“seseorang atau suate badan hukum mempunya hak sews atas
tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemilikoya
sejumiah vang sewa.”

Dengan demikian jika diambil inti dari definisi tersebut, terdapat

unsur yuridis vang terkandung dalam suatu hak sewa untek bangunan

yang pada dasamya menurut pasal 44 UUPA.

i.

merupakan  hak  yang  memberikan  wewenang  untuk
mempergunakan fapah hak milik orang lain guna keperluan
pembuatan bangunan.

Tanah yang digunakan adalah tanah hak milik orang lain,
Pemberian imbalan dilaksanankan dengan pembayamn vang sewa
yang dapat dilakukan:

 pasal 40 ayat 2 UUPA ini menjelaskan mengenai penyebab hapusnya HGB, tetapi hak
tersebut juga berlaku pada penyebab hapusnya Hak Pakal, yaitu dihentikan sebefum jangka
waktunya berakhir karena sesuatu syarst tidak dipenuii.
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a.  Satukali atau pada tiap-tiap waktu tertenty;

b.  sebelurn atau sesudah penggunaan tanah tersebut.
Subyek pemegang Hak Sewa adalah 2} Warga Negare Indonesia (WNKI}, b}
orang asing vang berkedudukan di Indonesia, ¢) badan hukum vang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudokan di Indonesia, dan

d) badan hukum asing vang mempunyai perwakilan di Indonesia.

F. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan
Sesuai dengan pasal 46 ayat 1 UUPA menjelaskan bahwa hak
tersebut hanya dapat dipunyal oleh Warga Negara Indonesia dan diatur

dengan Peraturan Pemerintah,

G. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
vang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hek yang

sifatnya sementara,

Hak-hak vang sifainya sementars tersebut adalah (a) Hak gadai, {b) Hak
Usaha Bagi Hasil, (¢} Hak Menumpang, dan (d) Hak Sewa Tanah
Pertaniuli,

2.1.1.2 Menurut Undang-lindang Nomor 26 fakun 2007 fentang

Penataan Ruang

Penataas ruang merupakan salah satu fungsi pemerintaban yang
pelaksanaannya dilakukan sccara bedenrang baik oleh pemerntah pusat
maupun dgerah. Pasal 1 ayat 5 UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (UU 24/2007) menyebutkan bahwa pengertian dari Penataan
Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfzatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun ruang yang
dimaksnd ferdapat kewenangan dalam penggunaan tanahnya, dimana
pemegang hak diperbolehkan menggunakan tanah dalam arti permukaan
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- bumi berikut ruang di atas tanah dan sebagian tubuh bumi di bawah tanah
serta air sesuai dengan {ujuan penggunaan tanahnya,

Pasal 1 ayat 1 Ul) Penataan ruang menyebutkan bahwa Ruang
adalab wadah yang meliputi ruang darat'®, ruang laut’’, dan ruang udara'®,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makbluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihera
kelangsungan hidupnya. Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk
mempergunakan tanab yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan
air serta ruang yang ada diatasnya, juga diperlukan untuk kepentingan
vang langsung berhnbungan dengan penggunaan tanah,

Pembangunan bangunan gedung di atas/di bawah prasarana
dan/atau sarana umum berdasar peraturan harus:

i sesuai depmgan  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
kabupaten/kota, RDTRKP, danfatau RTBL;

2. tidak menggangpu fungsi prasarana dan sarana yang berada di
bawahnya danfatau di sekitamya;

3 tetap memperhatikan  keserasian - bangunan gedung terhadap
lingkungannya; dan

4, memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai fungsi
bangunan gedung,

Sernakin maraknya pendirian bangunan bertingkat maka persoalan hukum
yang utama muncul adalah masalah yang berkaitan dengan bhak atas tanah
dan hak atas bawah tanah gedung tersebut. Dengan demikian dalam
penataan ruang dapat dibagi menjadi 2 {dua) pokok pembahasan singkat,
berupa:

* Ruang Daratan adalah ruang vang terletak df atas dan di bawah permukean daratan

termasuk. permukaan perairan darat dan sist darat dart garis laut terendah. Urip Santoso, Hikem
Agraria dan Fok-Hak Aras Tanah, (Yakarts: Kencana, 2085), hal.4

¥ Ruang Laulan adalah ruang yang terlotak gi atas dan &i bawsah permuksan It dimolai

dari sisi lowt garis laut terendah termasuk dusar fzut dan bagian bhumi dif bawahnya, di mam
Republik Indonesiz mempanyai hak, vuridiksi,, ibid

# Ruang Udare adalsh ruang yang terletek di atas ruang daratan dan/atau ruang lautan

sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, ¢i mana Republik Indonesia memponyai hak
yurisdiksi., ibid
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A. Hak Guna Ruang Atas Taneh (HGRAT]

Penggunaan tanah yang terdapat di atzs tanah, dapat dikategorikan
menjadi penggunaan terhadap rvang udara dan ruang angkasa. Adapun
keberadazn mang atas tanah pada saat ini mulai dikembangkan ke dalam
sebuah bangunan yang dikenal dengan Rumah Susun. Maka, singkatnya
HGRAT dapat dibedakan menjadi ruang udara, ruang angkasa dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Istilah ruang udara dan ruang
anglasy, menunjukan kepada suatn wilayah yang tidak diketahui batasnya
dengan bertitik tolak dari Bumi dan dinamakan “anpgkasa™ Hukum
Angkasa merupskan salah satu cabang tmu hukum (interasionzl) vang
masih  sangat pwuda (mnbubh dan  berkembang  sejalan dengan
nedarkembanganan teknologi.'” Pengaturan hukum angkass merupakan
sumber hukum umum yang bertarafl internasional, karens berlakn 4i
negara-negara  luar Indonesia® Hukum Angkasa dalem  hal ind
berhubungan dengan transportasi udara yang semakin marak gchingga
penerbangan  hendak distur sebuah ketentuan yang nantinya akan
membantu dan demi kepentingan manusia,

HGRAT i Indonesin mengacu pada Rumah Susun yang
merupakan pengoptimalan manfaat bidang tanab dalam bentuk bangunan
gedung bertingkat. Dalam Undang-Undang No. 16 Tabun 1985 tentang
Rumah Susun (ULJ 16/1983), Pasal 1 ayat I menyebutkan pengertian dari
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat vang dibangun dalam
suatu Hogkunpan, vang terbagi dalam bagian-bagian yang distruktumya
secara fungsional dalam arah horizontal maupan vertikal dan merupakan
satuan-saluan yang masing<masing dapat dimiliki dan digunakan secara

terpisah, ternfama uniuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian

1% B Saefullah Wiradipraja dan Mieke Komur Kataatmadja, ed., Hukum Anghase do
Perkembuangannya, {Bandung: Remajs Karyas, 1988), hal 58,

* Privatna Abdurrasyid, Pengantar Hukum Ruang Angkese don Spuce Treaty 1967,
{Bandung: Firma ekonomi, 19773, hal 14,
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bersama®', benda bersama®, dan tanah bersama™. Menurut Pasal 7 atau 1
ULl 16/1985, Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik,
HOB, Hak pakai atas tanah negara atau Hak Pengelolaan™. Jenis hak atas
tanah yang dimiliki oleh permilik dari satuan rumah susun yaite Hak Milik
Atas Satsan Rumah Susun (HMSRS),

Sebagai suatu lembaga hukum yang bare, HMSRS dinyatakan
telah terjadiflahir sejak didaftarkannya Akta Pemisahan dengan dibuatnya
Buku Tanah setiap satvan rumah susun yahg bersangkutan. Pemilik satuan
rumah su;sun yang bersangkufan harus memenubl syarat sesbaga pemegang
hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian bak bagi peniilikan satnan
rumah susun, Pemerintah memberikan alat pembukiian yang keat berupa
Sertipikat Hak Milik Satwan Rumah susun vang diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupater/Kota sctempat. Sertipikat HMSRS terdiri dari:

1§ Salinan Buku Tansh dan Surat Ukur Tanah Bersama menurut

ketentuan PP 10/1961 jo PP 24/1997,;

3 Gambar Denah Tingkat Rumah Susen vang bersangkutan, yang
rnenunjukan satoan rumah susun yang dimibiki;dan

3. Pertelaan mengenal besarnya bagian hak atas bagian bersama,
benda bersama, dan ianab bersama. Kesemuanya merupakan satu

kesatoan yang tidak terpisahikan dan djilid dalam 1 (satu) sampul

*! Bapian bersama adalah bagian rumsh susun yang dimitiki secara tigsk terpisah untuk
pemakaian bersama daiam Kesatnan fungsi dengan satuan-satuan sumah susum. Imdomesia,
Undang-undang Tentang Rumeak Susun, UL No 16 Tahun 1985, | LN No.73 tahun 1985, TLN No,
3318, 981 ayai 4. :

2 Renda bersama adalah benda vang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang
dimiliki bersama secara tidak terpisal untuk pemakaian bersema. 1bid, ps. 1 ayal 5.

* Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara
sidak terpisah yang di atasnys berdiri rurnah suses dan ditetaphkan batasnya dalam persysratan izin
Bangunan, fbid., ps. lavat 6.

* Hak Penpelolzen {HPL) adalah hak menppssai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangaya. HPL bukan hak atas tanah meglainkan
hak yang menyediakan tanah (bagian-baglannya) bagi keperlvan pihak lain (investor) unfuk
menyelengrarskan perusahaan tanah (and enterprise), Sunarye Basuki, "Pokok-pokok Hukum
Tanszh Nasional, Bagian Pertamg” (Makalah dizampaikan pads perkuliahan Matz Kufish Hukum
Agraria Magister Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas, Depek, Septeaber 20073, hal.24.
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dokumen. Sertipikat HMSRS ini sudah ada sebelum satvan-satuan
rumah susun yang bersangkutan dapat dijual »

Berbeda dengan konsep yang dimitliki di negara Indonesia, pada negara
fain dikenal istilah strarg #itle, dalam hukum common law. Menurut sistem
hukum tersebut seseorang yang memiliki sebidang tanah hak, memiliki
pula air space righs atau hak ates ruang udara, yaitu hak untuk memiliki
ruang di atas tanah. sehingga apabila di atas sebidang tanah hak dibangun
-apartemen di Singapura salah satu contohnya ini berarti behwa pemilik
tanah menjual kaveling-kaveling rvang udara {unit aparlemen) vang
disebut air space lot (bagian dani air space righ).’® Kemudian secara
sederhana, Sfrara title adalab hak kepemulikan bersama atas suatu
kompieks bangunan,yang terditi dari hak ekslusif atas ruang plus hak
bersama  afas rvang bersama. shrata title memberikan hak kepada
pemegangnya, atas (i) ruang ckstusif; dan (i1) ruang bersama yang dipakai

dan dinikmati bersama dengan pemilik unit lainnya.”’
B. Hak Gunz Ruang Bawah tanah (HGRBT)

" Secara umwum, pengertian darl Hak Guna Ruang Bawah Tanah
adalah hak atas {ansh yang terdapat dalam penggunaan fanab/ruang yang
berada didalam tubuh bumi. Dalam hukuro HGRBT mengacu pada Hukum
Laut dan Bawah Tanah. Proses pengelolaan ruang bawah tansh di
Indonesia mengadopsi kelaziman bahwa gedung-gedung bertingkat

membutahkan basement sebagat satu kesatvan dart gedung. Sistern

3 Ahyar, “Laporan Akhir Penelitian Hokm Tentang Aspek Hukum Sewa Menyewa
Rumsh Susun D7 Indonesia”, (Jakarts: Deparfernen Hukum dan Perundang-undangsn Republik
Indonesia, Badan Pembinasn Hukum Nasional, 1999}, hal.34

* Virly Yusrini, “Petbandingan Hak Milik Atss Satuan Rumah Susun (HMSRS) Di
Indonesis Dengan Lembaga Sirata Title Negara Singepwra Dalam Hubungannya Dengan
Pombangunan Hulem Tanah Masionsl”™ (Tesis Magisisr Hukum Universitas Indonesia, Depok,
20053}, hal 2.

¥ Iming  Tesslontka, “Apa fu  Swtat Tile”  <htpfwww.mail
archive com/bisais centori@yahooproups.com/mse0326 L htmi>, 12 februar 2009,
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kesatuan yang dianut oleh pengelola gedung seperti di Jakarta dalam
pelaksanannya juga berbeda-beds. Ada prinsip pemanfsat ruang bawah
sebagai salah satu aspek keterbatasan lahan dan kehutuhan sebuah gedung
bertingkat dan ada juga prinsip kepatuhan kepada aturan yang berlaku,

Peran Pemda dalam mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) secars jelas mempengaruhi aspek pemanfaatan rvang bawah tanah.
Ketidakjelasan perizinan dan pelanggaran rencana tata ruang tersebut di
DKI JAKARTA. Sasaran pertama yang ingin dicapai adalah identifikasi
persoalan mekanisme perjzinan pemanfaatan reang di DKI Jakarta, denpan
cara analisis dekskriptis. Kedua, jdentifikasi peluang Izin Meadirikan
Bangunan dalam pengendalian pemanfaatan®® Dalam  Laporan
Perencanazn Ruang Bawgh Tanah yang dibuat oleh Dinas Tata Kota DKI
Jakaria menentukan Ketentuan dasar konstruksi pada awalaya ruang bawah
tanah hanya diperuntukan untuk katepori gudang penyimpanan (storage
cavers), yang kemudiun berkembang menjadi area ckonomisz seperti
lapangan parkir, pertokoan, hunian dan kegiatan lain.”

Dihubungkan dengan pembangunan gedung yang berada di bawah
tanah maka sesuai Pasal 38 PP No 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU
No. 28 tahun 2002 tentang Baugunan Gedung mempunyai beberapa
ketentuan yang diwajibkan dalam peraturan yaitu sebagai berikuty

1. sesual dengan RTRW kabupaten‘kota, RDTRKP, dan/atau RTBL;

2. tidak untuk fungsi hunian gtau tempat tinggal;
3. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di
bawah fanaby

4. memenuhi persyaratan kesshatan sesuai fungsi bangunan gedung;
3 meriliki sarana  khwusus untuk  kepentingan keamanan dan

keselamatan bagl pengguna bangunan gedung; dan

% Abdul Wahab Syzhid, “Building permit (IMB) for development contrgd in DKI
Jakarta,” <htiprfrww.google.com >, 89 February 2069,

# Anton Hotagalung, “Pengembangan dan Pengelolaan Rusng Bawsh Tanah Dalem
Aspek Hukam tansh dan Lingkongan,” (Tesis Magister Hukum Universitas Indenesia, Depok,
2007), hal.8s. )
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6. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

2.1.2  Ruang dan Bangunan

Ruang lingkup UUPA adalal permukaan bumi, dan tubub bumi
dibawahnya serta yang berada dibawah air, Kewenangan penggunaan
tanah yang meliputi ruang di atas tanah dan di bawah tanah harus diatur
melalui RTRW dan juga Rencana Umum Tata Ruang (RURW)Y Setiap
pemegang hak atas tanah yang menggunakan ruang di atas tanah maupen
sebagian tubuh bumi dalam rangka menggunakan bidang tanah yang
dikuasainya secara legal, sekedar vang berhubungan langsung dengan
tujuan penggunaan tanahnya serta dalam batas-batas kewajaran,

Pengertian Batas-batas Kewajaran adalah penggunaan ruang di
atas tanah dan gebagian tubuh bumi adalsh berdasarkan persyaratan
mendirikan bangunan, yang disesuaikan dengan jenis bangunan yang
didirikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bangunan yang ditetapkan
olkeh Pemerintah Daerah setempat® Setiap bangunan gedung harus
memenubi  persyaratan  administzatif dan sesuat dengan peraturan

perundang-undangan, yang meliputi;

1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah;
2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan

Izin mendirikan bangunan gedung; sesuai kefentuan peraturan

perundang-nadangan yang berlaku,
Hak atas tanah adalah penguasaan afas tanah vang diwujudkan dalam
bentuk sertipikat sebagal tanda bukii pengvasasn/Kepemilikan tanah,
seperti hak milik, Hak Guna Banpunan, Hok Guna Usaha, hak
pengelolaan, dan hak pakai. Status kepemilikan atas tanah dapat berupa
sertipikal, girtk, pethuk, akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan Jainnya.

* Rencana Umum Tata Ruang adalsh rencana peruntuken, penggunsan, perszdiaan dan
pemelibargan bomi, air, dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestarl, seimbang, dan
serasi bagl sebesar-besamya kemakouran rakyat. Binoto Nadapdap, op.ciz, hal.220.

*! Sunaryo Basuki, op.oit, halds.
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Izin pemanfaatan pada prinsipnya merupakan persetuiuan yang dinyatakan
dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas fanah atae pemilik
tanah dan pemilik gedung.*

2.1.2.1 Cara Mempersoleh dan Pemindahan Haknya

Hukum Tanah Nasional menyediakan beberapa cara untuk
memperoleh tanah yang diperlukan baik uatuk keperiuvan pribadi maupun
untuk keperfuan kegiatan usaha dan pembangunan, Sepertt vang telsh
;:zezmiié uraiken dalam pembahasan pada poin-poin yang sebelumnya
mengenat status tanah, diketahui bahwa status tanah yang tersedia adalah
tanah negara, tanah HPL, tanah hak milik dan tanah hek lainnya (HGB,
HGU, atau Hak Pakail). Keberadaan terhadap hsk atas tanah terscbut
didapatkan dengan cara-cara vang diketahui untuk memperoleh tanah. Ada
3 (tign) tata cara memperoleh tanah, yaitu:
i. Permohonan dan Pemberizn Hak Atas tanah;
- Pemberian Hak Bare; dan
3. Pemindahan Hak.”

Penjelasan iebih lengkap mengenal 3 (tiga) tata cara memperoleh tanah
tersebut adalah sebagal benkut:

1 Permohonan dan Pemberian Hak Atas Tanah

Permohonan hsk adalah czra yang harus digunakan bagl
perorangan, vaitu orang sebapai individu aiau badan hukum untuk
memperoleh sesuatu hak atas tanmah negara. Pemberian Hak Adalah
penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tangh negara,

3 Marihot Pahala Sizhaan, Hukwm Bangwrean Gedung Di Indonesia, (Sakava: PT
RaiaGrafindo Persada, 2008), hat 52

* Sunarye Basuki, “Pokok-pokok Hukum Tansh Nasional, Bagisn Ketiga” (Makalsh
disarnpaikan pada perkulizhan Mata Kolish Fukum Agraris Magister Fekultas  Huokum
Kenotariatan Universitas, Depok, September 2007}, hal 16

Universitas indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



34

perpanjangan waktu hak, pembaharuan gak, perubahan hak termasuk
pemberian hak di atas (bagian-bagian dari tanah) HPL., Untuk permohonan
hak maka pemohon harus menguasal tansh yang dimohonkan hak dan
dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik. Kemudian permohonan hak
tersebut dilakukan dengan memberikan surat permohonan kepada pejabat
yang berwenang untuk Kantor Pertanahan, Yang pada akhirnya
permohonan tersebut akan melalui proses yang telab ditentukan untuk

pemberian hak alas tanah yang akan diberikan kepada penerima hak.

2. Pemberian Hak Baru

Hak baru adalah hak atas tanab vang diberikan ofeh pemilik tanah
kepada pihak lain atau bak atas tanah yang sekunder. Menurut UUPA,
vang dapai dibebani hak baru adalah Hak Milik dan dJiberikan oleh
pemiliknya sendint, Dalam ULUPA, hek atas fanzh vang diberikan di atas
Hak Milik yaitu HGB, Hak Sews, Hak Sewa atas Tanah, Hak Usaha Bagi
Hasil, Hak Gadai atas Tanah Pertanian dan Hak Menumpang, Sedangkan
menurut PP 40/1996 berupa HGB dan Hak Pakal yang wajib didafiackan,
ha! terscbut sesuai dengan Kelentuan Pasal 24 dan 44 PP 40/1996,
Pendaftaran  dimaksudkan  untuk  memperkuat  dan  memperluas
pembuktian. PPAT wajib mendafiarkan jual beli tersebut selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja seielah jual belinya dilaksanakan,

1. Pemindahan Hak

Pemindahan hak atau peralihan hak adalah perbuatan hukum yang
bertujuan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lzin (penerima
hak). Pasal 20 ayat 2 UUPA menyebutkan peralihan hak dirumuskan
bahwa Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peradiban
hak karena hukum vaitu salah satunya karena pewarisan sedangkan
dialihkan berarti melakukan peralihan  karesa perbuatan  hukum
pemindahan hak, Cara mempercleh tanah melalui pemindaban hak atas
tanah pada umumnya terjadi karena jual-beli, hibah, ataupun pertukaran.
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Jadi melalui pemindahan hak®® inilah si pemegang tanah yang baru
memperoleh haknya atas tanah tersebut. ™
Dalam proses jual beli, AIB merupakan bagian terpenting untuic
didaftarkannya hak atas tanah. Karena AJB merupakan bukti bahwa
pembeli telah menjadi pemegang hak baru. Kemudian setelsh proses
tersebut  dilanjutkan dengan pendaftaran. Proses pendaftaran kurang
lebihnys sama dengan proses pendaftaran pada pemberian bak baru,
Persamaan antara kedus tata cara perolehan tanah tersebut vaitu:
1. Perbuatan hukupmnya berstfat tunai dan dibuktikan dengan
akig PPAT,
2. Wajib didafiarkan Ji Kantor Pertanahan;
Fungst pendafiarannya  memperkoat  dan  memperiuas
pembuktian;dan
4,  Perbuatan hukum tersebul mengikat pihak ketiga sejak )
didaftarkan.

ke e v vp =

* Ppemindahan Hak adalah jual beli — termasuk pelelangan i muka uraum - penukaran, -
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuaian Jain veng
<dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu kepada pihak {ain, Binoto Nadapdap, op.cit., hal.160,

# A. Ridwan Halim, Hukunt dgraria datom Tanya Jowab, {Jakarta: Ghalin Indosesia,
1988), hal.99
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Pemohon
Mengajukan Surat Permohonan dan Surat Tanah.

kepada
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Diberikan  hak Sﬁsuai\\

Pejabat melalui Kantor Pertanahan dengan:
sesuai dengan daerah kerjanys. « lenis hak yang
dimohon;
¢ Peruntuken tanahnya;
Panitia Kepala » Luasnya.
Pemeriksa = =~ Kantor K )
Tanah. Pertanahan
4 Surat Rekomendasi
[ Memeriksa surat-surat ‘j Mengenai dikabulkan atau
ditolaknya permohonan hak
y vang bersangkutan kepada
Dibuat BERITA ACARA | __ |  Pejabat yang berwenang
PEMERIKSAAN TANAH & memberi hak y,
L 4 \
Penerbitan SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (SKPH)

oleh Perabat berwenang

7

3

[ Penerima Hak, waiib untuk: }

//

k )

Pemberian Hak
s Membayar Bea Perclehan
Hak Atas Tanah (BPHTB)

*  Membayar Uang Pemasukan
» Mendaftarkan hak  yvang
bersangkutan  di  Kantor

Pertanahan
{Kabupaten/Rotamadya)

[
o

~

S/

‘\

Penpguasaan tanahnya

Memelihara tanda-tanda
batas;

Mengpunakan tanalinya
secara oplimatl;

Mencegah kerusakan-
kerusakan dan  hHangnya
kesuburan tanah;

Menggunakan tanah sesuvai
kondisi lingkungan hidup;
dan

Kewajiban yang tercantum

dalam sertipikatnya //

|

Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban menvebabkan Menteri dapat
membatalkan haknva

Bagan.2. 1. Proses Permohenan Hak Atas Tanzh

Universitas Indonesia

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



f
L

37

e

Pendaftaran ]

Y

Di
Kantor Pertanahan

l

Dibuktikan dengan

AKTA PEMBERIAN HAK BARU (APHB) oleh
PPAT atau AKTA JUAL BELI (AJB)

i

{ Dibuatkan dan Dicatatkan J

Y

{ Buku Tanah ]

5

[ Sertipikat ]

Bagan 2.2. Proses Pendafiaran Pemberian Hak Bamu

( Tual Beli dibadapan PPAT ]

Y

(o

3

.

sknya dapar berupa tanah hak kosong atau berkut éeﬁgan\\
bangunan yang terdapat diatasnya dengan ketentuan sebagal berikut:
bangunan tersebut milik pemegang hak;

bangunan tersebut permanen, yang menurut sifatnya menjadi
satu kesatuan dengan tanabnya;

dalam AJB disebut secara tegas bahwa objek jual beli meliputi
tanah hak dan bangunan diatasnya,

a.
b.

¢,

/

b 4

L Didaftarkan ]

Bagan, 2.3 Proses lusl Beli di hadapan FPAT
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Ada 5 (lima) cara yang dapat ditempuh oleh seseorang, badan
hukurn, ataupun Instansi Pemerintah untuk dapst menguasai tanah yang
diperfukan, cara mana tergantung dari 3 (tiga) faktor pokok:

1. Status tanah yang tersedia;

2. Status hukum pihak yang hendak menguasat tangh tersebut;

3. Keinginan pemegang hak atas tansh yang diperlukan untuk

melepas tanahnya.
Adapun kelima cara yang dimaksud di atas adalah sebagai berikuot:

1.  Pemohonan hak khusus untek tanah negara  dan

pendaftarannya;

2.  Perjanjian  depgan pemilik tanahnya misalnya sewa

menyewa, atau Build Operagte Transfer (BOT);

fa2

Pemindahan hak yang dapat berupa jual beli, tukar menukar,
maupun hibsh yang diikuti dengan pendaftarannya; dano

4.  Pembebasan/pelepasan hak yang harus ditkuti  dengan

- permohonan hak dan pendaftarannya,

5. Pencabutan hak apabila tanah digunakan untuk kepentingan
umum yang juga harus ditkuti dengan permchonan hak dan
pendaftarannya.*®

Berdasarkan kelima cara memperoleh tanah yang telah penulis uraikan
diatas, maka ruang bawah tanah yang menjadi pokok penclitian dalam
tesis inl lebih mengacu kepads pemindahan hsk yang serupa dengan
kegiatan sewa menyews. Pejanjian yang terjadi mengenal sewa menyewa

tersebut mengacu pada apa yang diatur dalam hukum perdata.

2.1.2.2 Izin Mendivikan Bangunan (IMB)

Terkait dengan pemanfaatan ruang di dalam bumi, maka substansi
pemanfaatan ruang yang perlu diatur dalam rencana tats rvang adalah:
setiap pemegang hak atas tanah mempuonyal wewenang uatuk

* Arie § Hutagalung, Tebaran Pemikiran Sepwtar Mosalah Huhue Tanch, (Jakarta:
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal 192,
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mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan
air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan
langsong vang berhubungan dengan penggunaan tanah, dan setiap
pengguna Ruang Afas Tanah serfa Reang Bawah Tanah mempunyai
wewenang memanfaatian ruang diatas/dibawsh permukaan bumi (tanah},
dalam batas geometri tertentu yang dipergunakan untuk mendirikan

bangunan yang diberikan dalam izin mendirikan bangunan (IMB). Adapun

keberadaan bangunan gedung harus diringt dengan status kepemilikan |

vang jelas atas tanzhnya. Alat bukti kepemilikan bangunan tidak selalu
jelas. IMB dapat dianggap sebagai bukti pemilikan bangunan, Tetapi tidak
selalu demikian, sebab siapa yang mendirikan bangunan belum fentu
pemilik bangunan itu. Lagi pula tidak semua bangunan memiliki Izin
Mendirikan Bangunan,

Dalam hal tangh dimiliki oleh pihak lain, bangunan gedung hanya
dapat didirikan.dengan izin pemanfaaten tansh dari pemegeng hak atas
tanah atau pemilik tanah dalam beniuk perjaniian tertulis antara pemegang
hak atas tapah atau pemilik tensh dengan pemilik gedung. Perjanjian
tertalis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh kedua belah pihak
sesual dengan peraturan peropdang-undangan yang mengatr hulum
petjaniian. Perjanjian tertulis yang dimaksud mermumt paling sedikit hak
dan kewaiiban para pihak. Pengajuan permohonan untuk IMB, status
tanahnys harus dilengkapi dengan gambar jelas mengenai lokasi tanah
bersangknian vang memuat ukuran dan batas-batas persil. IMEB seharusnya
tidak akan diberikan kepada orang vang bermaksud mendirikan bangunan
di atas tanzh orang lain, tanpa seatu hak. Adanya IMB belum berarti orang
yang memiliki izin itu berhak atas tanah di atas nama bangunan it berdiri.
Hak atas tanah yang di beli tidak terganggu oleh masalah pemilikan
bangunan, perfu diketahui terlebih dabulu mengenai siapa sebenamnya
pemilik bangunan itu. Tidak adanya IMR, maka penegasan dari pemegang
hak atas tanah diperlukan karena pembelian tanah vang sedemikian dapat
menciptakan sengketa.’
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Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Bangunan Gedung mengatur tentang Izin Mendirikan Bangupan (PP
36/2005). Setiap orang vang akan mendinikan bangunan gedung wajib
memiliki izin mendirikan bangunan gedung. Pemberian IMB tersebut
merupakan kewenangan dari Pemerinteh Daerah. Surat Keterangan
Rencana Kabupaten/kotz>® untuk lokasi yang bersangkutan perlu diberikan
oleh mereka vang akan mengajukan permohonan izin mendirikan
bangunan gedung. Selain Surat Rencana tersebut, beberapa hal yang wajib
dipenuli untuk mengajukan permohonan IMR yang secara yundis
menurut Pasal 15 PP Nomor 36 tzhun 2005 tenfang Bangunan Gedung
adalah sebagai berikut:

1. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukt
perjanjian pemanfaatan tanaty
2. data pemilik bangunan gedung;

rencarsa teknis bangunan gedung; dan
4. hasil analisis mengenai dampak ingkungan bagi bangunan gedung

yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Jika secara yuridis permohonan IMB yaitu dengan memenuhi syarat-syarat
diatas, maka prosedur permohonan IMB secara teknis dan administratif

menurut Dinas Tata Kota, Lingkungan dan Pertamanan dan sesual

# Bffendi Perangin, op.cit., hal20.

* Surat keterangan rencena kabupsten/kota merupakon keteatuan yang berlake untuk

lokasi vang bersangkutan dan berisi;

‘FRSe an T

i.
ind

fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokast bersangkutan;

ketingzian maksimusm banpunan gedusg yang diizinkan;

Juralah lantaiflapis banguoan gedong di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan,
garis sempadan dan farak bebas misimum bangunan gedung yang diizinkan;

KDB maksisum vang dilzinkas;

KLB makstrum yang diizinkan;

KDH minimum yang diwajiblan;

K'TH maksimurs yaag diizinkan;, dan

Jaringan utititas kota,

onesia, Perataran Pemerinioh Tentany Penataan Tangh, PP No. 16 Tabu 2004. LN Ne, 45

fabiun 2004, TEN No 4385, ps.id ayai 4.
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Peraturan Daerah harusish memenuhi persyaratan yang penulis uratkan
dalam tabe! berikut dibawah:*®

Dasarhukum | Perda Nomor, 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.

Prosedur 1. Mengisi Formulir Permohonan;

2. Fotocopy KTP;

3. Fotocopy Pelunasan PBB tahun terakhir,

4. Fotocopy Surat Kepemilikan Atas Tanah;

5. Gambar Rencana Bangunan;

6. Gambar Perhitungan Kontruksi Bangunan bertingkat lebih
dart dua lantai;

7. Surat Kuasa jika Peagurusan Izin dikuasakan,

Wakty 14 hari
Biaya Tarif dasar sebesar Rp. 700.000,- §
Dengan rumus perbipungan: ;
KLB x KTB x KGB x KKJ x T3, :
Keterangan ; L

KLB ; Koefisien [Luas Bangunan i
KTB : Koefisten Tingkat Baogunan '
KGB : Koefisien Guna Bangunan
KXJ : Koefisien Kelas Bangunan
T : Tarif Dagar

Tanif - Pagar/Relief Rp. 10.000/m2
Bangunan - Pemasangan Papan Reklame Rp. 30.000/m2
Tertentu - Sumur dalam yang dikomesilkan Rp. 2.000.000/bh

- Tempat Parkir/Pelataran Rp. 5.000/m2

~ Tangki Terbuka Rp. 50.000/m2

- Tangki Dalam Tanah Rp. 75.000/m2

- Kolam Renang Rp, 25.000/m2

- Pemasangan Pengisian Bahan Rp. 5.000.000/m2
- Stastun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
Rp.5.000.000/unit

Tabel.2.1. Prosedur Permohooun IMB

# Diolah kembsali dari “izin Mendirikan Bangunan®,
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Sehubungan dengan bangunan atau ruang yang berada di dalam tanah,
IMB yang dimiliki akan mengikuti bangunan yang berada dipermukaan
tanahinya. Bangunan gedung yang menimbulkan dampak terhadap
lingkungan harus mendapat pertimbangan teknig dart tim ahil bangunan
gedung dan juga pertimbangan publik. Permohonan tersebut disahkan oleh
Bupati/walikote, khusus DRI JAKARTA oich Gubernur setelah memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui.
2.2 POSISI KASUS

Dalam hal praktek hukom @i Indonesia dan hubungannya dengan
kemajuan serta perkembasgan di bidang pertanaban yang ada pada sast imi,
penggunaan tanah yang semakin menyempit, menyebabkan beberapa pusat
perbelanjaan menggunakan ruang di bawab tanah (basement) dibangun dan
dipergunakan sebagai toko-toko. Tempat-tempat terscbut adalah:

I Pasac Tanazh Abang;

2. Glodok City; dan

3. Pasar Pagi Mangga Dua,

Kenga terapat tersebut akan penulis bahas lebih lanjut, yaitu:

2.2.1  Pasar Tanah Abang

Sekitar 300 (tiga ratus) tahun yang lalu pemerintah Kolonial
Belanda membangun Pasar Tanah Abang (PTA) di sebuah kawasan yang
diberi nama Weltevreden yang berarti benar-benar pﬁas, Sejak saat itu,
PTA menjadi magnet bisnis vang besar di Jakarta. Bahkan, dalam
perkembangannyva PTA menjadi pusat geosir tekstil terbesar di Indonesia
dan Asia Tenggara. Para saudagar dan pembeli dari mancanegara pun
banyak yang berdatangan ke pasar ini. Para pedagang itu antara lain dari
Arab, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan negara-negara lain,
Namun, setelah terjadi kebakaran pada tahun 2002 para pembeli dari
mancanegara itu banyak lani ke negara lain. Salah satu negara yang

menjadi twjuannya adalah Cina, Kini, setelah PTA direnovasi menjadi
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sebuah pusal perbelamaan modern, ada semscam keilnginan untuk
mengundang kembali para pembeli dari manca negara tersebut,

PD. Pasar Jaya vang berkantor pusat di Jl. Pramuka Lt 1V,
Jakarta Pusai, dan berkerja sama dengan PT Priamanaya Djan
Internasional menjadi pengembang untuk PTA. Pada PTA, toko-toko
vang berada di basement terdapat di Blok A memeng mengalamst
perubahan wajsh vang cukup drastis jika dibandingkan dengan kondisi
sebelumnya. Jika semula pasar ini adalah pasar tradisional yang kumuh,
sumpek, panas, dan tidak nyaman, kini Blok A menjadi sebuah bangunan
megah yang berkonsep modern. Fasilitas dan prasarana vang ada di
dalamnva tidak kalah dengan pusat perbelanizan maupun pusat
perdagangan (frade center) modern. Di bangunan seluas 151.202 m?
{seratus lima puluh satu nibe dua ratus dua meter persegi) ini terdapat 149
(seratus empat puluh sembiian) unit eskalator, 4 {empat) unit passenger
lift (capsule), dan 4 {(empat) unit passenger Lift biass. Di gedung 18
{delapan belas) lantai ini juga tersedia § {defapan) unit 1ift barang dengan
kapasitas 1.000 {(seribu) dan 2.000 (dua ribu) kilogram, AC sentral, tiap
kios memiliki 1 (satu) saluran telepon, serta sejumlab fasiltas latniya Soal
parkir tidak lagi menjaui kendala, karera Jahan parkir yang tersedia
mampu menampung 2.000 {dua ribu) mobil.

Pasar Biok A sebagal pusat grosir teksti dan garmen. Pasar Blok
A terdiri dari 12 (dua belas} lantai pertokoan, 5 (lima} lantai parkir, dan 1
{satu) lantai food court. Selain pedagang lokel Jakarta {Belawi), para
pedagang di Pasar Blok A juga berasal darl beragam etnds. Pemilik kiog di
block A pada umumnya memiliki kios di Blok yang lain, yang diatas
namekan isteri atau anaknya. Dengan demikian, terdapat toko-toko yang
sama dengan pernilik toko yang sama pada setiap lantai. Jika di lantai atas
ferdapat toko A maka dapat ditemu ko A di lantal dasar ataupun
basement,

Toke-cks di Basement PTA terdiri dari Basement | (Bl} dan
Basement 2 (B2), yang pemilik toke-nya dibertkan Hak Pakai selama 20
{dua puluh) tahun. Masing-masing toko di berikan tanda kepemilikan
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berupa Sertifikat yang didapatkan sctelah mengajukan Surat Pesanan serta
menandatangani  Petjanjian  Peraakaian  Tempat usaha (PPTL)®
Perjaniian tersehut dilaksanakan oleh Developer dan PembeliPemilik
kios dibadapan Notars. Sertifikat vang diberikan kepada pemilik toke
yang terdapat dilaniai atas ataupun di basement sama bentuk das
formatnya hanya letaknya vang berbeda, berupa Sertifikat Hak Pemakaian
Tempat Usaha (SHPTU)). Beberaps hal-hal yang dicantumkan dalam

sertifikat tersebut sebagai isi meliputi:

i. Identitas tempat usaba;

2. Sarana atau Fasilitas Pasar dan Tempat Usaha;

3. Catatan Mutasi Pengalihan Hak Pemakaian Tempat Usaha;
4. Catatan Perubahan;

5. Petikan Peraturan Daerah DRI Jakarta; dan

6. Gambar Denah.

Selain sertifikat tersebut diberikan juga Surat [jin Pemakaian Tempat
Usaha (BIPTU) kepada pemilik kios.

Tanda bukti kepemilikan atas kios tersebut merupakan sertifikal
yang dikeluarkan oleh Direksi Perusahan Daerah Pasar Jaya sedangkan
sertifikat atas pemilikan bangunan (sertipikat induk) berupa Hak Pakai
dipegang oleh Developer. Hal tersebut dikarenakan yang dipejualbeliikan
oleh Developer adalah kiosfruangan-nya tanpa tangh. Kepemilikan afas
kios tersebut diberikan jangka waktu 20 {dua pulub) tzhun, dan dapat
diperpanjang sesuat dengan Pasal 3 PPTL). Selain itu, kios tersebut dapat
dialihkan atau disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan dari pihak
pengembangnya. Berdasackan basil wawancara dengan staff kantor
pemasaran di PD Pasar Jaya bagian Blok A, toko-toko yang berada di Bi
dan B2 kurang lebih berjunmiah 500 (lima rates) tempat.

% informasi ini di dapat dari wawancara dengan Kepala Kantor Pemasaran Pasar Tanah
Abanp Blok A yaitu Maurin pada pada tanggal 16 April 2009,
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Berikut adalah beberapa toko yang bertempat di basement yang
dapat dilihat dalam Tabel:

Tabeb 2,2, Kiss-kios di Pasar Tanalr Abang lantai Basemen |

BASEMENT 1
1. Batik Sutra 33, Daniel
- 2. Bintang Terang 34, Cemerlang

3. Abang Adek 35. DR
4. Sumber Jaya 2 36. Exoritex
5. JayaTex 37. Raony
6. Pandawa 38. Svaringan
7. Sahabat Jaya 39. Kita
8. 3 Bersaudara 40, Rainbow
9. [iishi Gordyn 41. Anyar
1. PT. Bintang Gemilang 42. Mina

{tama 43, Ancka
i1. Terang Jaya 44, Fauzan
12. Ra Collection 45. Iedha
13, Sumber Makmur 46. Febry
14,  Toke Matahari 47. Sinamar
15, Putri Bungsu 48. Talenta
15, Rindang Jaya 49. Shereen
17, Toko Maju 50, Emm
18, Catra Textlle 51. My Baby
19, Cahaya Intan Pendawa 52. Kumiah
20, WD Mardatex 53, Asintextil
21, Erawan Jaya 54. Atikah
22, PD Sarang Harger 55. 7 Bersaudara
23, 7 Bersaudara 56. Nabila
24, Winki 37.  Tanah Mera
25, TK Mentari 58. UD Aninda
26. Keneana Baru 59. Tunas Jaya
27. Kencana Baru 60. Gunung Sago
28,  Alfazzar 61. La Konti
29.  Sinar Abadi 62. 88
30, Subur Jaya 63. Istana Gordyn
31, Sinar Sufra
32. PT Agung Jaya Sahabat

Sejati
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Tabel2.3. Kios-kios di Pasar Tansh Abang laniai Basement 2

BASEMENT 2
1. Azizah 206,  Jaka Hong
2. Rama 21, YB Collection
3. Dastex 22,  Makmur Jaya
4. Anisa Jaya 23, Utamextil
5. Chantique 24, Dannis
6. Stantex 23..  Buditex
7. House of Baby 26,  Edelweis
8. Tifa 27. Sumber Cahaya 1
9. Rifa 28. Jorni Tex
16.  Batavia Jaya 29, Pesona Textil
138 Vanesa Mandini 30. Kohinoor
12, Putri Gumarang 3i.  SumberReicks
13, Krishna 32. Sumber Jaya Baru
14.  Rizky/Nahda 33. Bintang
15, DePlaza 34, RifZeky Text
16, Abadi Jays 35,  Ai'Shah
17.  Ivita Bordir 36. 5 saudara
18. Jakarta 37, WD Sulaiman
19, Mumbai 38. B'Tar

222 Glodok City

Pedagang-pedagang vang berjualan di Pasar Glodok City pada
awalnya berdagang dengan menggelar lapak di pedestnian, emperan ko,
maupun trotoar serta badan jalan, Pengembang Pasar Glodok City yaitu
PD. Pasar Jaya, dalam hal ini merupakan pengembang yang sama dengan
Pasar Tanah Abang, melakukan perubahan dengan memindahkan
pedagang tersebut kedalamn gedung dengan menambah basement menjadi
tempat perdagangan selain lantai atgs, Pedagang tampak lebih nyaman
jualan di lantal basement di gedung pasar vang megah, dibandingkan
sebelumnya. Pedagang vang sudah menempati di Pasar Glodok sebanyak
152 (seratus lima puluh dua) orang dani 563 {Iima ratus enam puluh tiga)
yvang mendaftar. Memang tidsk semuanya pedagang eks-Pancoran,
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Pinangsia, dan Pelak sembilan yang mau menempati lokasi pengpanti
vang terscbar di 5 (lima) pasar milik PD) Pasar Jaya. Namun scbagian
besar dari mereka, termasuk yang beérusaha menggelar lapak di lokasi
lama, sudah mendaftar untuk mendapatkan lapak pengganti,

Berdasarkan data di Walikota Jakarta Barat pedagang yang sudah
mendaftarkan diri ke lokasi baru, tercatat 563 (fima ratus enam puluh tiga)
orang di Pasar Glodek, 124 (seratus dua puluh empat) pedagang di Pasar
Mira Jembatan Lima, 45 {empat puluh lima) pedagang di Pasar Petojo
thir, dan 65 (enam puluh lima) di Pasar Phuit. Selama & (enam) bulan ke
depan mereka menempati lokasi pengganti secara gratis, kecuali di Pasar
Glodok dikenakan 20% {dua puluh persen) dari biaya operasional karena
dilengkapi AC {dir Conditiorer) dan fistrik. Menurut sgjumiah pedagang,
penertiban Kak: hima di lokast sctempat, yang dapat dikatakan sukses,
seharusnya dapat mengikut: penertiban lain entuk menciptakan kawasan
Glodok yang terfata, aman dan nyaman,

PD. Pasar Jaya' mengelola 151 {seratus lima puluh satu) pasar
vang tersebar & selurvh  wilayah DKI Jakarta. Dalam  struktur
Kepeoumpinannya, PD. Pasar Jaya dipimpin oleh 4 {(empat) orang Direktur
vang terdiri atas Direkuar Utama, Direktur Administrasi, Direktur Operasi
dan Ducktur Perencanaan dan Hukum vang masiog-masing bertanggung
jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengawas
PI3. Pasar Jaya. Dalam merjalankan tugasnya sehari-hari dibantu cleh
Kepala Satuan Pengawssan Intern, 7 (ujgh) Manager Divisi dan 19
{sembilan belas) Manager Arcasertal (satu) Straregic Business Unir
(SBU} yakni Unit Usaha Perparkiran.

Terhadap para pedagang yang berada di Basement Pasar Glodok
City, diberikan Hak Pakai yang dapat diperpanjang setelah 20 (dua puluh)
tahun atas kios yang dijual. Pedanjian yang diberikan juga berupa akta di

* Total nilai asset perusahaan lebih dari Rp. 3.000,000.000,- (tiga triliun Rupiak). Pasar
pasar yang dikelola banyak berickssi di tempat yang sivategis antara lain Pasar Tanah Abang,
Fasar Senen, Pasar Jatinegara, Pasar Burung, Pasar Pranuike, Pasar Induk Ksamat Jab, Pasar Pagy,
Pasar Blak M, Pasar Cipulir, Pasar Mayestik dan puluban pasar mitik PD. Pasar Jaya lainnya,
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bawah tangan berupa Perjsnjian Pengikatan Jual Beli dengan Notaris
bukan beropa Akta Jual Beli. Yaitu Perianjian Pemakaian Tempat Usaha
{(PPTU) yang diberikan oleh developer kepada pemilik kios dengan sebuah
Sertifikat yang dikeluarkan oleh pengembang berupa Sertifikat Hak
Pemakaian Tempat Usaha (PHPTU) bersamaan dengan Surat [jin
Pemakaian Tempat Usaha (SiPTU) Dimana sertipikat induk atas
bangunan gedung berada ditangan developer bersamaan dengan IMB-nya.
Pemilik Kkios dapst mengalihkan kepada pihak lain dalam hal imi
disewszkan dengan ijin langsung dari pihak developer .

Berikut adalah beberapa toko-toko yang ada di Pasar Glodok City lanis

basement:

Takel.2.4. Kios-Kkios di Pasar Glodok City lantai Basement

1. Aneka Karya 13. Pado Koro

2. Atung Sari Baru 14, Sumber Gizi

3. Anpen (manisan} 15. Sumber Alam (sewa)
4. Berkah 16. Shadam. R

5. Ika Diava 17. Surya Mas

6. Fajar Lestari 18. Sumber battery
7. Fortuna 19. 8ang Leong

8. Glodok Diamond : 20, Toko Kawi

8, Gunung Kawi 21, Toko Lezat

10. Gunung Mas 22. Toko Ikan Asin
11. Halindo 23.48

12. Laksana

1.2.3  Pasar Pagi Mangga Dua

Pusat perbelaniaan int letaknya di Jakarta Utara, (epatnyz Jalan
Mangga Dua Rayae, 14430, Salah satu pusat grosir terbesar yang
mengungguikan barang-barang dagangan berupsa fashion, souvenir dan
stationaries vang ada di Jakarta ini memiliki toko-toko yang letaknya di
lantal atas dan juga di basement gedung. Pengcmb'ang dani Pasar Pagi
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Mangga Dua (PPMD) adalah PT Praja Puri Indah Real Estaie (PPIRE)
yang kantor pemasarannya terletak di lantai 7 blok D gedung terscbut.

Keberadaan PPMD sangat berdekatan dengan salgh sate pusat
perbelanjaan lain yaitu ITC Mangga Dua, schingga untuk itu pada tanpgal
8 Qktober 1999, PT PPIRE, Robin, Adhi Hermanto (perwakilan dari
Perhimpunan Pengbuni ITC (Mangga Dua) dan PT Duta Pertiwi Thk
menandatangani  perjanjian  kerjasama untuk membangun jembatan
penyeberangan orang beserta fasilitas pertokoan vang menghubungkan
gedung Pasar Pagi Mangga Dua dan gedung 1TC Mangga Dua. Hal
tersebut  dilakukan untuk  mempermadah  komgumen yang  datang
mengunjungi kedua tempat tersebut, ™

Semenjak tahun 1988, PPIRE sebagai pengembang PPMD vang
mengurus jual beli kios, entah vang berada di lantai dasar, atas maupun di
basement (ruang bawah tangh). Kios-kios yang berada di PPMD lanta:
basement kurang lebihnya berkisar hampir 200 (dua ratus) kies. Diketahui
bahwa kios-kios tersebut dibeli untuk menjadi hak milik dar pembell,
vaitu dengan diberikannya Hak Sewa untuk di pakai terhadap kios.
Pengalthan terhadap tanah (idak {lerjadi, kavena perjanjian yang ferjadi
antara pejual {developer) dengan pembeli hanyalah berupa jual beli Kios
dan tidak termasuk tanah, Kios yang dibeli oleh pembeli, tidak meliputi
tanah tetapi hanya nuang kios.

* PT Duta Pertiwi Tok (“Perusahiazn” atau “Induk Perusahaan™) didirikan dengan Akta
Na, 237 tanggal 29 Desember 1972 dari Mohamad Said Tadjoedin, 8.8, notaris o1 Jakarta.
Anggaran Dasar Perusahaan orsebut tolah disabkan olch Menteri Kehakiman Repeblik Indonesia
melaiui Surat Keputusan Ne. YA 8/116/20 tanggal 4 Mel 1973 dan ftelah divmaomkan dalam
Berita Negara Ropublik Tndonesiz Ne. 94 Tambahaa No, 1441 tanges! 25 November 1986
Peruszhaan berkedudukan di Jakarta dengarne proyek real estatnya meliputi pusat perbelanjaan 11T
Mangga Dua, Ruke Textil Mangea Dua, Dusit Arkade Belanja Mangpa Dus, Mangga Dua Mali,
Mangsa Dua Court Apantment, Wisma Fka Jiwa, Jembatan Niaga 1, H dan HI, perumahian Taman
e Mas, Mega 1TC Cempaka Mas, Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati, Ruko Roxy Mas, 1TC
Fatmaswati, Harcomas Mangga Dua, Jembatan Harcomas Manggs Dea dan Terowongan Harcomas
Mangga Daa, ITC Roxy Mas dan Apartemen, dan Rogy 1, yang sshwobnyva berlokast di Jakaria
dap pusat perbelaniaan Mangea Dug Center di Surabaya. Eantor pusat Perusshaan beralamat i
Gedung ITC LL §, Jalan Manger Dua Raya, Jakarty, Sesuat dengan pasal 3 Anggaren Dasar, rusig
lingkup kegisian utama Perusabzan meliputt vsaha konstriksi dan pembangunan real estat serta
perdagangan umsm, Perusahsan malsi beroperasi komersial pada tanggal 1 Okeaber 1988 dalam
bidang real estar, schelumnys Perusahaen borgerak dalem bideng kontrakier. Data ferssbur
berdasarikan Laporan Levangan Konsolidast tertanggal 31 Maret 2007 dan 2006 PT Duta Partiwi
Thk,
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Dalam hal ini perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan Akta Jual
Beli (AIB) selayaknya jual beli yang dilakukan melalni PPAT tetapl
hanya dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) dengan
mengpunaksan jasa Notaris yang disebut dengan Perjanjian Jual Beli Kios.
Transaksi dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dikarenskan, antara
pembeli dan developer adalah perjanjian untuk membeli kios sehingga
tanah vang ada tidak menjadi milik pembeli. Dan berdasarkan pada
perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjsnjian yang teriadi
hanyalah sebuah perjanjiian sewa menyewa. Karena tanah tersebut tidak
menjadi milik dari pemilik kios, yang dimiliki hanyalah kios yang harus
diperpanjang kepemilikannya dalam jungka waktu fertentu yaitu 20 {dua
puluh) tahun,

Bukti kepemilikan yang diberikan kepada para pemilik toko
hanyalah sebuah perianjian yang ditandatangani antara kedua belah pibak
{developer-pembeli} yang kemudian dapat dimintakan salinan/fotokopian
sertifikat-nya yang dibuat oleh developer. Fotokopian dan Sestipikat induk
tersebut didapatkan dengan syarat memberikan susat permohonan untuk
mendapatkan sectifikat pemilikan kepada developer. Sertipikat Hak Guna
Bangunan {HGR) dan IMB induk dipegang oleh PPIRE scdangkan para
pemilik toko hanya mendapatkan salinan/fotokopi-an.’ Schingga bukti
kepemilikan berupa sertifikat tidak ada, yang ada hanyalah sebuah
perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selain itu
peganilan tersebut oleh pemibik kios dapat dijadikan jaminan wutang
kepada Bank.

® tnformasi ini di dapat dari wawancara dengan Divisi Legal FT Praja Pari Indah real
Estate yaite Titin Puspawardhani pada pada {anggal 3 Maret 2069,
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Berikut adalah nama-nama toko di PPMD vang berada beriempat

di Basement, yaitu:

Tabel.2.5. Kios-kios di Pasar Pagi Mangga Dua di Jantai basement

Abadi

Berdikari

Biue Sky
Christrmas Fashion
[>oa Bunda

Indah (sepatu}
Infimas (kacamata)
Jesswin

Kurnia (Tuti)

Kiki Suvenir
Ladiesa

Ladosa

Marietta {cd}
Nedisif Shoe

10 P8 N L b 1 S e

Pk ke b
L b e (D

15,
16,
7
I8,
19,
28,
21
22.
23,
24.
25.
28,
27.

Out Dot Chicago Fun
PD. Golden Bell
Salsa

Suraber Jays

Shoes Centre

SS

Trendy House

Toko Bagus Foriuna
Toko Mustika

UD. Salut

Venus

Wisting

Yunani (syal)

Seperti yang penulis telah uraikan sebelumnya, maka toko-toko

{ersebut dalam tabel diberikan Hak Sewa Pakai yang dapat diperpaniang
setelah 29 (dua puluk) tahon jika jangka waktunya telah berakhir,

2.3  ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam penulisan tesis ini, penulis bermaksud melakukan analisa terhadap

ruang bawah tanabh  schubungan dengan hak atas tansh tersebut dengan

menggunakan 2 {dua) hipotesis sebagai kerangka acuan dasar pembahasan,

diantaranya yaitu

1 Analisis Kedudukan Dari Penggunaan Ruang Bawah Tanah
Dalam Sistem Hukum Tanah d¢i Indopesia

2} Analisis Penyelesaian Masalah Keberadaan Ruang Bawah Tanah
Dalam Sistern Hukum Tanah Di Indonesia
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2.3.1 Analisis Kedudukan Dari Penggunaan Ruang Bawah Tanah

Dalam Nigtem Hukam Fanah di Indonesia

Sistem hukum tansh 4 Indonesia berupa Hukum Tanah Nasional
{HTN) mengalur hak-hak penguasaan atas tanah yang disusun berdasarkan
konsepsi Hukum Tanah Adat dan terdini atas satu perangkat peraturan
perundang-undangan yang dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan hukum
adat setempat mengeoai hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam
hukum yang tertulis. Walaupun demildan HTN dalam perkembangan yang
semakin modern terbagi menjadi hukum tanah positif tertulis dan hukum
tanah yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis tertuang dalam peraturan
perundang-undangan, sedungkan yang tidak tertulis berupa Hukum Adat
dan Hukum Kebissaan Bare yang bukan Hukum Adat. Adapun strukiur
hierarkhi hak atas tanah dalam HTHN vaitu:
1. Hak Bangsa indonesia (Pasal 1 UUPA);
2. Hak Menguasai dari Negara {(Pasal 2 UUPA};
3. Hak' Ulayal muasvargkat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannys masih ada (Pasal 3 UUPA),
4, Hak-hak Individual:
a. Hak-hak atas tanah (Pasal 4 UUPA), terdiri dari
1. Primer, yaitu Hak Milik, HGU, HGB, yang diberikan cleh
Negara, dan Halc Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal
16 UUPAY;
ii. Bekunder, yaitu HGB dan Hak Pakai, vang diberikan oleh
pemilik tanah, Hak Gadal, Hak Usaba Bagi Hasil, Hak
Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, 41 dan
33 UUPAL
b. Wakaf (Pasal 49 UUPA): Y

* Budi Harsono, op.cit, hal.267.
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Tanah merupakan modal dasar pembangunan, serta faktor penting
dalam kehidupan masyarakat yang umumnya menggantungkan
kehidupannya pada tanah. Tanah memiliki hubungan vang bersifat abadi
dengan Negara dan rakyal. Pasal 4 avat | UUPA disebut hak atas
permukaan tanah sedangkan dalam Pasal 4 ayat 2 itu tentang penggunaan,
tanah dalam arti ruang, dimana pemegang haknya dalam menggunakan
atay memakai bidang tansh terfentu berwenang pula menggunakan
sehagian tubuh bumi dibawah tanah dan ruang diatas tanah, sepanjang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanahnya, Dalam tubuh bumi
dibawah permukaan bumi/tanah dan dibawah alr dimana terdapat
kekavaan alam yang berupa bahan-bahan galian,

Hak atas tanah dalam hukum tanah adalah hak yang memberi
wewenang untuk memakai tanah yang diberikan kepada orang dan badan
hukum. Datam Hukum Tanah Nasional, hak atas tanah terdiri dari hak atas
tanah yang primer dan yang sckunder. Memakai tanah dalam hal ini
didasari cleh kebutuhan, maka kebutuhan yang dimaksud zdalah sebagsi
berikut:

a) Unfuk diusahakan, misa%ziya usaha pertanian, perkebunan,
perikanan (tambak), atau peternakan.

b} Untuk tempat membangun sesuatu {wadah), misalnys untuk
mendirikan  bangunan, perumaban, rumab  susun  {gedung
bangunan bertingkat}, hotel, proyek pariwisata, pabrik, pelabuhan,
dan lain-lainnya

Mengikut: perkembangan masyarakat maka tidak dapat dipungkici bahwa
kebutuhan akan tenzh dari waktu ke waktu meningkat. Hal tersebut dapat
dilibat dalam kehidupan pembangunan saat ini yang telah penulis uraikan
pada bab sebelum-nya mengenai beberapa bangunan vang telah
menggunakan ruang bawab tansh, dimana sebelumnya bangunan
pertokoan yang mempunyai ruang bawah tanzh digunakan banya untuk
ighan parkir, kini digunakan sebagai kios-kios.

% Sunaryo Basuki, loe cit., hal 17.
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Berdasarkan pada kenyataan yang demikian sehingga kecanggihan
pola berpikir manusia dalam penataan tanah itu sendiri tidak dapat
dibendung. Pengaruhnya besar terhadap kedudukan hak atas tanah dalam
HTN di Indonesia. Bagaimanapun juga keberadaan pembangunan toko di
dalam ruang bawegh tanah tersebut adalah sebush proses yang dapat
mempermudah aktivitas dan produktivitas dari atau dalam penyelesaian
masalah masyarakat yang kekvrangan ruang. Keberadaan kios-kios yang
dibangun di ruang bawah tanah harus diperhatikan mengenal batas-batas
kewenangan dari kepemilikan tanahnya agar tidak merugikan pihak lain
seperti yang divraikan dalam Pasal 4 ayat 2 UUPA. Secara singkat, pasal
tersebut menguraikan bahwa hak-hek atas tansh yang diberikan kepada
pemitik tznah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah (tubuh
bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya) sesuat dengan keperlvannya
yang dibatast oleh peraturan. Pada dasarnya, masalal: tata ruang di bawah
tanah merupakan kewesnangan sepenuhnya pemegang hak atas fansh
dimana ruang bawah tanah ity berada.

Peraturan HTN di Indonesia belum mengatur mengenai
penggunaan ruang bawah tamah. Lebith lanjut, dapat diteliti bahwa
kedudukan penggunaan ruang bawazh fanah dalam prakteknya dilihat
dalamn prosedwr hukum vang tegjadi secara nyata anfara pengembang
{developer) dan pomilik kios. Mengacu pada kasus-kesus yang telah
penulis uraikan sebelumnya pada sub-bab diatas, maka keberadaan ruang
bawzh tanah dalam bidang perfanahan di Indonesia tegjadi dengan
ketentuan-ketentuan yang harus dipenvhi oleh pihak pengembang dan

pemilik kios sebagai berikut:

A Bentuk Perjanjian Ruang Bawah Tanah

Dalam proses pemilikan kios, dilakukan sebuah kesepakatan yang
akhimya fertuang dalam scbuah perjanjian antara pibak developer dan
pembeli (pemilik kios}. Dalam kasus yang penulis telifi, perjanjlan yang
dfiakukan antara para pibak (pembeli dan developer} yaitu berupa Akta
bawah Tangan, yang di waarmerking/dilegalisit oleh Notaris. Hal tersebut
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dikarenakan, perjanjian tersebut tidak menyertakan obyek perjanjian
berupa tanah dalam transaksi jual beli*® melainkan hanya sebuah
kios/ruangan.

Masih berada dalam konteks perjanjian tersebut, diketahul bahwa
pihiak developer hanyalah membuat Perjanjian Sewa Menyewa atau lebih
dikenal dengan Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha (PPTU). Perjanjian
sewa menyewa ruangan pertokoan ini dalam KUHPerdata termasuk dalam
pengertian  mengenai  sewa penyewa dengan  asas  kebebasan
berkontrak™nya, setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat
peranjian yang  berbeda<beda isi dan macamnya  asalkan  tidak
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian sewa
menyewa ruang pertokoan ini adalah sah dan mengikat para pihak seperti
halnys undang-undang bagi vang membuatnya.

Uleh sebab itu, asas lex specialis derpgar legi generali dapat
berlaku, sehingga apabila para pibak tidak mengatumya secara fegas di
dalam perjanjian sewa meyewa ruang pertokoan tersebut, maka yang
berlaku ialah ketentuan mengenai hukum perjaniian sewa menyewa yang
terdapat dalam KUHPerdata. Namun demikian, ada keanehan dslam
kegunaan PPTU Jdimana perjanjian tersebut dapat dijadikem jaminan
hutang™ ke Bank.®

% Perianjian jual beli (mengenal tanah) adalah suatu perjanfian dengan mana pihak yang

satu mongikatkan divinya untuk menjuat tanab tententu kepada pihak lainnys dengan harga tertentu
kepada pihak lainnya dengan harga tertentum dan pibak lain ity reeegikatkan did sntele membeli
tanah tersebut.

7 Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berfako

sebagal undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suate petjanjian tidak dapat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pibak, atac karena alasan-alasan yang ofeh vadang-
undang dinystakan eukup untuk itn. Suatu perjsnjian dilaksanakan dengayn itikad baik™.

® M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjion, (Bandung: Alumni, 19%6), hal.220,

4% Informasi ini di dapat darl wawancars dengan Divisi Legal PT Praja Purd fixiah real

Belate yaitu THin Puspawardhani pada pada tanggal 3 Maret 2009,
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B. Jangka Wakta Pemilikan

Seluruh  perjanitan  skan menwmat klausa-klausa yang harus
disepakati/disetujui oleh para pihak yang ferkait didalamnya. Dari
perjanitan yang dibuat, maka salab satu ketentuan yang harus distur
adaleh mengenai jangka waktu sewa vang diberikan. Dilihat dari sisi
peraturan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 1570 KUHPerdata
berbunyi: “Jika perjanjian sewa menyewa dibuat dengan tulisan, maka
sewa menyewa ity berakhir demi hukum apabila waktu yang ditentukan
telah lampauy, tanpa diperiukan adanya suatu pemberitahuan untuk itg”

Berkaitan dengan pasal dalam KUHPerdata fersebu, maka
Perjanjian Sewa Menyewa antara pihak pengembang dengan pemilik kios
dischutkan dalam peranjiannya jangks wakiu yang ditentukan dalam
Pasal 3 avat 1 PPTU, menyebutkan bahwa Para Pihak (Pihak Developer
dan Pemilk Kios) menyeiuiui mengenai jangka waktu pemakaian tempat
usaha yang diberikan adalah selama 20 {(duz puluh) tzhun. Kemudian
jangka waktu pemakatan tempat usaha tersebut juga mengatur mengenai
perpanjangan sewa vang diatur dalam Pasal 3 avat 1 PPTUL Selain
daripada #tu, perpanjangan jengka wakiy sewa harus dilekukan dengan
memberitahukan kepada pihak developer 1 (saiu) talun sebelum jangka
walau berakhir dengan sebuah permohonan tertulis.

C. Jenis hak

Obyek perjanjian dalam ha! ini adalah ruang pertokean.
Berpatokau pada perjanjian yang dilaksanakan oieh pihak developer dan
pemilik kios, maka dapatlah disimpulkan bahwa hak vang digunakan
adalah Hak Sewa untuk dipakai. Hal tersebut dikarenakan, oleh
kepemilikan terhadap kios/ruang tanpa tanah, jenis perjanjian, dan jangka
waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian.

D. Buk#i Kepemilikan
Tanda bukti yang didapatkan oleh pemilik kios hanya-lah sebuah
peraniian dibawah tangan (PPTU)} dan sebuah sertifikat yang dikeluarkan
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oleh pihak developer atau diberikan berupa fotocopl sertiptkat mduk.
Sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak developer i ada sdalah Sertifikat
Hak Pemakatan Tempat Usaha (PHPTU) bersamaan dengan Surat liin
Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). Sementara itu, serfipikat induk atau
asli dipegang oleh pihak developer beserta dengan IMBnya,

Bestitik tolak pads pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka
dapat dianalisis bahwa selama ini kedudukan dari penggunean ruang
bawah tanah dalarm bidang pertanahan di Indonesia, masih berada dalam
konieks Hak Sews, seperti yang diatur dalamm Kitab Undang-undang

Hukum Perdata (KUHPerdaia). Sebab warga negam atan masyarakaf tidak

diperkenankan untuk dapat menguasai atan memiliki ruang di bawah tanah

tersehut. Disehutkan datam Pasal 571 KUHPerdata, bahwa:

i. Hak Milik atas sebidang tansh mengandung di  dalamnya,
kepemifikan ztas segale apa vang ada di alasnya dan di dalam
tanah.

2. Di atas tanah bolehlah si pemilik mengusahakan sepala tanaman
dan mendirdkan setiap bangunan yang disukai dengan tidak
mengurangt beberapa pengecualian tersebut dalam bab keempat
dan bab keenams buku ini.

3. D bawah ird bolehiah i membuat dan menggall sesuka bati dan
memiliki segala hasil yang diperoleh karena penggalian itu,
dengan tidak mengurangi perubahan-perubalian yang Kiranya
harus  diadakan berhubungar dengan perundang-undangan,
peraturan pemenintah tentang pertambangan, pengambilan bara,
sampah terpendam dan sebagainya.

Pada dasarnya, Hak Sewa yang dimaksud dalam rovang bawsh
lanah tersebut mengacu pada KUHPerdata. Hak terscbut ada karena
sebuah perjanjian. Ketidakjelasan jenis hak yang dimilild oleh pemilik
kios fuga terjadi berdagarkan pada perbedaan pendapat antara pemilik kog
dengan pihak developer. Di satu sisi, pihak developer mengatakan bahwa
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hak yang diberikan kepada pemilik toko hanya-lah Hak Sewa (tempat
usaha} sedangkan menmurut pemilik kios telah diberikan Hak Pakai atas
kios tersebut.

Dalam UUPA, Hak Pakai itu pengaturannya dapat ditemui dalam 4
(empaty pasal vailu Pasal 16, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. vang
menyatakan bahwa hak pakai merupakan hak untuk menggunakan
dan/atau memungut hasil dari tanah vang dikuasai langsung oleh Negara
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewsjiban yang
ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjaniian dengan
pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sews menyewa afau penjaniian
pengolahan tanzh. Belum ada ketentuan yang memungkinkan hak pakat
dijadikan sebagai obyek hipotik. Dikeluarkannya PP nomor 40 tahun 1996
teatang HGU, HGE dan Hak Pakai Atas Tansh, yang mewajibkan semua
hak pakal didaftarkan pada buku tanah kantor perfanshan, ini semakin
meinbuka peluang untuk digunakannya hak pakai sebagai jaminan kredit.
Denpan dikeluarkannya Secara ofomatis obyek hak tanggongan tidak lagi
dibedakan atas hak pakai dari tanah peruenntah, hak pengelolaan maupun
hak milik yang penting hak pakai {ersebut didafiar maka dspat digunakan
sebagai jaminan kredit,

Penjelasan mengenal kegunaan Hak Pakai dapaf dijadikan jaminan
hutang, semakin mermpersulit keberadaan dari hak yang dimiliki oleh
pemilik kios. Sebagai, sebuah perjanjian yang masuk kedalam lingkup Hak
Sewa yang pada dasarnya tidak dapat dijadikan jaminan hutang, tentunya
bertolak belakang dengan PPTU dalam kasus penulis dimana PPTU
tersebut dapat dijadikan jaminan hutang. Faktor perbedaan pemikiran ini
yang menjadi salah satu akibat dari kurang jelas-nya keberadaan kios yang
dibangun di dalam ruang bawah tanah, Pada dasamya manusia itu bersifat
ingin didahului  kepentingannya. Manusia  semantiasa  berusaha
memperbesar serta mengedepankan kepentingan-kepentingannya, dengan

pada uvmumnya merugikan kepentingan sesama manusia lainnya. Masing-
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masing selamanya berusaha, supaya kebutuhan-kebutuhannya dapat
dipenuhi sebanyak-banyaknya.*®

Kedudokan penggunaan ruang bawah tanah dalam Hak Atas Tanah
di Indonesia masih abstrak karena ketidakjelasan pengamran. Lebih lanjut,
jika dilihat dari kasus yang penulis teliti maka keberadaan penggunaan
ruang bawah tanah yaitu berada diantara Hak Sewa dan Hak Pakai yang
merupakan hak derivatif dalam sistem HTN. Kedua hak atas tanah tersebut
menjadi tameng atau sarana yang digunakan bagi keberadaan ruang &3
bawah tanah yang memang belum ada kejelasan status hakaya dalam
finkum pertanahan di Indonesia.

2.3.2 Analisis Penyelesaian Masalah Keberadaan Ruang Bawsh

Tanah Dalam Sistem Hukum Tanah di Indonesia

Kenyataan bahwa perkembangan dalam masyarakat selalu lebih
cepat dari perkembangan aturan perundang-undangan adanya kondisi yang
tidak dapat dihindarkan. Hal ini seringkali menyebabkan aturen
perundang-undangan  dibuat  semata-mata karena  adanya  suste
pepyimpangan zzézma dalam pandangan masyarakal (Jow made by
disorder}. Padahal seharusnya perundang-undangsn dibuat  sebagai
panduan  bersitkap  tindak masyarskat sehingga  magyarakat dapat
menentikan mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang
{iaw made as on order). Permasalahan ini sebenarnya telah menjadi suatu
realita hukum sejak puluhan tehun yang lalu bahkan Roscoe Pound
mengakui baliwa “Law must be stable and yet it cannot stand stitP™* yang
pada infinya hukum harus tetap berada dalam strata-strata™ yang stabil
tatapi juga harus tetap dinamis dan mengikuti perkembangan jaman,

% Simon Pewus Tiahjadl, Perualangan Iuelektnal Konfromast Dengan Para Filssf Dori
Zeaman Yunani Hingga Zaman Medern, {Yogyakarta : Kanisius, 20043, hal 15,

¥ Roscoe Pound, Tugas Hitkum, {Jakarta: Bhratara, 1955), hal.35.
52 Swaia adalsh lapisan; stratum; tingkat masyseakat, Departemen Pendidikan dan
kebadayaan, op.cif., hal 864,

Universitas lndonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



60

Perkembangan dalam masyarakal memang menjadi titik tolak dari
keberadaan suatu persturan. Hukum yang stabil akan dapat menjadi
vkuran yang pasti pada masyarakat akan perbuatan mana yang boleh dan
ticdak. Namun demikian hukum yang berjalan ditempat seperti itu dalam
kenyataannya akan menjadi hukum yang usang yang tertinggal javh oleh
kemajuan masyarakat, Diperlukan suato hukum yang stabil dan fleksibel
hingpa mampu meogikuti perkembangan tersebut. Bilamana kita meneliti
struktur hukum pertanahan dimaksud pasti dislami banyak kesulitan
mengingat masih rancu nya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang
pertanahan ini.

UUPA sebagai suatu ketentuan pokok hanya memuat dasar-dasar
tentang hukum pertanaban di negara kita, atae seperti yang dikatakan di
dalam penjelasan umum hanya memuat azas-azas serta soal dalam garis
besarnya saja. Penjabaran lebih lanjut daripada ketentuan tersebut akan
distur dalam berbagal undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
menteri, dan peraturan-peraturan fainnya. Sebagal akibat dari pada teknik
perungdang-undangan vang dipakar oleh pembuat UUPA tersebut telab
dikeluarkan ratusan peraturan pelaksapsan yang kurang mencerminkan
suatu sistimatika kebulatan dan malah ada yang bersifat koniradiksi antara
vang satu dengan yang lain.

Untuk dapat memperielas unsur ketidak jelasan tersebut dapat
dilihat kondisinya berbeda dengan ketentuan Pasal 1320 Kiab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdats) atau BW (Burgerlifk Wethoek),
Adanya kejelasan terbadap setiap pihek yang berkehendak membuat
perjanjian, dengan berpegangan kepada ketentuan Pasal 1320 BW, maka
analogi® tersebut memberikan suatu pandangan bahwa dalam setiap

% Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, disingkat B.W {Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata) duiam Buku ke-empat dan Reglemen Catalan Sipil memuat pula peraturan perabizan-
peraturan huluse acara perdatz, Lebih lanjut baca buke Remowuflan Sutantio, Hidum Acara
Perdmto dalam Teori dan Prakiek, {Bandung 1 CV Mandar Maju, 1997}, hat5

* Analogi adalah kesamaan. Analogi dan & conirario sebagai metode penerapan undang-

undang sesungguhnya adalah sama sebegit jauh kedua metode it berkisar sekitar pengambilan

{betedeneering) semata-mata. Perbedaan  Hdaklah terletak dalam  metode  vang

ditetapkannya, melainkan dalam penifaian hulum vang merupakan bagian dari mstode Ho. Dalam
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tindakan vang bersentuban dengan aspek hukum memerlukan suvatu
peraturan atau ketentuan yang sah, yaitu kepastian hukom. Hal terscbut
untuk mencegah terjadinya misjudge dan misfead dalam menjalankan
sesuatu tindakan yang berhubungan dengan segi hukum.

Sebagai dasar analogi perbandingan peraturan dalam literatur
Hukum Perdata sesuai Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:>

1. Perizinan vang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

3 Suata hal tertentu yeng diperfjanjikan; dan

4. Suatu sebab {ecorzeak) yang halal, artinya tidak terlarang,

Syarat pertama, menjelaskan bahwa dalam  suatu perjaniian  tidek
diperbolehkan adanya paksaan {dwang)®, kekhilafan (dwaling)™ atau
penipuan {bedrog)®, Kemudian syarat kedua, kedua beleh pihak harus
cukup. cakap hukuam untuk bertindak sendiri dimans yang merupakan
orang-orang yang dianggap tidak cakap hukum yaitu:”

hal penilaian bukum merberi alasan untuk menerspkan wndong-undang pada peristiva i
berdasarkan kesamsannys dan kedat perbedaannya dengan tipe peristiwe, yaeka terjadileh sustu
penerapart berdasarkan analogi, Jike sementara it penilaian hukum membesikan alasan untul
tidak mensrapkan undang-undang pada pesfstiwa tersebut bordasarkan perbedeannys dan kedati
kesamaarya denpan tipe peristiwes, raaka terjudilah suste penerapan ¢ contrarip, R.Subekil dan
Titrosvedibio, Kmmas Hukon | (Iskarta - PT | Pradnya Paramita, 2008), hald

3 Subekti, Pokok-Pokak Hukurm Perdeta, (Yakarta: PT Intermassa, 2001), hal 134

* Paksaan terjadi, jika sescorang memberiken persetujuatnya kareos i takut pada suamm
ancaman, Misainya i dianidva ateu akan dibuka rabesiznya jike iz tdak eenyetujui suate
perianjian. Yang diancambkamys harus mengesal suaty perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang, fikalay yang disocam Hu suatu perbuaian yang memang diizinkan oleh undang-wsdang,
misalnya ancaman akan menpgagat vany bersangkutan & depan hakim dengan penyitaan berang,
it tidak dapat dikatakan suatu paksasn,

** Kekhilafan dapat terjedi, mengenal orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan
pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenal orsung, terjadi misalnya jika
seorang, direkiur opera membuat komrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanmy! yang
tersobor, tetapi kemudian ternyata bukan erang vang dimaksud. Hanya namanys yang kebeiudan
Sama.

*' Penipuan terjadi, apsbila satu pihuk dengan sengaja memberikan keterangan-
keteranigan vang tidek benar disertai dengan kelicikan-kelciakan, sehingga pihak lain terbujuk
karenanya uatuk memberikan perizinan,

¥ pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukom Berdata (RW).
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i, Qrang di bawah umur,
2. Crang di bawah pengawasan (curatele);

Perempuan yang telah kawin,

Selain itu, yang diperjanjikan dalam suatu perjaniian, haruslah
sesuatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ketiga,
ini diperlukan untuk menetapkan kewaiiban si berhutang, jika terjadi
perselisihan. Disamping syarat fersebut, syarat selanjutnya yaitu suatu
perjanjian harus ada suatu oorzaak {cousal berarti sebab yaitu apa yang
dikehendaki olelt kedua belah pihak dengan mengadakan perjanjian itu.®
Penjelasan syarat-syarat yang menjadikan sahnys suatu perjanjian jelas
membenkan pandangan fersendiri bahwa suatu kegiatan atan tindakan
hukum menjadi sah jika terdapat suatu pengaturan yang jelas dan tidak
simpang siur serta tidak ada debarerable™.

Penjelasan syarat-syarat yang menjadikan sahnya suatu perjanjian
jelas memberikan pandangan fersendii bahwa suate kegiafan atau
tindakan hukus menjadi sah jika terdapat suatu pengaturan yang jelas dan
tidak simpang siur serfa tidak ada debaterable, X sisl lain, adanya

;;;resede&:is2

tetapi tidak ada hukem yang mengatur membuka adanya
interpretasi  pengertian  penggunaan yuang bawah tanah dard pihak
Pemerintah. Intervensi tersebut muncul setelah ada banyak penggunaan
ruang bawah tanah dalam bidang pertanahan. Pada akhimya menjadi suatu
hal yang patut unfuk dipertanyakan kepada pihak pemerintab untuk dapat
bertindak lebih respon terhadap perkembangan pemanfaatan penggunaan

ruang bawah tanah tersebut dun diharapkan paca wakil rakyat tersebut

® Misalnya dalam suate perfanitan jual belj @ sae pihak akar menerima sejurmish vang
tunai dan pihak lain skan menerima bungs (rente). Causa iu merupakan isi perianjian ity sendiri.

& Debatable adsish dapat dibantah, John M.Echols dan Hassan Shadily, Kamus Ingeris
Indonesia. (Jakarta: PT CGiramedia Pusiska Utama, 1983} hal.167

“ preseden adalah hal yany telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contch.
Departesrs Pendidikan dan kebudayaan, Cn.ciz, hal 787,
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itdak menganiungkan masalah i mengingat urgensi® kepastian hukum
vang tidak dapat ditunda,

Latar belakang pemeriniah mengintervensi hal tersebut agar dapat
menyeimbangkan antara kepastian hukem. Untuk mencapai keseimbangan
dan keserasian antara kepastian hukum diperiukan beberapa persyaratan,
di antaranya:™
L. Kaidah-kaidah hukum®™, serta penerapannya sebanyak-banyak

mungkin mendekati citra dan kehendak masyarakat;

2. Peluksana penegak hukum dapat mengemban tugas sesual fujuan
dan keinginan hukung

3. Masyarakat di mana hukumt itu berlaku, taat dan sadar akan
pentingnya hukum bagi keadilan dan  kesejahteraan  serta

menghayati akan keinginan hukum demi keadilan.

Pemikiran-pemikiran diatas diperlukannya kepastian hukum untuk
mempermudah dan memperjelas kedudukan penggunaan rmang bawah
tanah di Indopesin. Meskipun pads kenyataannya perkembangan tanah
berlangsung dengan sangat cepat dan sulit diprediksikan, mamun
nampaknya upsya pengembangan dan penyesuaian prinsip-prinsip hukum
vang sudab ada merupakan salah satu cara yang dapat diterapuh dalam
rangka wituk merespon revolust yang terjadi di bidang perianahan tersebut
di Indonesia.

Kenyataan pada  umumnya bahwa pemerintah  cendecung
membatasi diri untek hanya berspekulasi tentang perangkat-perangkat
hukum apa vang lebih baik untuk digunakan di masa-masa yang akan

% Urzensi adalah keharusan vang mendesak; hal sungat penting. Departemen Pendidikan

dan kebudayaan, op.cir., hal 10

* Soedjono Dirjosiswore, Pengamtar B Hukum, {Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2601), hal. 18

“ Kaidah-kaidah hukum adalab pertimbangan-pertimbangan nilel yakn! pertimbangan-

pertimbangan tentung sesuslu vang Scharusnya Kita lakukan dan fidak kite lakukan dalam
pergaulan dengan sesama manusia — yang menghendaki agar diikosi sebagai otoritet dan dengan
demikian mempuayai sifat perinigh, syrchan dan larangan. Untuk lebih jengkapnya baca bulm L.J
van Apeldoom, Pengantar Hmu Hukem, (Jakarta ; PT. Pradaya Paramita, 2001} hal 429
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datang telah semakin mempersulit diwujudkannya terobosan-terobosan
baru dan penting di bidang hukum pertanzhan. Adapun basic problem
{masalah dasar) dari keberadaan penggunaan ruvang bawah tanah dalam
kehidupan hukum di Indonesia itu datang dari pola berpikir dan wawasan
pemerintah serta masyarakatnya sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang
tidak mempunyai pemikiran yang has menjadi salah satu penghambat
utama dalam penyelesaian masalah penggunaan ruang bawah tanah dalam
kehidupan bertanah. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat pada
unninnya hanya akan terpaku pada suala pzaz‘adi,gr:mf‘*5 vang statis®’
sedangkan perkembangan jaman terus maju dan semakin dinamis.®

Dengan kata lain, diperlukannya suatu perubahan pola pikir yang
febih luas dari masyaraka: ierutamanya Pemerintah untuk mengatur
penggunaan ruang bawah tanah dalam sebuah peraturan yang lebih jelas
dan pasti. Berdesarkan penjelasan penulis tersebut diatas dapat
disimpulkan sesungguhnya penggunaan ruang bawal tanah telah diterima
sebagai bagfan dari proses pertanahan di Indonesia. Kenyatsannya,
penggunaan ruang bawah tanah masih terdapat titik taut perbedaan dalam
implementasinya. Pada asumsi ini maka kejelasan status  hukum
penggunaan ruang bawah tanah menjadi suaty hal vang Condifio Sine
Ouanon.®

Diperhukan suatu struktur berpikic vang antisipatif dari para pihak
terutama pemerintah dalam menghadapi kemajvan dibidang pertanahan

schubungan dengan penggunaan ruang bawah tanah, Hal tersebut agar

% paradipma adalsh daflar semua beotuken dari sebuah kata yang mewnpertibatkan

konjngsi dar deklinasi kata tersebut; model duls forl ilmy pengetabnn, kerangia borpikin,
Depattemen Peadidikan dan kebudavaan, ap.cff 1 729

5 Statis adaleh keadaan diam (idak bergerak, fidak aktif, tidak berubab keaduannya);

tefan., ébid : 96

% Gliver Wendell Holmes dalam bukunya yang berjudul Speeches (1934) menulis: %/

cannot be helped it as it shouid be, that the low i hehind the times Adagium yang
menggambarkan bahwa hukum senantissa bertatih-tatih babkan tertisggs! jauh dari lajunya
petkembangan manusia. Demikianiah digeembarkan bahwa hokum seharusnya dinamis,

¥ »feori Conditic Sine Quanen”, <hifp://setia-ceritahati blogspot.com/Z009/05/teori-

teori-kausalitas B>, 08 Juni 2065,

Universitas Indonesia
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



65

kehadiran dan keberadaan penggunaan ruang bawab tanah dapat diterima
dan di-sah-kan pengaturan mengenai keberadaannyas, walaupun sccam
implisit’® dapat dikatakan bshwa pengpunaan reang bawah tanah telah
diterima tetapi perlu suatu kepastian hukum yang jelas agar tidak lagi
terjadi suatu perdebatan dalam kehadirannya pada dunia hukum &
Indonesia. Bagaimanapun juga HGBRT, untuk kedepannya aksn menjadi
sesuatu yang tidak asing lagi, dan pengaturan terhadap penggunaan roang
bawah tanah menjadi indispensable.”

Adanya sebuah kejelasan dalam pengaturan penggunaan ruang
bawah tangh, tentunya pengakuan seria keberadaannya tidak akan menjad:
sesuatu yang diperdebatkan. Pengaturan sfatug tanah dengan pengpunaan
ruang bawah tansh pantinya diatur dalam berbagal peraturan perandangan
diharapkan akan berjalan sesuval dengan vang dibacapkan terutama dalam
upaya pencgakan hukum guna mencapai tujuan hukum Hu sendint yaitu
keadilan, kemanfaatan dan kepastian bukum, Namun masih harus difihat
dalam perkembangannya agar penggunsan ruang bawah tanab itu dapat
digunakan sesuai dengan peruntukkannya sekaligus dijadikan sebagai
usaha untuk memenuhi tuntutan pembangunan. Kemajuan pembangunan
dilaksanakan untuk meningkatkan kesgjahteraan masyarakat dalam rangka
memiu masyarskat adil dan makomur, Masalah pertanahan harus mendapat
pengateran tersendin untuk mencegah timbulnya pembenturan berbagai
kepentingan yang dapal menghambat pembangunan, Hukura tertulis ito
menjanin kepastian hukum,

Berikut adalah contoh dari Isi dari undang-undang penggunaan
ruang bawah tanzh yang dikemukakan cleh Budi Harsono, antara lain

meliputi:™

™ tmplisic adalah fermasek (terkandung) di datamnya (meskipun fidak dinyatakan secara

jelas atau terang-lerangan); tevsimpu! di datamnya; ferkandung halus; tersirat; mutlak tanpa ragu-
mgy; secara ilus (o kepercavsan, dukungan, kepatuhan, dsh). Depariemen Penslidikan den
kebudavaan, op.cit., hal. 374

! indispensable adalah ssogat diperiukan, Departemen Pendidikan dan kebudayasn,

sp.cit., 319

% Budi Harsonp.op.cit, hal.469.
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Narria haknya: Hak Guna Ruang Bawsh Tansh (HGRBTY,;
HORBT memberi wewenang kepada permegang haknya umtuk
membangun dan memihiki bangunan di dalam tubeh bumt terientu,
berupa ruang berdimensi tiga serta menggunakan bagian-bagian
permukaan bumi tertentu di atasnya sebagai jalan masuk dan
keluar bangunagp vang bersangkutan;

Bangunan yang dibangun bisa ferdiri atas bagian-bagian tertentu
vang dapat digunakan secara terpisah saty dengan yang lain serta
bagian-bagian lain, seperti lerong, tangps dan lain-lainnya
digunakan secara bersama. Bagian-bagian vang dapat digunakan
secara terpisah tersebut dapet disewakan kepada pihak lain oleh
pemegang HGRBT. Dimungkinkan juga uniuk dimiliki secara
individual, seperti satuan-satvan rumash susun dalam bangunan
Rumah Susun, sedang bagian-bagian yang digunskan bcrsama
merupakan milik bersama. Bagian-bagian yang dapat dimilik:
secara individual itu dapat disebut Satuan Ruang Bawah Tanah,
sedang hak pemilikannya Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah
Tanah, seperti dalam proyek Rusngh Susun, Dengan fetap adanya
HGRBT scbagal landasannya yang umum, maka jangks waktu
Hak Milik Atas Satvan Ruang Bawah Tapah itu ditentukan oleh
jangka wakt HGRBT bersangkutan. Pemilikan Satuan-satvan
Ruang Bawah Tanah juga dapat diatur seperti dalam pembangunan
proyek real-estate, yang masing-masing dilandasi HGRBT sebagai
hasil pemisahan/pemecahan HGRBT-induk yang bersangkutan.
Dalam hal ini perlu ada pengaturan mengenai penguasaan dan
penggunaan bagian-bagian bangunan yang digunakan bersama;
HGRBT diberikan oleh Negara dengan jangka wakiu selama-
tamanya sekian tahun, dengan kemungkinan diperpanjang depgan
jangka waktu selama-lamanya sekian tahun;

HGRBT dan Hak Milik Atss Satuan Ruang Bawah Tanab dapat
beralih melalul pewarisan dan pemindahan hak;
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HGRBT dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah dapat
dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggunpgan;
menumt ketentuan-ketentuan undang-undang nomor 4 tahun 1996;
HGRBT dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawah Tanah dapat
dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum
yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

HGRBT dan Hak Milik Atas Satuan Ruang Bawsh Tanah didaftar

- dalam Buku Tanzh yang dilengkapi dengan Sertipikat sebagai

surat bukti haknya, menurut peraturan tentang pendaftaren hak
atas tanah, yang dilengkapi dengan ketentuan identifikasi Jetak,
ukuran, dan luas bangunan dan bagian-bagiannya;

Pembangunan dan penggunaan ruang vang bersangkutan oleh
pemegang HGRBT dar pemegang Hak Milik Atas Satuan Rupang
Bawah Tanah tidak boleh mengakibatkan kerusakan pada tubuh
bumi dan tznah diatasnya serta fidak boleh  menimbulkan
gangguan pada pemegang hak atas fanah diatasnys;

Penggumaan tanah di atasnya oleh pemegang hak atas tanah vang
bersangkutan juga tidak beleh mengakibatkan kerusakan atau
gangguan dalam penggunaan ruang bawah tanah ferscbut;

Tanpa mempunyal HGRET pemepang hak atas tanab dilarang
membangun atay memberi izin pthak fain untuk membangun di
dalam tubub bumi di bawah tanah yang dihald, jika bangunan
yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan.

Hak guna ruang diklasifikasikan meniadi hak guna ruang atas

tanzh (HGRAT) dan hak guna mang bawah tangh (HGRBT). Hak votuk
menggunakan permukaan bumi (tanah) antara lain Hak Mitik, Hak Paka,
Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, sedangkan hak untuk

menggunakan tuang di atas permukaan bumi dan di delem tubub bomi

dan hak mempunyai bangunan yeng tferdapat dalam mang di atas
permukaan bumi dan dalam tubuh bumi. Pemilik ruang bawah tanah akan
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memiliki hak yang serupa dengan HMSRS, yaitu berupa Hak Milik Atas
Ruang Bawah Tanah (HMRBT).

Hak atas ruang bawah tanah yang merupakan bagian dari hak atas
tanah dari bangunan yang terdapat diatasnya, akan mendapat hak atas
satu ruang bawah tanah yang dimiliki secara terpisah dan berdiri sendirt
tetapi juga memiliki unsur-unsur yang dimiki secara bersama sehingga
unsur  kepemilikannya menjadi satw kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Usituk penggunaan ruang bawah {anah ini diperfukan undang-
undang baru yang mengatur tuntas dan tidak hanya meliputi hak atas

taral sebagai permukaan bumi,
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PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka penulis membagi bab

penutup menjadi Kesimpulan dan saran mengenai permasaiahan dan tesis yang

penulis bahas.

33

KESIMPULAN
Dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan

diantarmya adalah sebagat berikut:

1}

3

Hukum Tanah Nasional di Indonesia tidak mengenal Ruang Bawah Tanah
karena beium ads pengaturan yang mengafur mengenai Ruang Bawsh
Tanah. Kedudukan Ruang Bawah Tanah sampai saat ini masih berada
dalam koridor Hukum Periiasa,dhal terscbut dikarcnakan adanys praktek
penggunasn ruang bawah tanah yang didasarkan dengen perjanjian sewa
menyewa sesuai dengan KUHPerdata; dan Pemilik Kios dibertkan hak
berupa hak sewa untuk di pakai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahus.

Salah satu penyelesaian masalah keberadaan Ruang Bawah Tanah dalam
sistem hukum fanah di Indonesia yaitu dengan adanya suatu kepastian
hukum yaitu dengan dibuatnya scbuah undang-undang barw dengan
konsepsi yang serupa dengan Undang-Undang Rumah Susun. Pemilik
ruang bawah tanah dapat dibenkan hak berupa Hak Milik stas Ruang
Bawah Tapal (HMRBT), seperti konsep dari Boedt Hargsono mengenat
penggunaag ruang bawah tanah.
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3.2  SARAN

Pada intinya, keberadaan Ruang Bawah Tanah di Indonesia tidak dapal
dipungkiri keberadzannya. Hal inmt dikarenakan oleh sustu kenyataan dimana
Ruang Bawah Tanah dalam kehidupan di Indonesia sudal semakin marak dengan
adanya kios-kios di ruang bawals tanah. Dalam menghadapi situasi ketidakjelasan
keberadaan Ruang Bawah Tanah di delam hukum Indonesia, maka jawaban
terhadap permassizhan yang ada menurut saran penulis vaitu dengan dibuatnya
atau di-sah-kan suatu peraturan yang mengatur mengenai keberadaan Ruang
Bawah Tanah di Indonesia. Jika melihat pada peraluran yang teiah ada, maka
pengaturan mengenal Ruang Bawah Tanah dapat dibual serupa dengan konsep
pengaturan dalam Undang-Undang Rumah Susun. Kepemilikan rnimah susun yang
berada di atas permukean tanah sedangkan kepemlikan ruang bawah tanah yang
berada di bawah permukaan tanah sehingga pemberian HMSRS dapat dilakukan
Juga dalam pemberian hak untuk ruang bawsh tanah berupa Hak Milik Atas
Ruang Bawah Tanah (HMRBT), seperti yang tlah dikonsepkan oleh Boedi
Harsono. Bagaimanapun juga masyarakat terutama pemerintah tidak boleh
mepulup mata terhadap perkembangan dalam bidang pertanahan, Olgh karena ita,
untuk mengesahkan keberadaan Ruang Bawah Tanah dalam bidang hukum di
Indonesia sudab scharusnys menjadi agenda utama untuk pemenntah dalam

pengaturannya.
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Nomor . PPTU/B2I0Z48E

Perfaniian Pamakaian Tempat Usaba d¢i Pasar Regional Tanah Abang Blok A felanjuinya
disebut "Perjanjian”) dibual dan diiandatangani di Jakarta, pada harl Kamis, tangaal dua puluh
sembilan | bulan Macg!, lahun dug ribu juh (29-03-2007), oleh dan antara:
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Fluit Kencana Raya no.. | Rukun Tetangga 810, Rulun Warga 007, Kelurshan Plalt,
Kecamatan Penjeringsn |, pemsgang Karls Tanda Penduduk Deerah Khusus ibukota
Jakarts, Nomor. - | . . yang daism hal ind bedindak sslaku:

2. Kussa Bubstitusl berdasarken Surat Kuyasa Pelimpatan {Substlusl, yang
dibuat dibawah tangan, bermeteral sukup, lertangoal 28 Pebyar 2007, daridan
oleh karenanya sah mewakill uniuk dsn atas nams PERUSAHAAN DAERAH
PASAR JAYA, berkedudukan dJi Jskeria, vang anggaran daseraya ielsh
ditelapkan healaserkan Pearpluren Deasrgh Propins! Dueraht Khusus thukota
Jakads Momar 12 Tehun 1959 (seribu sembilan ralus sembilan puluh sembilan)
dan telah diumumban dalam Lembaran Daerah Propinst Daeah Khusus tbukola
Jakarta Nomor 35 Tahun 1998 {serbu sembilan ralus sembilan pulub
sembiian]; {sslsnjulnya disebul "PIHAK PERTAMA™L

b, Kussa berdasarkan Surat Kussa, yang dibuat dibawah fangan, bermeterai
sulup, terangual 28 Pebruard 2007, darl gan oleh karensnya sah mewalki
antuk  dan  sles name P PRIAMANAYA QUJAR  INTERNATIONAL,
berkedudukan ¢ Jekaria, yeng anggaran dasernye ishah diwmumben datam
Berta Negam Repubdk ndonesia lerfangga) sembilen belas Desember seriby
samiilan atus delapan puluh (1512-1980) Momor 102, Tembahan Nomor
SE3M860L den meausnal susunan anggota Dirskst dan snggols Komisars
terakhir berdagarkan akia Risglah Rapat Umum Pemegang sgham Luar Biosa
tertangoal delapan Juii dua dbu empat {0B-07-2004) Nomor 2. yang dibuat
dihadapan ATI MULYAT], Swjena Mukum, Nolads d Jakarie, {seisnjulnys
digebut "PIHAK KEDUA",

if. Tuan . 3
pemegang Kariu Tanda Penduduk Nomor efFpih -
Berzlamal dif Palmerah Utara .. Ppbepegh | Jakaria Barag

{s=gdanputnya disebut "PIHAK KETIGAY

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDRUA dan PIHAK KETIGA selanjuinya secera bersama-sama
dissbut sebagai "PARA FIHAK®.

PARA PIHAK bertindak sebagaimans tersebul di atas mensrangkan terebih dehuly dalam

Perjariisn in:

A Bahwa PIMAK KEDUA sebagai pihak yang dilunjuk oleh PIHAK PERTAMA unfuk
membangun sebuah gedung pusal perbelanjaan tradisional bergaya moderm dan berlihgkat
yang mempunyal bentuk design efisiens! tala lahan, yang aken dinamakan/memakai nama
*Pasar Regional Tanah Abang Blok A" (selanjutnya disebut "Gedung®), vang terdetak di
Kotamadya Jakarls Posat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurshan Hampung Bali, yang
setempat dikenal dengan nama jalan KH Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusaf, dan
bahwa bangunan beringkal dengan sarana pendukungnya tersebut berada/didirikan di atas
tanah  Negara (selanjulnya  disebut "Pasar Regional Tanah Abang Biok A%,
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g.

E.

Hahwa berdasarkan akia Pedaniian Ketjssama Zeﬁanggal dl_;" Shit .: dua rib figa
{20-10-2008), dengan nomor Akta: 1, yang dibuat dihada [f VRERL Y RAANID Y ADHARY,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakara, yang dibuat oleh dan: PEERTAMA dan
PIHAK KEDUA {selanjuinya Perjanjian disebut “Perjanjiet“Rhf 37), PIHAK KEDUIA
telah memperoleh dan diberikan hak dan kewenangan penuh olgh PlHA}( PERTAMA unluk
melakukan pemasaran fempat uszha, mengrima vang pembayaran ates tempat usaha, dan
mangelola serte memelhara gedung dan lempat usaha;

Bahwa PIHAK PERTAMA selanjtnys berkehendak ountek nantinva membaorikan hak
pemakaian tempal usaha yang ada peds Pasar Regional Tanah Abang Biok A kepada
PIHAK KETIGA dan PIHAK KETIGA selanjufiya berkehendak puda unfuk nantinya menerima
hak pemakaian tempat usaha yang ada peda Pasar Regional Tanah Abang Biok A dart
PIHAK PERTAMA,

Bazhwa berdasarkan Surat Penurjukan Tempal yang dikefuarkan ceh PiHAK PERTAMA
derngan  menunjuk  PIHAK KETIGA atar Surat Penunjukan Tempal Lisaba yang
ditandatangani oleh PIMAK KETIGA dengan PIHAK KEDUA, tertenggal 14 Juni 2004

Nomor : 8853, PIHAK KETIGA mempercieh penunjukkan lempat usaha ataupun PHAK
KETISA memesan tampat usaha, sebagaimana divraikan dalam Pasal 1 Pedanjian ind, vang
ielak, nomor, luas dan tempat usaha fersebul telaly diketahnd dengan baik dan benar cleh
PARA PIHAK, sehingga selanjutnya FARA PIHAK zepgkat lidak diperlukan uraian febih
lanjut datam Perjanjian i

Bahwa PARA PiHAK oleh kerenanys berkehendak membuat suaty Peranjian #emakalan
Tempat Usaha yang dilegalisirididagar oleh nolariz.

Untuk sslanjutaya, berhubung dengan apa yang diuraikan of stas, sekarang PARA FIHAK telah
saling sepakat membuat dar dengan ini mengaiur perjanjian semakaian fempat usaby dengan
mermakai syarat-syarat dan keleatusn-kelentusn sebagal berikut:

1.

Pazal 1
HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

a PIHAK PERTAMA memberkan hak permakaian aias ismpst usaha kepada PIHAK
KETHGA, untuk nant pada waklunya memakai, dan PIHAR KETIGA depgan ini geluju
dan mengikatkan did eniuk menerima hak dari PHHAR PERTAMA untuk nantt pada
waklunya memakai lempst usaha milik PiSAK PERTAMA, sesual dengan ssiuruh
ketentuan dan persyaralan sebagaimana dialur dalpm Padanjian ini, yailu barypa:

1 {satu} unit tempat ussha pada Pager Regional Tanah Abang Biok A yang lerlstak i
Daerah Khousus Bukola Jaksnta, Kolamadya Jakarta Pusat, Kecamaltan Tansh Abang
Kelurahan Kampung Bafi, yang setempal dikenal dengan nama Jatan KH. Fachrudin,
Tanah Abang, Jakarla Pusal, vaitu pada;

- Lantai s LANTAITIGA
- Tempuat Usaha Momer - L3GH
- Lung : 4.99 M2

Urtuk selaniutnya tempat usaba mana beserta dengan batas-batesnya lersebut
diekatkan pada Pedanjian ini {selanjulnys disebut “Tampat Usahza™), dan selanjuinya
meniadi Lampiran | dalam Perjaniian o

b. Dengan telap memperhalikan ketentuan dimaksud dalam Pasal 3.1 Perianfian ini,
senubungan dengan hek pemakaian ales Tempst Usaha sebagaimana disebulian dalam
Pasal 1.1.a di ates, PARA PIHAK dengan ird supaket babwa timbuinga hak pemakaian
atas Tempal Lisahy bagi FIHAK KETIGA hanya terjadi pada saat PIHAK KETIGA telgh
mehmasi sefurih pembayaran ales harga pamakaian Terpat Usaha besedda biava-biaya
{zinnya yang berkailan dengan harga pemakaian Tempaet Usahe sebagaimana dimaksud
datam Pagal 4 dan Lamgiran 1 Perjanfian inl, vang dibuklikan dengan teiah efekliinya
dana sebagai pelunasen tersebul ke datam rekening PIHAK KEDGUA {selanjutnya disebut
“Harga Pemakalae Tempati Usaha').
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2.8, PARA PIHAK sepaiat behiwa kias Tempal Usaf adalah didasarken pada LaaS‘Eiﬁk&if

Tempat Usaha sshagaimana akarn temyata dari hasil pengukuran secara fisik di lokast
Tempat Usaha dengan cerp pengukuran Tempat Usaha darl as ke as dari sisi dalam
dindifig pembatas, yang akan dilakukan bersama cleh PARA PIHAK yang kemudian
atas hasil pengukuren tersgbut gkan ditusngkan dalam sualy berils acars pengukursn
Tempal Uszha vang ditandatangac bersama oleh PARA PIHAK {selaniutnys disebut
“Berita Acara Pengukuran’), Uniuk selarjuinya, Berila Acare Pengukuran fersebis
mesupakan satu kesatuan yang Hdak ferpisahkan dengan Perlanfian inl  Hasil
pengukuran atau Luss Efeld¥ Tempat Usahe fersebut merupakan luss yang menjadi
dusar dari sefisp pengenaan blaya-biaya kepads PIHAK KETIGA atas Tempst Ussha
ermasek namun tidak ierbates pada pembayaran Hargs Pemgkaian Tempat Usaha,
pembayaran Biaya Pengelvlaan Pasar (Ssrvice Charge), biaye Pajek Bumi dan
Bangunan dan pembayaran prémi asuranst, :

&, Apabiis terdapat selisih fuas Tempat Usaha, maks selizih tersebut tefap diperhilungkan
nleh PARA PIHAK, sehingoa apabila terdadi Luas Eiskif Tempa! Usgha temyata lebib
begar dar luas yang lercantum datam Sural Penunjukdan Tempat stau Surat Pesanan
Tempat Usaha, make PIMAK KETIGA berkewsjiban uniuk menambah pembayaran
uang Harga Femakaian Tempat tisahs kepada PIHAK KEDUA.

c. Dalam hal Luas Eferid Tempal Usahas temyata lebih Recll dari leas yang tercsntum
datam Surat Penunjukkan Tempat stau Surat Pesanan Tempat Usaha, maks PiHAK
KEDHA akan mengembalikan vang pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha vang
merupakan perhitungan darl sefisih keiebihan tersebut kepada PIHAK KETIGA.

2 a PIHAK KETIGA hanya dipsrbolebican unfuk maenggunskan Tempat Ussha tarsetus

sehagat (empat usaha beduaian dengan iends juplan adatan.: FASHION sesual
dengan roningiperuntukan yang felah didelapkan olgh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA,

b. Perubshanipenggantian jenis jualan alaupun mefakukan usaha lain selain jenis usian
yang diperbolebkan berdasarkan Perjaniian inl, hanya dapat dilakukan oigh PiHAK
KETIGA dengan menyampaikan permohonan teriulis teriebih dahidu kepada PIHAK
KEDUA, untuk selaniuinye PHHAK KEDUA apablla sesusl dengan zopinp/peruniukan
yang ada, ;make akan melonfuiken permohonan tertddis fersebal kepada PHAR
PERTAMA untuk mendapatkan persetujuan dar PIHAK PERTAMA.

¢. Perubahan dandata penggantian lanis palan bheraku setslan;

i, mendapatkan perselujuan tertulis dad PIHAK PERTAMA, dan

i. memenuhi selisp dan segsia persyaratan dan ketentuan yang dileniukan oleh
PiHAK PERTAMA berkailan dengan pecubshan/penggardian ferds juslan,

d. PIHAK KETIGA dilarang untul herdagang danfateu bedualan makanan dan minuman
dalarn bentuk apapun fuga, kecunlt Tempat Usaha tersebut perunlukkannys islah

ditetapkan sebagai lempat usaha untuk berdagang dan/atsu herjuslan makanan dan
numan,

Pasal 2
PERSYARATAN TEKNIS

Kendisi dan Tempat Usaha berdasarkan Pedanfian ind adalah Tempat Usaha kosong, dengan
fantal belon berkeramik, langit-langdl befon, ducting Alr Conditioning {sistern Alr Gonditioning
senfral), penyekat ki, kanan dan beiakang terbuat dari doublg gypsum, piniu rofiing door,

instaiasi listrix sebesar 1.300 ¥Wall seda dilengkapi dengan pemasangan 1 (sak) instalas uniuk
saluran tefepon,
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Pasal 3
JANGKA WAKTU FEMAKAIAN TEMPAT UBAMA

5 . *

Dengan tetap memperhalikan ketentuan Pasal 1h dan Pagal 6.1.c Perjanjian ini, %&Rﬁ
PIHAK sepakal bahwa pemakaian Tempal Usaha berdasarkan Perlanjian ini dimiiai
pada ienggal 31 Desember 2005 dan berakhir pads langgel 30 Ossember 2025
{selanjulnya disebul “Jangka Wakiu Pemakaian Tempat Usaha™.

a.  Pada akhir Jangka Waklu Pemakaian Tempat Usaha, PIKAK PERTAMA berhak dan

berwenang untuk memperpanjang atew Hdek wmemperpanjang Jangka Waklu
FPamakaian Terpat Usaha tersehut,

b. Apabila PIHAK KETIGA berkehendak memperpanjang Jangke Waldu Pemakaian

e

Tempst Usaha terszbul, maka datam wakiu 4 {satu) fshun sebelum Jangka Waktu

Pemgkaian Tempat Usahe lersebut berakhin, PIHAK KETWGA wajib mengaitken
permohonan secara tertuils kepada BIMAK PERTAMA, yang ates pemaghonan
tersebut akan diperfimbangkan olelt PIMAK PERTAMA sesual dengan kelentuan
dimaksud datam Pasal 3.2.a ¢ atas.

Dalam hal PIHAK KETIGA berkehendak memperpaniang Jangka Waktu FPamakaian
Tempat Usaha, maka PIHAK KETIGA seiuju dan sepekat dengan syarat dan ketentuan
perpanjangan Jaagka Wakil Pemakaian Tempat Usahg, berikul harga pemakaian
Tempat Usahsa yang akan ditelapkan gikermudian hari oleh PIHAK PERTAMA,

Dengan Hdak mangurangl ketertuan dalem Pasal 2.2 dan Pasal 3.3 di alas, apabila
Jangks Wokilu Pemakaian Tempat tsaha dimaksud dalam Pasal 3.1 di atas ieish
berskhir dan dalem ha! Gedung Tempat Usaha meaund peniigian PIHAK PERTAMA
masih layzk uniuk dipakel, maka PHAK KETIGA akan diberikan prioritas antek
memperpanjang hak pemakaian alas Tempat Usaha,

Pada saat berakhimya Jangka Wakly Pemakaian Tempat Usaha sebagatmana dimaksud
daiam Pasal 3.1 Perjaniian ini, PHIAK KETKEA wajib menvarabien kembalk Tempal
Usaha kepada PIRAK PERTAMA dalam keadaan kosony sesual dengan ketentuan Pasal
13 Pedanjian inf, "

Pasal 4
HARGA PEMAKAIAN TEMPAT USAHA

PARA PIHAK sepakat menetapkan bahwea Harga Pemakaian Tempat Useaha yang harus
dibayar ofeh PIRAK KETIGA adalab sebagaimans disebulken dalam perincian hargs
pada Lampiran ! Perianjian inl, yang merupskan satu kasatuan yang tidak terpisahkan
dengan Pedaniian ird,

Harga Pemakaizn Tempat Usaha sebagaimena dimaksud dalgm Lampiran !} Pedanfian
int termesuk biaya parpagangan nstaias fstrik gebegar 1300 Walt, dan pemassngan
untuk instaiasi 1 {satu} saluran lelepon, namun fidak termasuk biaya {8 pembuatan
Perjaniian in, {b} blaya penedilan Serdifikat Mak Pamakaian Tempat Useha (SHPTY}
yaitu sustu serifikal dengan stalus hak pemaekaian vang dikeluarksn oleh PIHAK
PERTAMA dan diterbilkan 1 {salu) kalf unluk jangks waklu sebaegaimana digebutkan
dalam Pasaf 3.1 Perjanjian ini yang menipakan bukti bagi PIHAK KETIGA untuk memaka
danfgial menggunakan tempatl usaha. dan {c} biaya-biaya lsinnya sebagaimana
dgivraikan dalam Pasal § Perdanfisn ini. Bedangkan uniuk Fajak Pertambahan bilai (FPRY),
besarnya akan disesuaikan dengan persturan perundsng-untdangan yang berlake dar
wakty ke wakiu.
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Apabila PIHAK KETIGA karena slasan apapun, selain diksrenakan adanya Keadaan
Maemaksa (Force Majeur) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8.1 Perdanjian inl, melakukan
keterlambatan permbeyaran Harga Pemakaian Tempat Usaha pada waklu yang ditentukan
ataupun girodcek yang telah diserahkan oleb PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA fidak
dapat dicaikan sesual dengan langgal jatub tempo pencairan girofoek dimaksud, maka
tethadap PIHAK KETIGA dikenakan denda keledambatan pembayatan sebesar 1 % (satu
per milj per harl ketertambatan dari jamlah vang harus dibayar, dandda mana wajib dibayar
ofeh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA, segera dan seketka sera unas pada saal
diminia ofeh PIMAK KEDUA.

Apabila keterlambatan sebagaimana disebutkan Pasat 4.3 di alas, telah berlangsung selama
50 (fima puluh) her kalender lerhitung seiak saat seharusnya Kewaliban pembayaran
difaksanakan, maka PIMAK KETIGA lelah dalam keadsan lalal, dimang lewsinyg walkly saia
sudah merupakan bukti yang cukup akan kelaislan PIHAK KETIGA taaps diperiukan suatu
sural peringalan secara resmi atay sural laio yang serupa dengan itu, maka saat ind dan
uniuk nant pada waktunya, dengan ini PIHAK KETIGA menyatakan bahwa pemakaian
Tempat Usaha Derdasarkan Pedaniian ind disepakall menjodi batal, dan fidak mempunyai

kekuatan hukum lagi, sehingga kerenanya seliruh pembayaran yang teinh dilerimea oleh
PIHMAK KEDUA dari PEHAK KETIGA tidak dapat dikembadikan.

Sehubungan dengan Pasal 4.4 di atas, maka PiHAK KETIGA wajih mengosongkan dan
menyarairkan kembal Tempat Usaba kepada PIHAK PERTARMA daiom keadaan terawat dan
terpelihara sesual dengan ketentuan Pasal 13 Peranjian int.

Pasal B
BIAYA-BIAYA

Oengan ietap memperhalikan ketentuan dimaksud dalam Pasal §.1.c Perdanjian ini, sejak
dilakukannya serah terima fisik Tempat Usaha dan PIHAK PECRTAMA dan PIHAK KEDUA
kepada PIHAK KETIGA ssbagaimana dibukiikan dengan ditandatanganinya tiacita Asara
Penyerahan Fisik oieh PARA PIHAK {selanjuinya disebut dangan “Berila Acara Penyerahan
Figik Tempat Usaha™:, maka segala hiaya dengan nama dan/aiau dasar apapun atas Tempat
Ussha menjadi tanggung lawsb PIHAK KETIGA sepanuchiwa vang harnus dibayarkan kepada

PIHAK KEDUA sebagal pihek yang dilunjuk ofeh PIHAK PERTAMA, blaya-biaya mans
termasuk namun fidak terbalas nada:

Biaya Pengeaiolann Pasar (Service TCharge),

Biaya pemakaian listrik, air dan telepon |

Bigya Pajek Bumi dan Bangunary,

Plava premi asuranst glas Gegung dan Tempaot Lisaha;
Biaya pempaniangan Surat {iie Pemskaian Tempat (SIPT).

RO T

Biaya Pengelolaan Pasar (Service Charge) waiib dibayarkan secera bufanan oleh PIHAK
KETIGA kepads PIHAK KEDUA sebagai pihak vang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada

seliap fangaal 1 {satu) atay selambat-lambatnya pada langgal 10 {sepuluh} setiap bulanaya,
dangan kelentuan sshagai harikut:

a. DBesarnya Biaya Pengelokzan Pasar {Sarvice Charge) disgsuaikan dan waklu Re wakty,
sesuai dengan kelontuan yvang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Apabila jungka wakiu sebagaimana disebulkan dalam Pagal ini telah leveat, maka PIHAK
RETIGA dikenakan denda sebesar 1% (satu per mil} per har dari jumlah vang harug

dibayarkan terhitung sefak langgal iatub tesnpo pembaysran terseut dengan tetap
memperhatikan ketentuan Pasal §.12 dan 5.13 Perjaniian ini.
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Biaya peayambungao dan pemakaian telepon serla biaya psmakaian listrik it ajad;beban
dan tanggung jaweb serla walib dibayarkan olsh PIHAK KETIGA kepada PIHER-KEBUA,

dengan sistem khusus, yang leknis pelaksanaannya akan dinlur dan dzbentahukan\xe zfgan
sleh PIHAK KEDUA o

*

Apabila PIHAK KETIGA melanggar ketentuan dan perafuran vang berlaks sehingoa
mengakibatkan dibiokic atoy dipuluskannya fasiii{as Eslik dan/atau ielepon, muaka biaya
akbivasi maupun denda-denda yang tmbul menjadi fanggungjewab PIHAK KETIGA
sepenuhnya dan wajib dibeyarkan Kepada PIHAK KEDUA,

Apabila PIHAK KETIGA berkeinginan unluk menambab daya ik danietau menambah
fasifitas sambungan teispon, make penambahan tersebut akan dilakukan oleh PIHAK

KEDUA dan biaya-blaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut ditanggung dan wajity
dibayar oksh PIHAK KETIGA kapada PIHAK KEDUA,

PIHAK KETIGA Hdek diperkenankan mengadakan perubahan, penambahan danfatau
penyambungan aliran Hstrik dan lelepon termasuk namun tidsk terbatas pada penggantian
aiat-alat Bsirk dan sambungan slepon, tanpa §in tertulls terdebil dahuiu dari PIMAK KEDUA
dengan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.8 Peranjian ini,

PIRAK KETIGA tidak diperkenapkan untuk serubah atag merusak alat kwh maeler danfatau
paesawat tefepon dengan sankst sabagaimana dimaksud dalam Pasat 5.8 Parjanjian il

Yerhadap pelanggaras kelesluan dalem Fasal 5.6 dan 5.7 di alag, maka PIHAK PERTAMA
atas penminiaan/usutan dart PIMAK KEDUA, barhak uniuk membaialkan pemakaian Tempat
Usaha secara seplhak sesual dengan ketentuan yang berlaky, dan PIHAK KETIGA wsjib
mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempal Usaha kepada PIHAK PERTAMA dalem
keadaan terawat dan lerpelihara sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraniion inl.

PHIHAK KEDUA diwalibkan untuk menutup asuransi atas Gedung termasuk Tempat Usaha
kepads suatu psrusahaan asuranst. Pembayaran bigya premi asuransi zias Gedung dan
Tempal Usaha merupakan tanggung fawab dan PIHAK KETIGA, dengan bessran biaya
preii akan ditentukan kemudian. Penulupan asuransi dimaksud tidak termasuk terhadap
barang-barang oi dalam Tempst Usgha PIHAK KETIGA, dikerenakan penulupan asuransi
atas barang-barsng vang terfetak di dalam Tempat Usaha PIHAK KETIGA terssbut
merupakan kewajiban dan tanggung jawab dan PIMAK KETIGA sepenutiaya.

PIHAK KETICA diwafibkan untuk membayar Pajsk Bumi dan Bangunan (PBB) atas Tempat
Usaha yang pembayarannya dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA dan besamya disesuaikan
dengan luas Tempat Usaha. Besamya biaya Pajak Bumi dan Bangunan {PR8) atas Gedung
dan Tempat Usaha akan diteniukan kemudian olah instensi yang berwenang.

a. Biava perpanjangan Surat 1in Pemakaian Tempal {SIPT) wajib dibayarkan oleh PIHAK
KETIGA kepada PIHAK PERTAMA setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dan
peraturan yang berdaku. Biaya perpanjengan Surat fjin Pemakalan Tempal {SIPT) dapat
dibayarkan secara langsung kepada PIHAK PERTAMA stau melalui bank yang ditunjuk

pieh PIHAK PERTAMA. Besar dan jadwal pembayarannya akan dilelapkan kemudian
dar wakiu ke wakiu oleh PIHAK PERTAMA,

b. Dalam hat PIHAK KETIGA behurn atau tidak melakukan pembayaran biaya perpanjangan

Surat lfin Permakaian Tempat {SIPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasat §.11.a di atas,
maka PIMAK KETIGA dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang beraku,
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12.

13

14,

15,

Apabila pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan puda Pasal 6.2 dan Pasal 5.3
Peranjizn ini belum diaksanakan el PIHAK KETIGA den/alay belum dilerima PIHAK
KEDUA dalam wakiu 30 {ligs puiuh) had kalender, dengan Hidak mengurang kewsithan
PIHAK KETIGA untuk membayar dends yang diwajibkan, maks atas Tempat Usaha tersabul,
MHAK PERTAMA alas permigiaan PIHAK KEDUA berhak untuk memutuskan/mematikan
seluruh fasifitas yang ade pada Tempal Usaha dan melakukan penutupan sementara atas
Tempat Usaha, dengan ketentuan didabuld 3 {liga} kafi surat peringatan dan PIHAK
PERTAMA Kepada PIHAK KETIGA, dengan fenggang wakiu masing-masing surat paringatan
tersebut adalah 7 {tujuh) har kalender, yang jangka waklu dari selurub surat peringaten

iersebul adalsh lelap merupakan bagian aizu termasuk dalern waktu 30 (tgs pulvh) han
kaslender tersebut.

a. Apabils PIHAK KETIGA lelah melskukan lunggaken sias kewaiiban dimaksud datam
Pasal 512 Peranjian inl selama 3 {tiga) kall pembayaran dengan tidall menguwangi
kewaiiban PIHAK RETIGA untuk membayar blava-bisya yang terhutang meupun denda-
denda vang wajb dittavarkan, maka dengan ini PIMAK KETIGA menyatakan bahwa
pemakaian Tempalt Usaha berdasarkan Ferfanjian Ini disepakaltl menfadi batal dan lidak
mempunyai kekuatan hukum fagl dan oleh kerenanya seluruh pembayaran yang tefah

dilakukan otoh PHAK KETIOA kepada PIHAK KEDUA sebagai pibal yang dituaiuk oleh
PiHAK PERTAMA, fidak danat dikemnbalikan tagi.

b. Dalam haf ledadinya pembatalan atas hak pemakaian Tempat Uszha dimaksud dalam
Pasal 5.13.a di stas. miska PIHAK KETICA wajib mengosongkan dan menyerankan

kembali Tempst Usaba kepadz PIHAK PERTAMA datam kesdaan terawal dan
terpelihars sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perjanjian inl.

Uniuk sefiap pererimaan pembayaran biayg-baya dari PIHAK KETIGA ssbagaimana
dimaksud dalam Pasal §.2, Pasal §.3, Pasal 5.8 danfatau Pasal 5.10 Pesianjizn ini, maks
PiHAK KEDUA waiilb membeckan tand2 penerimaan (Kuilanst vang sah. Sedangkan, unfeX
setimp peneringan pembayaran Beya dar PIHAK KETIGA dimaksus dalam Pasal 5.11
Peranjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan tandza penerimasn (kuitansi} yang
sah apabiia pembayaran dilakukan secarn angsung kepada PIHAK PERTAMA atag apabifs
pembayscan dilakukan melalui berk yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA maka bukti

pembayaran yang dJdikelusrkan oleh bank arsebut berfaku gebagsi lsnda penedmasn
{kuitansi} yang sah.

PARA PIHAK sepakal bahwa kearnanan i dalam masing-masing Tempal Usaha yang
dipakai PIHAK KETIGA menjadi langgung iswab masihg-masing PIHAK KETIGA tersshut
sepanuhnya, dan mengsnai keamanan tersebuyt PiHMAK KETIGA bharus tetap berkoordinas!

dengan pihak keamanan dart PiHAK PERTAMA atau PIHARK KEDUA sebagal pthak yang
ditunjuk oleh FIHAK PERTAMA

Pasal G
PENYERAHAN FISIK TEMPAT USAHA DAN DEKORASI

Dengan tetap memperhatikan syaral dan ketenluan mengenal penyerahan fisik Tempat
tisaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 1.b dan Pasal 6.1.¢ Pedanjian Ini, PIHAK
KEDUA akan menyerghkan fisikk Tempat Usaha kepada PIHAK KETIGA sclambat.
lambatnya pada tanggal 31 Deseraber 2005 {tiga puluh satu desember dua riby lima),
Datam hal PIHAK KEDUA ofeh karena ssbab apapun tidak dapat menyershkan fisik
Tempat Usaha pada wakiu yang disebutkan di ates, meka PIHAK KEDUA diberikan

tambahan masa lenggang waklu sslama 90 {sembilen puluh) har \@lender untuk
menyearahkan fisik Tempal Ussha,
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b, Penyseahan fistk Tempal Usaha bagh PIHAK KETIGA yang telah ma!ur-ilg“sii\sei;i;uﬁ

pembayaran yang diwajibkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan {gmpiran i
Perqanjian ini adalah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagal berkut.-

i, Atas penyershan fisik Tempat Usaha | PARA PIHAK akan menandatangani suatu
Rerita Acara Peayershan Fisk Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5.1 Perjanfian ini

. Uniuk mefakukan panyerahan fisik atas Tempat Usaha lersebul, maka PIHAK
KEDUA akan melakukan pemanggilan secars terlulis kepada PiHAK KETIGA,
sehingoa apabiia PIHAK KETIGA dalam jangka wakty 1 (satuj bulan sejax tanggal
yang telah ditentukan dalam strat pemanggilan, tacpa alasan yang sah dan dapat
diterima oleh PiHAK KEDUA, lemyata belum juga melskuken dan memenuhi
penerimasan atas penyershan fisik Tempat Usabha, maka untuk saal it dan nant
pada wakiunya PIHMAK KETIGA bersama dengan Petjarjian ini memberikan kuasa
kepada PIHAK KEDUA uatuk metakukan peneamaan Tempat Usaha untuk dan atas
nama PIHAK KETIGA, sshinggs sejak dilerimanya penyetaiban fisik atas Tempat
Usaha tersebul, meka segale beban biaya yang tmbul dad Tempat Usaha
sepanuhnya menjad fanagungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KETIGA .

;. Apshila PIHAK KETIGA belum melunasi seluruh pembaysran vang diwajibkan
sebagaimana ditenivkan dalam Pagsal 4 dan Lampiran ) Perjaniian i, maka PIMAK
KETIGA sepakat untuk tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Fisik Tempal
Usaha sampai dengan dilunasinya pembayaran tersebut.

Meskipun PIHAK BETIGA belum emelunast selurtht pembayaran yang diwajibkan
sehagaimana ditentukan daiam Pasal 4 dan Lampiran 1 Perjanjian ini, kewajiban-
kewajiban PIHAK KETIGA termasuk namun lidak lerbatas pada pembayaran biaya-biaya
sebagaimana dimaksud dajzm Pasal § Peqaniian ini tetap berlaku bagi PIHAK KETIGA
yang bersangkutan, yaiu

i dalam hal masih terdapal kews|iban PIHAK - KETIGA kepada PIHAK KEDUA yang
belum dipenuhi ofeh PIHAK KETIGA termasuk namun tidak ierbatas pada pelunasan
selurghy Marga Pemakaian Ternpst Usgha dan biaya-blava lainnva vang bedailan
dengan Harga Pemakaian Tempat Usaha, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk
menunda penverahan Serifikat Hak Pemakaian Temgat Usaha {BHPTU] sampai
dengan telah dipenuiinys selurul kewsliban PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA

H datam hal PIHAK RETIGA menggunalcan fagifitas kredit bank maka PIHAK KETIGA
memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk menyerahkan Sesdifikat Hak
Pemakaian Tempat Usaha {(SHPTU} kepada bank.

d. Apabita PIMAK KEDUA isdambat menyerahkan fisk Tempat Usaha sesuai dengan
ketentuan yang ada dslam Perjanjian ini, yaitu felah terfewalinya langgsl batas
penyacatian fisk dan balas tenggang waklu yang dtenluken & dalam Pasal 8.1.a
Perjaniian ini, maka atas keterlgmbatan penyerahan fisilc Tempat Usaha tersebut, PIHAK
KEDUA dikenaksn denda sebesar 1 "o, (salu per ml) setiap had keteriambatan dan
jumiah yang felah diterima PIHAK KEDUA dar PIHAK KETIGA, terhilung sejak hari
pertama keterlambatan sampai dengan dapat dilaksanakannya penyerahan fisik Tempat

Usaha oleh PIHAK PERTAMA, dengan total kessiuruhan maksimal denda adalah 5 %
{lima pergen),

2. Terhitung sejak serah ferima fisik atas Tempat Usaha, maka:

a. PHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak lagi bertanggung jaweb atas masing-masing
kondigi Tempat Usaha FIHAK KETIGA;
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b, Segala resiko yang bedwitan dengan Tempat Usaha menjadi berath kepada PIHAK
KETIGA, '

¢. Segala beban yang timbul berkensan dengen pemakaian dan penggunasn Tempat
tsaha, fermasuk nammn Gdak lerbatas pada pajaiepajask  alaupun  biayabiaya
permbayaran lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini menjadi tanggungan
dan wajib dibayar oleh PIHAK KETIGA sepenuhnya.

3. Terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyershan Fisik Tempat Usaha, maka PIHAK KETIGA
diber wakiu sampat dengan 30 {tiga puluh} han kalender ustuk metakukan fitling out atau
pekerjaan interior, finishing/perbaikan dan peningkatan kwalitas Tempat iisaha {selanjutnya
disebut dengan *Dekarasi”), dengan kelenluan

3, Dekorasi tidak termasuk pekeriaan uniuk merubah, mengganii dan atay semacam fu
terhadap dan atsu dalam strukiur banguran dan Tempat Usaha termasuk namun tidak
terbatas kepada perubahan setiap instalasi listrk, tefepon dan instalasi lainnya.

b, BIMAK KETIGA berhak dan berwanang untul melakukan Dekorasi dengan biaya sendi
tanpa pungutan apapun . PIHAK KETIGA berhaik menunjuk pihak fain untuk melakukan
Dekaorasi dengan memperhatikan ketentuan Pagal 8.3.6 di bawah Wi,

¢ Untuk melskuiaa Dekorast, PIHAK KETIGA waiib untule

i mengajuksn permohonan dan rencana Kera Dekorasi kepadn PHHAK KEDUA
termasuk menyershkan ideniitas dan pihak yang akan melakukan Dekorasi;

ii. menyerabkan sejumish uang jmminan kepads MHAK KEDUA yang besamya akan
ditetapian kemudian oleh PIHAK KEDUA. Usng [aminan tersebut akan dikembalikan
apabila tidak terjadi sualu kerusakan terhadap Tempat Usaha danfatau Gedung, dan

setelah PIHAK KETIGA menyediskan minimal 1 (salu} perangkatl alat pemadam
kebakaran, '

d. PIHAK KEDUA berhak uniuk mengheniikan peletinan Dekorssi apsbila PIHAK KETIGA

atau pinek yang ditunjuk untuk meiskukan Dekorasi tidak memenuhi ketentuan yang
beriaki. .

e. Apabila PIHAK KETIGA bermaksud untuk menggatiungkan antara dua tempat usaha
atau lebih, maka PIHAK KETIGA wailib mengaiukan parmehonan pembongkaran dingding
pemisah kepada PIHAK KEDUA sebagai pihak yang ditunjuk ofeh PIHAK PERTAMA dan
memblat surat pemyatasn kesanggupan untuk mengembabkan lfempat usaha sesual
dengan keadaan tempat usaha pada Saat penyerahan fisik tempat usaha.

Masa pemeliharaan stas Tempst Usaha {selanjutnya disebul "MWasa Pemaeliharaan®)
beriangsunyg selama 14 {empat belas) har kalender sejuk tanggal Berits Acara Penyershan
Fisik Tempat Usaha. Datam Masa Pemefharaan, PIHAK KETIGA dapat mengajukan
perbalkan kepada PIHAK KEDUA dalam hal terdapal kerusakan fasililes dan Yempat Uszsha,
fewninya Masa Pemeliharaan alau selelah dilakukannyz Dekorasi atas Tempal Ussaha
menyehabkan hilangnya hiak PIHAK KETIGA untuk mengalukean pediaikan atas kerusaken
kepada PIMAK KEDUA, sehingpa selirub blaya perbaiken aias kerusakan menjedi
fanggungan dan harus dibayar dleh PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA,

Pagal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

PiHAK PERTAMA berhak antara lair termasuk namur tidak teratas yang distur dalam pasai
ind:

2. memberikan saran kepads PIHAK KETIGA demi kebailan bersama aniara sesama
pemakal tempal usaha, .
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b, menetapkan besamys biaya perpanjangan danfatau psaggantian Surat ;;;;; ?’Emakm i’ ; B
Tempat (SIPT}, dari wakiu ke wakiy,

VG-

c. msngadakarz pez‘neriksaan tertang keadaan Tempat Usaha apabile d1per{u§csan set;gp
saat pada jem-jam buka Tempet Usaha PIHAK KETIGA, dengan pemberitahuan teffylis
sebelumnya dan Hdek mengpanggu operasional usaha PIHAK KETIGA;

d. dibebaskan dari tangaung jawab kerugian oleh PIHAK KETIGA jika menemukan hal-hal
yang periu ditangani didatam Tempat Ussha dan sekitarnya {misalnya: kebakaran, dan

lain-lain} dan terpaksa membobol atau memecahkan kaca alau pintu milik PIHAK
KETIGA;

e. atas segala hasit perubshan dar/atau pekerjasan perbalkan dan/atay Dekorasi pada
Terapat Usaha yang felzh dilakukan betupa perubahan danfatau perbatkan pekerjaan
termasuk namun lidek terbalas pada keramik, ducling, plumbing dan instalasi yang
nantinya akan menjadi ik PIHAK PERTAMA pada wakiu berakhirnya perjardion di
antara PARA PIMAK berdaesarkan Pedanjian ini dan sesual dengsn kelentuan Pasal 2
Perianjian ini;

f. menstapkan segala ketentuan dan peratiran yang berdaku di area Pasar Regional Tanah
Abang Biok A, termasuk namun tidak terbatas untuk menetapkan dan memberiakukan

ketentusn dan peraluran yang baru, alau mercbah, ménambah dengan Ketentuan dan
paraluran iainnya

g. menstapkan dan melaksanakan segala sanksi kepada PIHAK KETIGA, termasuk namun
ildsk lerbatas pada pemberilahuan, peringatan, iegoran, penghentian/pemutusan atas
fasilitas-fasiiitas di dalam Tempat Usaha, maupun pecyegelan dan/alay penutupan
Tempat Ussha, apabila leradi pelanggaran kelentuan Perunfian ind oleh PIHAK KETIGA,

PIHAK PERTAMA berkewafiban antara fain termasuk namun tidak terbatas yang diatue
dalam pasal ini:

3. menguius semua izin usaha dar instenst pemerintah terkalt untuk kepentingan PIHAK
PERTAMA atas penggunaan atau peruntukan Gedung iersebut;

. wajib memperhatikan, meniaali persturan perundang-undangan yang beriaku yang
bherhubungan dengan kegiatan usabz PIHAK PERTAMA. Felanggaran lerhadap
peraturan yang berfaku menjadi tanggung jawat PIHAK PERTAMA sepenubnya;

c. walit menerbitkan Sedifiksl Hak Pemakaian Tempat Uszha (SHPTU dan Surat {jin
Femakaian Tempat {SiPT), serta waji memberikan ifin perpanjangan atas Surat ijin
Pemakaian Tempat {S1PT) ataupun memberkan penggantian Swrat liin Pemakafan
Tempat {(SIPT} apabila tedadi kehilangan {(veng diterbitkan setelah PIHAK KETIGA
membayar selufule biaya perpanjanigan atau biays penggantion Surat jjin Pamakalan
Tempat (SIPT) dimaksud dan melengkapl dokumen yang diperiukan oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA telah memenuni segala kewajiban yang ditetapkan
dalam Pedanfian ini, anpa tarkecuali). Besamya biays perpanjangan slau penggantian

Sural fjin Pemakaian Tempat (SIPT) ditetepkan oleh FIMAK PERTAMA dan waktu ke
waktu,

PZHAK KEDUA berhak antara lain termsuk namun tidek terbatas yang diatur dalam pasat
ini:

A, menerima pambayaran Hargs Pemakaian Tempat Usahs dard PIHAK KETIGA, badkut
mengeluarkan tanda penerdmaan (kuitans) yang sab, dan dokumen lainnya vang
barkaitan dengan pemasacan Tempal Usaha kepada PIMAK KETIGA;

b. berdasarkan surat penunjukkan dard PIHAK PERTAMA kepsda PIHAK KEDUA,
mengrima pembayaran Biaya Pengelolaan Pasar (Service Charge), asuranst, Paisk Bumi
dan Bangunan (PBB), biaya pemakaian lisbik, telepon, afr, dari PIHAK KETIGA sesual
dengan jumiah dan batas wakiu yang telah ditelapkan dalam Perjanfian inl,;
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merborikan ifin kepada PIMAK KETIGA uniuk melakukan pekerjsan Uekorasi atss
Tempat Usaha aiau pihak lain yang diturjok oleh PIHAK KETIGA.

4. PIHAK KEDUA barkewsjiban anfara iain lermasul namun tidak ferbatas yang diatur dafam
pasal ini:

@

memberikan {anda penerimann kuitansi} yeng sah atas selisp dan segals pembayaran-
pembayaran kepada PIHAK KETIGA

menjaga dan memelihara agac fasilitas pada Gedung berfungsi sebagaimana mestinya;

memperbaiki kerusakan atay gangguan pada fasilitas dalam Tempa! Usaha yang bukan
disebabkan oleh kelalaian dad PIHAK KETIGA;

memelihara penampiian Gedung sehingga Gedung senantiasa dalam keadaan balk,

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

1. PHAK KETIGA perhak antara lain lermasuk namun tidak terthalas yang disfur pada pasal in:

.

menerima Tempat Usaha untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang herlaku o
Pasar Regions Tanzh Abang Blok A, sesual dengan Seriffikal Hak Pemakaian Tempat
Usgha(8HPTLN dan Surat liin Pemakaisn Tompat~ (BIPTY  dalam jangka wakly
sehagaimana diterdukan dalarn Perjanjian inl, serta sesval dengan Pedanjian ini.

meiakukan pekerjsan Dekorasi;

menarhatl fagilitasfasilitas yang ads deiam Tempal Ussha tenvasuk namun tidak
ferbatas pada penagmbshan salyran ielepon, penambahan daya lisiek, dengan selvrgh
biaya akibat adanya penambsghan fasiilas fersebul meniadi beban dan hapus dibayar
cieh PIHAK KETIGA sepenuiinya kepada PIHAK KEDUA,

memasang papan namadreklamelsign bosrd milik PIHAK KETIGA pada feapat yang

telah disadiekan pada Tempat Usaha dalam ukuran yang diperbolehkan aleu dilertukan
cieh PIHAX KEDUA .

2. PIHAK KETIGA barkewaiiban antara iain termasuk namun tdak terbatas yang distur datam
pasal ink:

&
b.

menjaga langgang rasa antera sesama pemakal Tempat Lisaha dalsr Gedung;

tidak memaka: danfatau menggunakan ternpat-tempat atsye bagian-bagian rvangan diluar

lstas Tempat Usgha sesusi dengan Bedia Acare Pengukuran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1.2.a Perjanjianin;

menjaga kebersihan dan memelihara Tempat Ussha dengan sebaik-baknya seperdi

sgorang pemilik yang bijaksana, atas biaya dari PIHAK KETIGA sendid, serta menjaga
keleatarian fngkungan sekitamya;

membayar dengan tertib dan neas selunuh pembayaran Harga Pemskalan Tempat
Usaha dan biaya-biaya sebagaimana disyaratkan dalsm Pasal 4 dan Lampiran ¥
Perjanjian ini, serta membayar setiap dan seluruh biaya lainnys, anlara lain termasuk
nefmun lidek terbatas pada Biaya Pengelolaan Pasar {Service Chargs), blaya
parpanjangan Surat fjin Pemakealan Tempat (SIPT}, biays pemakaian telepon, listrk, alr,
Pajak Bumi den Bangunan, premi asuransi slas Gedung dan Tempat Usaha, dengan

fangka wakiu pembayaran sesusi yang teleh ditetapkan oleh PIHAK KEDUA sebagai
pihak yang ditunjuk olsh PIHAK PERTAMA;

mesohon ifin secaras tertulis kepada PIHAK KEDUA apahia hondak metakukan Dekorasi
alas Tempal Usaha dengan telap memperhatikan ketentuan Pasal 6.3 Perjanjian inj;
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{. senyediakan minimal 1 (saty} buah perangkat alat pamadam kebakatan ‘yang layak
pakat dan/alau sesuai dengen standar pemadam kKebakaran yang periaky, atas biaya
PHAK KETIGA sendii dan sefanjuinya akan menjadi miik PIHAK KETIGA;

g. memakal danfatau mempergunskan Tempat Usaha dengan sebaik-baiknya défigan
‘ketentues bahwa berat beban tofal barang dagangan (furniture dan crang) yang dapat
diletakkan di dsiam Tempat Usaha tidak melebihi 250 (dua ratus lima puluh) kg/m?2.
Karusakan ales Tempat Usaha dan/atau bagian dad bangunan Tempat Usaha akibat

pelanggaran hal ini akan menjadi beben dan tanggung jawab PIHAK KETIGA
sepenuhnya;

k. menpikull dan tunduk kepada semua kKelenlugn danfatav peraturan yang diberiakuken
dart wakto ke waktu oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA sebagai pihak yang

ditunjuk oleh MIHAK PERTAMA untuk mengelola Gedung termasuk Tempal Usaha
feraebul;

i, mengunis semua periinan yang diperiukan oleh PHHAK KETIGA wiiuk dapat
menjalankan usaha pada Tempat Usaha dengan biava didanggung oleh PIHAK KETIGA
sevenuhnya;

j.  memperpanjang Suest fin Pemakaian Tempat (SIPT) setiap tahun dan memiliki Sertifikat
Hsk Pemakzian Tempal Ussha (SHPTL selama masa hak pemakaian Tempal Usaha
berangsung,

k. memperhaiki segala kerusakan dati Termpal Usaha yang diskibistkan karena pemakaian,

kesalahan danfatay kelzlaian olgh PIHAK KETIGA dengsan beban bisva PIHAK KETIGA
sendin;

. fidak menjadikan Tempat lisahia sebagat tempat hunian ataupun membiatkan Tempat
Usaha uniuk dihuni atay diadikan tempal bermslam oleh PIHAK KETIGA, karyawan
PIHAK KETEIGA, atau pihsk lain matapun juga;

m. menjage kesopanan, kesusilaan, fidak melskukan perudian, meminum minuman keras,
rmiemiskal narkolika dan obat-obatan lerlaranyg {psikolrepiks), stau melakukse tindakan-
tindakan fain sejenisnya, ataupun meiskikan tindskan-tindakan ‘fainnya yang dapat
membahayakan keselamatan iiwa seseorang g lokasi Gedung;

n. membuka usaha di Tempat Usaha sesual dengan peruntukkannya dan mengisi bafang
¢agangan sesual dengan jenis juglan yang sudah difentukan dalam Sestifikat Hak
Pemakatan Tempal Usaha {SHPTU) dan Surat ljin Pemakadan Tempal (SIPT),

Pasul ¢
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR

Yeng dimaksud dengan keadaan memaksa (forco majeuns dalam Perjanjian ini adalah
peristiwa.peristiva yang teradi di juar kekuasaan PARA PIHAK untuk memperkirakan dan
mencegahnya, termasuk namun fidek terbates pada kejadian perang, pemberontakan,
gangguan sipll, beaoana alam, hurw-hara, Kebakeran, penvbahan persturan perundang-
undangan, kebijaksanaan pemerinfeh di bidang mongter yang mengalkibatkan feradinva
penundaan alay kegagalan dalam pelaksanaan sebagisa atau gseluruh pelaksanazan
berdasarkaen Perjanjian ini ataupun menyebabkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan
kewajibannya sesual dengan Perdandian ind, ataupun Tempat Usaha berada dalam keadaan
tidak dapat ditempali atau digunakan {selanjutnya disebut "Keadaan Memaksa”).

Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa . maka pihak yang ferkena Keadasn Memaksa wajib
memberikan pemberfahuan ferulis kepada pihak lzinnya mengenal adsnya Keadaan
Memaksa. Pernberitahuan tersebut dilakukan selambat-Jambatnya 14 (empat belas) hasi
kalender setelsh terjadinya Keadaan Memsksa, Dalam hal demikiasn, PARA PIHAK akan

mengadakan pertemuan untuk mendapatkan pemecshan masalah dan jatan keluar terbaik
bagi PARA PIHAK,

iz
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3. a. Dalam hal Gaduny termasuk Tempat Usahs misak atau musnab balk gebagian atoy

seluruhinya sebagal akihat Keadaan Memsksza dan jenis-enis Keasdaan Memaksa
tersebut dilindunggt oleh sustu perusahaan asuransi sebagaimans tertuang dalam polis
asuraagi, maka PIHAK KEDUA, dengan itkad baik harus segera mengusahaken
menguius pancairan kiaim gsuranst lersebut dan segera setelah itu PIMAK PERTAMA
diwaiibkan voluk membangun Gedung dan Tempat Usaha dengan mempargunakan
yang klaim asuransi vang diperoleh, Apabila idaim asuranst yang diperotsh termyais tidak
mencukupi keseluruhan biaya yang diperiukan untuk pembangunan danfgtau perbaikan
kembali Gedung dan Tempat Usaha, maka kekurangan biaya tersebut skan ditanggung
bergama-sama oleh PIHAK KETIGA dan para pemakai tempat usaha lainnya secara
proporsianal Dalany hal PHHAK KETHEA tidek bersedia untuk mananggung kekurangan
biaya dimalksud, maka hak pemakaian Tempat Usaha menjadi batal.

o Wakiu yang diperiukan untuk membangun dasfatau memperbaiki Gedung dan Tempat
Usaha apabila teradi Keadaan Memaksa sshagaimana dimaksud dalam Pasal 83a di
alas tidak akan dipsrhitungkan ke dalam Jangka Wakt Pemakalan Tempat Usaha, dan
apabile Gedung dan Tempat Usaha tersebut sudah selesa dibangun danfatau diperbaild,

maka PIHAK KETIGA berhak uniusk meneruskan siss Jangke Wakiu Pemakaian Tempat
Uspha yang balum dipakainya,

. Apabila ternyalz jen‘s kejadien Keadean Memaksa fersebut tidak dilindungi sieh suatu
parusahaan gsufensi sebagsimang terfusng dalam poiis ssuransi, maka masing-masing
PIHAK dibebaskan dard tanggung jawab berdasakan Pedanjian ini.

Selama masa pembangunan danfstay perbaikan sebagaimana ditheksud dalam Pasal 8.3 di
atas, maks PIHAK KETIGA setuiu dan berenii uniuk bersedis ditempalkan g tempat
penampungan sementars yang ekan dissdiakan oleh PIHAK PERTAMA, dan fidak akan
menuntut PIHAK PERTAMA dan/ateu PIHAK KEDUA atas segala kerugian yang timbul dan
diderita aleh PIHAK KETIOA oleh karena teradinya Keadaan Memalisa tersebut.

Pasgal {0
PENGALIHAN DAN/AT AL PENJAMINAN HAK PEMAKAIAN ATAS TEMPAT USAHA
KEPADA PIHAK KETIGA

PIHAK KETIGA bdak diperbolehkan untuk mengalinkan danfataus menjaminkan hek
pemgkaian atas Tempat Usaha balk ssbagian maupun seluruhnya kepeda pibak [fain
sebeium sehuuh kewajiban pembayaran Harga Pemalaian Termpat Usaha dan biayabiava

lainnya yang beraitan dengan Hargs Pemekaian Tempat Usaha dilunasi oleh PIHAK
KETIGA kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK RETIGA yang hentak mengalinkan hak pemakaian atas Tempat Usasha walib untok
memenuhi kefentvanketentuan sebagai berkut

a. meagajuken permohacan tedulis tedebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk
memperoieh persetujuan terfufis dar PIMAK PERTAMA,

b, membayar biaya adminislrasi atas pengalihan hak pemakaian ates Tempsat Usaha sesuai
dengan kelenluan mengenai pengenaan biaya pengalihan ates hek gemakaian Tempal
Usaha vang berlaky ¢ PIHAK PERTAMA:

c.

relunasi sefuruh kewajiban danfatau biaya-biaya yang masih terhutang, termasuk
namun tidak iferbatas antara lain kewsiban pembayaran Bisva Pengelolaagn Pasar
{Service Charge), biaya pemakaian listrik, telepon dan air, biaya perpanjangan ataupun
pehggantian, SIPT {Sural fin Pemakaian Tempat), pembayaran premi asuransl, pajak.
pajak, dan biaya-tiaya lainnya yang ada;
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d. menanggung paisk yang Hmbud sehubungan dengan pengalihan hek per?zakbiaa azas
Tempat Usaha dan PIHAK KETIGA kepada pihak lan.

- ,’\,

3. Pengalihan hak pemakaian Tempat Ussha sab apabila seluruh ketentuan dzma&s cLaiam
Pasal 10.2 ¢i atas dipenuti oleh PIHAK KETIGA dan PIHAK PERTAMA membsmkan
parsetujuan torivlis atas pengalihan tersebut.

4. Ketentuan Pasal 10.4 ini beriaku khusus bagi PIHAK KETIGA yang () menupakan pedagang
eks kebakaran dan padagang eksisting dan {#) memperoleh Tempat Usaha yang merupakan
tempat usaha ke-1 sebagaimans disebutkan dalam Sural Penunjukkan Tempat:

a PHHAK KETIOA tidak diperkenankan untuk mengatihkan hak pemakaian atas Tempat
Usaha ke-1 {Resatu) tersebut dalam kurun wakiu 8 (lima} tahun ferhilung sejak tanggal
Berita Acara Penyerahan Fisik Tempat Usaha, Kezuali pemegang Sural Penunjukkan
Tempat untuik Terpat Usaha ke-1 {kesati} telab meninggal dunia sebelusy Burat
Penunjuikkan Tempal ity diambil oleh ahfi warls yang dibuktixan dengan sumat keterangan
dari instansi yang berwenang;

b, datam hal MHAK KETIGA tidak dapal memeanubi Rewajibas permbayaran afas Harga
Pemakaian Tempal Usaha untuk Tempat Usaha ke (kesaty} sebehum berskhimya
kewajiban PIHAK KETIGA untuk melakukan pembayaran angsuran, maka PARA PIHAK
sepakat bahwe PIHAK KETIGA skan mengembalikan hak pemakaian alas Tempat
Usasha ke 1 (kesatu) tersebut Kepada PIHAK KEDUA, dan oleh karensnya PIHAK
KEDUA skan mengembalikan selurul pembayaran yany teish diteima oleh PIHAK

KEDUA kepada PIHAK KETIGA setelah dipotong dengan pejslepsiak dan biaya-biaya
lainnya;

¢.  dzlarm hal pembayaran atas Harga Pemakaian Tempatl Usaha untuk Yempat Ussha ke-1
{kesaty) tersebul mempergunskan fasilitas keedit bank dan terdadi kemacetan
pembayargn  sebsiurm  herakhimya kewaliban PIHAK KETIGA eniuk  melakukan
pembayaran angsuran kepads bank, maka PARA PIHAK sepakat bahwa PiHAK KETIGA
wolid meagalinkan hak pemakaian alas Tempal Usaha setuk Tempat Usaha ke-1
{kesatu) tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan hsrga pengalihan sebesar Harge
Pemakatan Tempst Usaha sebagainana fercentum dojam Pasal 4 dan Lampiran |
rerjfanian ini setelah dipotong dengan pajak dan biaya-bilaya Isinnya;

d. apabils PIHAK KETIGA mslenggsr kelenluan dimaksud datam Pasal 104.a di afas,
dengan fidak mengurang! kefeniuan dimaksud dalam Pasal 10.4.h dan Pasal 1046 &
atas maks PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA atas permohonan PiHAK
KEDUA dapat membatalken hak dad PIHAK KETIGA alau pihak yang menerima
pangalihan atas hak pemakaian Tempat Usaha,

e. dalam hal terjadinya pembataian atas hak pemakaian Tempat Usaha dimaksud dalam
Pasal 10.4.d di atas, maka PIHAK KETIGA wajib mengosongkan dan menyerabkan
kembali Tempat Usaha Kepada PFIHAK PERTAMA dalam keadsan terawat dan
torpelihara sesusi dengan kelentusn Pasal 13 Pedanjian ini

5. PIHAK KETIGA berkewajiban menjamin bahwa pihiak lain yang menefima pengafihan hak
pemakaian ates Tempat Usaha funduk dan terikat pada persyaralan dan kelentuan yang
tercantum  dalam Peadanjien ini serta wafib mengikull semua ketentuan, peraturan,

persyaratan, dan prosedur yang berfaku sebagai pemwkal Tempat Ussha pada Pasar
Regionai Tanah Abang Blok A.

8. Masa hok pemakalan atas Tempat Useha yang merupakan hak dari pihak penedma
pengalihan adatah YTERBATAS pada sisa masa hak pernakaian Tempat Usaha dar PIHAK
KETHGA, dengan tetap memperhetikan setiap dan segala keterduan dalam Perjanjian ini.
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Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009




AT stk

Selama selruh keleniuan dan persysralac sebagaimzns dilentukan dalern Fasal 40
Peganjian ini belum terpenuhl, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hanya mengakui
bahwa hak pamakaian Tempst Usaha adgiah hak dari PIMAK KETIGA, sehinggs segata
kewajiban yang timbul dan Tempat Usaha lersabut adatah letap masih merupakan tanggung
jawab dan kewaiiban dar PIHAK KETIGA sepenubinya.

Pasal 41
PERJANJIAN INI BERLAKL BAGI PIHAK LAIN ATAU PENERIMA HAK
DAR] MASING-MASING PIHAK

Ketenluan  dalam  Perdanflan  ind tidek  berakbir  Gilamana  PIHAK  PERTAMA
ditkuidasifdibubarkan danfalay lanah danfatag Gadung dimana Tempat Useha lersabut
berada diivaidpingahkan/dialibkanidisita haknya baik secara bsrsama-sama atay fidak
bersama-sama kepada pihak lain, dengan demikian maka segals kelentuan dan syarat
pemakaian Tempat Usaha berdasarian Peranfian ini tetap berlaku bagl para peserima
pengalihan hak tersebut atau pihak laln sebagal penerima pengalihan hisk terakhir dari
PIHAK PERTAMA atau pemsilk sebelumnya, dan barus tungud dan mentaat selurgh
ketontuan-katentuan dan syamat-syarat dalam Perjaniian int

Ketartuan dalam Peranian int tidak berskhir bilamana PiHAK KETIGA mengalihkan Terpat
Usaha kepada pthak lain, dan olels karenanya segaia kelenluan dan syaret dalam Peganjian
ini tetap berlakis bag! sihak lain selaku pensrima pengalihan hak tersebut .

Pasat 12
BEF{AKHZRNYA PERJANSIAN

Perjaniian int berakhir dalam hal

a. habisnyz masa berlaku Sedifikat Hak Pemakaian Tempat Uisaha (SHPTY) dan Surat tiin
Pamakatan Tempat (GIPT) sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 Peraniiar inl; alay

b, dibataikannya Petanjizn ini dan/atay {sicahtz{nyé Gerifikat Hak Pemakzian Tempa!
Usaha {SHPTU} dan Surat fjin Permakaian Tempat (SIFT) oleh PIHAK PERTAMA dalam

hat terjadinva peristiwa-peristiva dimaksud dalam Pasal 4.4 atau Pasa! 5.8 alau Pasal
5.13.q atair Pasal 10.4.4d Perjaniian inl; alau

o, terjadinya sualu Keadasn Memaksa dimaksud dalam Pasat 9.4 Perdaniian ing; atay

4. sebelum berskiiirmya Jangka Wakty Pemakaiarr Tempat Usaha, PIHAK KETIGA
memutuskan Peranjian ind secara sepihak. Dalam hal demikian, maka PIHAK KETIGA
lidak dapat menyntit apagun wrmasuk menunitut pengembalian pembayaran yang telah
dibayarkan oleh PIHAK KETIGA kepads PIHAK PERTAMA danfatau PIHAK KEDUA dan
PIHAK KETIGA wajit mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempat Usaha kepada

PIHAK PERTAMA dalam keadaan terawat dan lepelihara sesual dengan ketenfuan
Pasal 13 Peranjian ini,

Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarken kelemiuan pasal 12,14, Pasal 12.1.¢. dan
Pasal 12.1.d, maka Peranjian ini berakbir pada tanggal vang tercantum dalem surat

pemberitahuan teriulis darl PIHAK PERTAMA mengsnai pembatalanfpengakhiran Peranjian
ini,

FARA PIMAK sepakal untuk mengesarmpingkan berlakunys ketentuan dalam Pasal 1286
Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran perianfian berdasarkan
Pedianjian ini, sefingga pengakhitan peranjien berdasarkan Perjaniian i dapat dilokukan
secara sah cukup dengen surat pemberitahtian secara terfulis dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KETIGA tanpa peria memparaiah kepultisan Hakim.
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Pasal 13 ' TR
PENGOSONGAN DAN PENGEMBALIAN TEMPAT USAHA

1. Dalam hal Perjanjian ini berakhic sebagaimana dimaksud dalam Pagal 3.1 junctﬁxi‘_‘g‘g{;{
1218 Poacdanjian inl, meks PIHAK KETIGA wajib mengosongkan Tempal Usaha untuk
selanjrioya mengembalikan Tempat Usahs kepade PIHAK PERTAMA selambat-lambatl 14

{empat belas} harl kalender sejak tangyal 30 Desember 2025,

2. = Dalam hal Perjanjian int beraithir sebagaimang disnaksud dalam Pasal 12.1.b atau Pasat
i2.1.d Perjanjian i, maks PIHAK KETIGA wajib mengosongkan Tempat Usaha dan
mengembalikan Tempat Usaha dalam keadaan terawal dan lerpelihara kepade PIHAK
PERTAMA selambat-larbat 7 (tujuh} hari kelender sejak tanggat yang tercanium dalam
surat pembaritahuan tertulie dari PIHAK PERTAMA mengenal pembatalanfpengakhiran
Peranjian ini

b. Apabils pada sast pengembalien, Tempat Usaha Hdek dalam keadsan ierawat dan
terpethara ataupun lerdapat kerusakan pada Tempst Usaha termasuk psrubahan
terhadap parfisi yang menemps! pada Tempat Usaha, maka PIHAK KETIGA wajib
memperbaikinyas dalam walie 10 (sepulun} had kalender terhitung sejak langgal
parakhirnya Perjaniian ini, dan apabils PIHAK KETICA tidak juga memperbaikinya datam
jongks waklu vang telsh dilentukan lersebul, muke PIHAK PERTANA atau PIHAK
KEDUA berhak untuk memperbaikinya sendiri dengan beban biaya yang sepenubnya
ditanggung cleh PIMAK KETHGA,

1. Peribnl pengosongst fersebhut, PiHAK KETIGA, dengan Perfanjlan ini. memberi kusss
kepada PIHAK PERTAMA ustuk;

a. mengosongkan dan mengeluarkan zeliap dan semua barang millkk PIHAK KETIGA
maupun milik oihak lain yang berada di daierm Tempat Ussha dengan ketentuan bahwa
_ setiap dan segaia resiko kerusaken, cacal dan/atau Rehilangan dari barang-barang yang

lardapat di dalam Tempat Usgzha adalah menjadi fanggung jawab PIHAK KETIGA
sepenubnya; i

i L L —_— s o SYET 13
o . s £ TR g e,

b menjalankan seliap dan segeta tindakan yang diperlukan agar dapat menerima kembali
Tempat Usaha dalam kedaan kasong,

‘¢, meminta bantuan kepada pihak yang berwajib,

4. Pengosongan dan pengembalien Tempal Usaha dilakukan dengun tetap tanduk dan
memperhatikan ketentuan dan peraturan yang bedaky,

5 PiHAK KETIGA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dari setiap
dan segata tuntutan, keberalan, gugatan sebagai akibat dard tndaltan pengosongan tersebut.

Pagat 14
HUKUM YANG BERLAHU DAN PENYELESAIAN SENGERETA

Perjanilan ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dangan hukum negara Republik indonesia.

2. Apabils timind perselisihan di anlara PARA PIHAK mengenal Pedaniian il berikut
perubaharinya (ke ada), maka perselisinan itu akan diselesaikan oieh PARA PIHAK dengan
jalan musyawarah bardasarken Riked baik untuk mencapai mufakat, tetapi bilamana
persetisthan  tersebut tidak  dapal disslesaikan dengen jalen  musyawarah  maka
penyelesaiannya akan disershkan kepada Pengadilan Negeri Jokarta Timur.

Pagal 15
DOMISILE

Mengenai Perjanjian ini dan ssgals akibatnya PARA PHHAK memiin tempat kedudukan hukurm
yang umum dan fidak dapat berubah di kantor Kepaniteraan Penpadiian Negeri Jakarta Timur.
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Pasal 18 = L

LAIN -~ LAIN

f. Seliap pemberiiahuan, tuntutan, permintaan, tewaran dan surat menyurat sehubungsh
dengan Peranjian ini dan komunikasi lain yang relevan wajib dilakukan secara tertulis. dan
dikirim melalui swat tercatal, facsimile, teleks, kabel atau diantar oleh kurir ke slamat
korespondeh vang teruls di bawah ini alau ke alamat yang sewakiv-wakiv diberitahukan
oteh salah saty pihak kepada pihek lainnya:

- PIHAK PERTAMA
PD. PASAR JAYA

Alamat ¢ M Pramuke Ps. Pramuka LE 1V Jakarta 13140
J Telepan 021 - 8580864, 8680421 8B6808427-29
3 Faksimii | 021 - 8580829
Up. T Direktur Utama
~  PIHAK KEDUA
BT PRIAMANAYA DJAN INTERNATICNAL

Alamal  ©  Gedung Pasar Tanah Abang Blok A, Lt 12

JI KM, Fachrudin, Tanah Abang, Jakaria Pusst
Telepon 021 -

Faksirif : 421 -

L. o Divis Hukum
- PIHAK KETIGA

Nama

Alama! o J Palmersh thars § RT . AW Paimerah | Jakarta Barat

Telepon .: D211
Faksimilt : 021 -

Apabila teradi perubahan pada alamat tersebut di atas, maka dalam wakiu selambat
lambainya 7 {ujuh} harl Kalender, pihak yang mengalemi perubahan alamat tersebut wajib
untuk memberitabukannys secara tertulis kepada pihak lginnya

2. Acuan terhadap sualu kelanluan, undang-undang alau peraturan-peraturan harus disdikan
sebagal acuen lerhadap ketentwen, undang-undang atas peraturan-peraluran forsebut
barikig perubahan dan pengyantinya yang diundangkan dari wakiu ke wakiu,

3. Dalam Pedanjian ini, penggunaan kals atav istiah yang bersifal uaggal mensakop juga
pengertian hal yang bersifat jamak dan demikian puls sebabiknya.

4. Judul Peranjian ini dao judut-judut darl fiag pasal hanvs dimaksudkan uniuk kemudahan dan
tidak dipergunakan di dalam penaisiran setiap pass! dan ayat-ayat dari Perjaniian ini.

5 Setiap dan selurub lampiran Perianian inl merupakan bagian dan saty kesatusn yang tidak
terpisahkan dart Perjanjian ini

6. Kuasa-kuasa yang telah diberikan diantara PARA PIHAK adalah kuasa-kuasa yang penting,
dan merupekan satu kesatuan dengan Perianiian i, sehingga karenanya tanpa adanya
kuasa tersebul maka Pedanjian ini idak akan dilangsungken diantara PARA PIHAK. Kuasa-
kuasa tersebul tidak berakhir karena sebali-sebab yang rmengakhiri kuasa, dan berlangsung
terus menerus hingga tercapainya maksud dari pemberian Kuasa tersebut,

7. Paranjian inl mgnggantikan dan mencakup keseluruhan kesepakatan dan janji4anji PARA
PIHAK, baik vang dibuat secara terfulis maupun iisan yang ielah ada sebelumnya dan
mamuat seluruh unghkapan dan pengertian yang ada sebelumnyz di antara PARA PIHAK
mengenal perbustan fkum i,
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8 Sesual dengan ketentuan dalam Perjanfian Kerigsama, PIBAK KEDUA diberi hak penuh =
urduk memasarkan Tempat Usaha dan mengelola bangunan Pasar Regional Tansh Abang” / .."
Blak A selams jangka waklu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, Dalah: ; 1‘ RS 4
jargka waklu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Ketjasama tersebut telah Grakhif,
PARA PIHAK sepakat bahwa Pedanjian ini berakhir bagi dan tidak lagi mengikat PIHAK
KEDUA, dan’ oleh karenanya setiap dan seluruh hak dan kewajiban PIHAK KEDUA beralit
sepenubnys kepada PINAK PERTAMA.

8. Dengan ditandatanganinya Perdanfian ini, PIHAK KETIGA beriani untuk mematuhi serta
tunduk pada sefiap dan segala ketentuan dan persturan yang berlaku dan ketentuan iain
yang akan ditetapkan kemudian olgh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA ssbagar pihak
yang diturguk pleh PIHAK PERTAMA.

10 Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembualan Peraniian ini menjadi fanggungan = » '
dan harys dibayar oleh PIHAK KETIOA,

i,
‘,._.-‘-§

P e ey Triv

DEMIKIANLAH, Perjaniian ini dibuat delam rangkap 3 (tiga} bemmateral cukup dan mempunyat k-
kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK, -

Pihak Pertama, Fihak Kedus,

Perusshaan Daerah Pasar Jaya FT Priamanaya Djan International

Tuaw LUCKY TJAHAJADIPUTEA GO * Twen LUCKY TJAHAJADIPUTRA QQ
PT. Priamanaye Djan Internationul X : :
Q0. Pernsah gan {; N 1ava PX. Primmanays Djan International
Pihak Ketiga, g |
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Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha
di Pasar Regional Tanah Abang Blok A - Jakaria

LAMPIRAN 2

Harga Pemakaian Tempai Usahs
A{ZS Nama . Lo Ve
Lantm /Log/No, LG
Harga Pemakaian Tempat Usaha . Rpo 13500000000
PPN 10 % RHp. 13.500.000.00
TOTAL Rp. 148.500.000,00
Terbilang

Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Riby Rupiah Saja

Waarmerking Nomor ; WA alain 3 {iga) rangkap)

Dibubuhkan cap dan didaftarkean dalam buku daftar yvang diadakan
Ehusus untuk keperluan i, pada hant kamis, tangga! daa pualuh
delapan, bulan Juni, tahun doa ribu tajoh (28-06-2007 j-meverr - msw e e

Jakarta, 28 Juni 2007,
Motaris df Jakaria, ’

Nyonys %\ SUDSONO, SH. MBum. MEn.

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



At ST IR A N

«W%?ﬁilmtmtsd # Mm stkﬁﬁimm 38 Apel 2084, dengan I Direksl Perasaban Daersh Passc Jays ménvgk

LN - PN
Sreanl g "%awr'@?

¥ “-w"-"z et ey LA a‘m}“.-___ el

v 001616
PASAR %ﬁAYA N

SURAT PENUNJUKKAN TENPAT
Komor, 585% -1.824 5621

mamuﬁm?m Pedagang Prsar Taneh Abang d Bangunan Elary Bk “A’ Hasf Perernajaa vang dleksanakisn pada

m;,mm&mt L
uﬁ"@rmwm D aLeiss ez

'uﬁszmw:ﬁsﬁ’fmﬁm

',Z&iammw Y Taioll ~ Wl
i nmmmmm%m

3 sy sion haran PeivEcgunan Paser (pb7) Termpat Usaba sebesar 80 % sbay sebesar Rp, ﬂmmx(maaapwm

,"mmimmm . ALOLOKS &%

1N W

: aIm&NMM?mMXH{PM deagan Hags kres Pmmapnsar{%ﬂ.

»f mm,mmsmsenwtpmm@wjmmmmmjmmmm

B mﬁmﬁms«wwmmwmmmamnm{wmm;MLWPW
Pacvikala Tampt Lissha do; Blaya Moo ssbess Rp. 1umﬂ(m&xlmp&aiunm§mmm§m%
FWMPMMTWM%

Pembey ‘_memmwﬁqumpswm?mmsz%(mpammmmmm

T ek Terpat Usaha, Baya Legabadl Peanian Peryokaion Terpst Ussha dan Biays Mabwral yang -schaifiny se

\ﬂp._ﬁ}iﬁ,ﬁtté gmpmsgxa mmmmmmmmmmmwn“m&ma Mmke

wvE

1. a«\&:‘sﬁ-‘
sabins

; ammmmm
o, m ;mmztém §62 tan s T PRIANANAYA CUAR INTERMATIONAL

/‘,.«ve

'mm&sﬁum@}mm

a Bk {dabiayy il mediouiakan Faslis Kiedit Bark) ; s g

-=b MM?W&M%mmmmwwmammwmsm}!{{,gzmbug}mmn
- wm«:xmww; AR seting butonifa mmmmwmw'rwmm

<Peiphia Tmnmwazmmm mmmmmmms@w@m :
_ mﬁw&% T
3 Felestumrrelentian bin sshagaimang ferpaniurn Salaman belokang Sural f’mﬁm k ii mum ta@u mmn tim
;wmmﬁ"’ ‘_mwm?ﬁmm?«mu H m )

- *ﬁ’enggdnaan Iiu%ng MlIIy Rosen; FH UP 2009




Perjanjian ini beriakuy sampai dengan pelunasan, dan setelah lunas
akan diganti denpan Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Ussha
yang dikeluarkan oleh PD. Pasar Jaya

PERJANJIAN PINJAM PAKAI TEMPAT USAHA
DI PASAR RE:(‘f’IONAL m%«m ABANG BLOK A JAKARTA
No L dBurandiennsititBisccsiss D evsens k2. 2005
Tanggal : . 3. H803 105 ... 2005

Perianii Pinjams  Pakai Tempat Usaha  inf  (“Perjanjian™) dibuat pada tanggal
%‘ﬁ”ﬁgﬁw e 2008, oleh dan antara:

i.  PT. PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL, suatu perseroan terbaias yang didinkan
berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalap Taman Palem Lestari Blok
0.6 No. § RT 007 BW 015, Cengkareng Jakarta Barar {selanjutnya disebut denpan “Pibak
Pertama™};, dan Cf

2. T o e W NomorKTP

beralamat i I ___

. s b - o o
w N

(selanpitnya divebut dengan “Fikak Kedua™)

Untuk selanietnya Pihak Pertama dan Piluak Kedua secarz bersama-sama akan disebul sebagsl “Para
Pihak” dan masing-masing disebut dengan “Pikak”,

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikui:

A.  BDahwe berdasarkan Akis Perianjian Kerjasama Momor 1 tertanggal 20 Oktober 2003, antara P
Pasar Jaya dan PT. Priamanayz Bisn International yang dibuat di hadapan ‘Yualita Widyadhari,
S.H, Motaris di Jskatta, Pihak Pertema merupskan pihak yang berbak atas Tempat ssaha
sebapaimana disebutkan pada huruf D di bawah ind,

B. Bashwa berdasarkas Sural Pesapan Tempat Usaha daw/atau Sural Penuniukan Tempat CSPTU ,P'
dan/fatas SPT") Noo S653/-[ Q1tf. 652 | , Pihak Kedus
telali memmesan tempat usahs kepada Pihak Pertama, dan/atau ditunjuk atss tempat usaha,

. Bahwa disebabkan Pthak Kedua belum melunasi pembayaran harga stas iempst usahs, maka Pihak
Kedua berkeinginan urduk meminjam tempat usaha tersebut dari Pihak Pertarna untuk dipakai oleh
Pihak Kedua.

D.  Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk meminjzmkan untuk dipakai oleh Pihak Kedua 1 (satu) unit
Tempat Usaha dengan rincian sebagai berikut

Lantai / Los / Nomot : L3 /6 /o359

Luas 2 S o0 M2
Jenis Usaha 3 sl — E4TI (;{?

yang ferfetak di Pasar Regional Tanah Atang Blok A, Jakarta "Tempat Usahka™L

OLEH KARENANYA, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengadakan Pegjanjian ini dengan syarat-
syarat dan ketentuan-Ketentvan sshagai berikat:

Pasal i
PINJAM PAKAL

Pihak Pertama dengan inf bersedia dan setuju untuk meminjamkan Tempat Usaha kepads Pihak Kedua
dan Pihak Kadua setuju wntuk meminjam Tempat Usaha dari Pihak Pertama, dengan persyaratan bahwa
Pihak Kedua walib untuk melaksanakan seluruh kewsadiban sesual dengan ketentuan dalam SPTU dan
dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Perjanjian ini, ¥
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Pagal 2
KEWANBAN PIRAK KEDUA

Selain yang disebutkan dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjion ini, Para Pihak sepakat hahwa Pihax
Kedua berkewajiban untuk @

2.1. merawat dan memelihara Tempat Usaha sebagaimana layaknya secrang penghuni yang batk.

2.2. membayar seluruk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemakaian Tempat Usaha sesual
dengan SPTU/SPT danfatau jadwal yg telak ditentukan atau akan ditemtukan kemudian, termasuk
namun tidak terbatas pada biaya Harpa Pemakaian Termpat Usahe, biaya listrik, telepon, air, -ervice
charge, Paiak Bumi dan Bangunan, Premi Asuransi, dan biaya-biaya yang kain timbul dar
pemakaian Tempat Lisaha dimaksud.

2.3. mempergunaken Tempat Usaha hanya ustuk melskukan vsaha sesuai dengan maksud, sifat, tujuan
dan fends usaha yang ditetapkan datam SPTU/SPT, Dalam hal Pihak Kedua ingin mempergunakan
Tempat Usaha di luar ateu selain maksud, sifat, tujuan dan jenis usaha vang diletapkan dalam

SPTU/SPT maka Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan tedfulis terfebik dahulu dari Pihak
Pertama.

2.4 Pihak Keduaz dilarang untuk berdapanp dan/atau berjualan makanan dan minuman dalam bentak

apapun juga, kecuali Tempa: Ussha tersebut peruntekkannya teleh ditetapkan oleh Pihak Pertama
sehapgat Tempat Usaha untuk berdagang danfatau berjualan makanan dan minuman,

2.5 mengasuransikan isi dari Tempal Usahz termasuek lerhadap resiko kebakaran, pamur:an dan resiko
lainnya, dengan bisya dan tanggungan das Pihak Kedua sendini,

26 tdak aksn melakukan kegiatan usaha yang ilegal atan melanggar ketentuan hukom dan perondsaeg-
undangan vaag berlaku di Republik Indonesia dsn menjamin bahwa Pihak Pertams tidak akan
metdapat funtutan apapun baik perdata atau pidans atas kegiatan Pihsk Kedua.

2.7 tidak menjadikan Tempat Usaha schagai tempat honisn atan membiarkan Tempat Usaha untuk
dihuni atau dijadikan tempat bermalam oleh Pihak Kedus, karyawan Pihsk Kedua, alau pihak lain
manapun juga,

2.8 menjaga kesopanan, kesusilaan, fidak mefakukan perjudian, meminum minuman kerss, memaka
aarikotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika), atau melakukan tindakan-tindakan lain vang
sejenis dengarn hab-hal yang telak disshutkan di atas, staupuo melskukan tindakan-indakan fainnya
yang dapat membahayakan kesslamatan jiwa seseorang di Tempat Usaha maupun di Hagkungan
sekitar Tempat Usaha.

2.9 mentasti seria tunduk pada setiap dan sclurah ketentuan, tate teetib, peraturan yang ditetapkan oleh
Pikak Pertama dan/atau PO Pasar Jaya, batk yang teniuiis maupun yang tidak terulis batk yang
sudah berlak raaupun akan ditetapkan di kemudian hari tanpa terkecuali.

2.10 Pelangparan terhadap ketentuan dalam Pasal ini oleh Pihak Kedua, maka Para Pilak sepakat bahwa
Pihek Kedua aken dikenskan sanksi pembatalan atas hak pinjam pakat dan hak ates pemakaian
Tempat Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sefuruh pembayaran yang telah diterima
oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan,
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Passl3
JANJI PIHAK KEDUA

3L

3.2

Parg Pihak eken menandatangant suatu berits acars pinjam pakai Tempat Usaha {*Berita Acara
Pigjam Pakai”). Terhitung sejak tanggal Berita Acara Pinjam Pakai, maka:

&

(Z)

Pihak Kedua telah mengetahui kondist Tempat Usahe yang akan ditempatinya dan sejak
perjanjian ini ditandatangan! berfanggung jawab penuh atas kondisi Tempat Usaha termasuk
pula atas setiap dan segala risiko darvatau kerugian yang berkaitan dengan dan/atay timbul i
Tempat Lisaha,

Scgala beban yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan penggunssn Tempat Usgha,

termasuk namun tidak ferbatas pada pajak-pajak ataupun biaya-biaya pembayaran lainnya
sebagaimana ditentukan delam Perjanjian ini menjadh tanggungan dan waiib dibayar oleh
Pihak Kadus sepenubinys,

Hargs Pemakaian t{lsaha

{1} Pihak Kedus denpan inl menyalakan dan bedanii serta mengikatkan diri untuk memenuhi

{2)

kewajibanmya dalam melekukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas Harga Pemakaion
Tempat Usaha sesuat dengan ketentuan dalam SPTUSPT,

.Apabila Pihak Kedua karena alasan spapun, sclain dikerenakan adanya Keadaan Memaksa

(Force Majewr) sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 Perjaniian ini, melakukan keterlambatan
pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha pada wakiu yang ditentukan ataupun giro/cek
yang telah diserahkan oleh Pihak Kedua kepads Pihak Pertama tidak dapat dicairkan sesuai
dengan tanpgal fatuh fompo pencairan girofcek dimaksud, maka Pihak Kedua dikenakan denda
keterlambatan pembayaran sebesar § %o (satu per mil) per hari keterlambatan dari jumlah yeng
harus &bayar, denda manz wajib dibayar oich Pihak Kedus kepada Pihek Pertama, segera dan
seketika serts lunas pada saat diminta oleh Fil.ak Periama,

{3) Apabila keterlambatan schagaimana dischutkan Pasal 3.2.(2) di atas felah berlangsung selama

50 (limm puluh) hari kalender terhitung sefak ssal seharusnya kewsiiban pembayaran
dilaksanskan, maka Pihak Kedua telah dafam keadean lalai, di mana lewatnys wakiu saja sudah
merupakan buktl yvang cukup akan kelsiaian Pihak Kedua tanpa diperiukan suatu surag
peringatan secara resmi atau suret lain yang serups dengan itu, maka saat ini dan untuk nanti
pada wakiunys, dengan ini Pare Pihak gepakat bahwa dengan tidak mengurangi kewaiiban
Pihak Kedua untuk membayar biaye-bisys yang ferhutang maupun denda-denda yang wsiib
dibayarkan maka hak pinjam pakai dan hek pemakaian Tempat Usaha disepakati menjadi batal
dan tidek mempunyai kekuatan hukam lagi, dan seluruh pembayaran yang felah diterima oleh
Pihiak Pertama dari Pihak Kedua tidak depat dikembalikan.
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3.3

Seligih Luas Tempat Usaha

Sebagaimana ditetapkan dalam SPTU, setiap kelebihan atau kekurangan dari luas Tempat Usaha
pada saal pengukuran akan mengakibatkan masing-masing Pihak membavar selisih harga atas
kelebihan atau kekurangan dari luas Tempat Usaha tersebut,

Namun demikian dalam pelaksanaannys, demi kepentingan bersama, cfisiensi sera wnstuk
menghindari penambahan beban biaya yang hanw dibayar oleh Pihak Kedua apabils terdapat
kelebihan juas Tempat Usaha yang diterima, maka apabila pada saat Berita Acara Pirgam Pakai
Tempat Usahs ditandatangani, termyata terdapat kelebihan alan kekurangan atas luas Ternpat Usaha
yang diterima sampai dengan 5% (lima persen duri Luas Awal vang ditetapkan dalam SPTL, Pars
Pihak setuiu dan sepakal untuk membebaskan masing-masing pihak dari kewajiban untuk
membayar sehisih hargs atas kelebihan atau kekurangan dari lvas Tempat Usaha yang diterima
tersebut. Misalnya terjadi kelebihan / kekurangan luas sebesar 8% (delapan persen), maka yang akan
diadakan perhitungan hanya yang 3% (tiga persen).

Kecaali mengenal penctapan harga per meter persegi dalam BPTU yang tetap beriaku, maka
keterstuzarn selisih luas dalam Perjaniian Piajam Pakal ini membatatkan ketentuan tertang
perhifungsn selisib luas dalane SPTU,

(1} Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan benjanii serta mengikatkan dirl upluk memenubi
kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Pikak Pertama atas Bisya Pengelolaan
Pasar (Service Charge} secera bulanan pada setiap tanggatl | (5atu) stau selambat-lambatriva
pada tanggal 10 (sepuiuh) setiap bulanaya. Besarnyz Bizya Penpelolaan Pasar (Service
Charge) skan ditentukan oleh Pihak Pertama dan Pihak Pedama berhak sewakin-wakiu untuk
merubah sesual dengan perkembangan,

{2) Apsbila jangka wakio scbagaimana disebutkan dalam Pasal 3.4.(1) di atas telah lewst, maka
Pihak Kedua dikenskan denda sebessr 1%o (satu per mily per hari dari jumlah yang harus
dibayarkan t(erhitung seiak tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut dengan ietap
memperhatikan ketentuan Pasal 3.4.(3) di bawah inl.

{3y Dalam hal kewaiiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3.4.62) di atas belum dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan/atau belum diterima Pihak Pertama
dalam waktu 30 {tiga puluh) hari kaleneder, dengan tidak mengurangt kewajiban Pihak Kedua
wtuk membayar denda yang diwajibkan, maka atas Tempal Usaba tersebul, Pihak Pertama
berhak untuk memubskan/mematikan seluruh fasifitas yang ada pada Tempat Usaha dan
melakukan penutupan sementara atas Tempat Usaha, dengan ketentuan didahuiut 3 (tiga) kali
surat peringatan dari Pihak Pertama kepads Pihak Kedua, dengan tenggang wakte masing-
masing surat peringatan tersebut adalah 7 {tujub} hari kalender, yang jangka wakiu dar
selurch surat peringatan tersebud adalah tetap merupakan bagian atau termasuk datam wakiu
30 {tiga puluhj hari kalgnder tersebut. Apabila Pihak Kedua telah melakukan tunggakan atas
kewsiiban tersebut selama 3 (tiga) keli pembayaran dengan tidak mengurangi kewajiban
Pihak Kedua untuk membayar biaya-biaye yang terhutang mavpun denda-denda yang wajib
dibayarkan, maka dengan ini Para Pihak sepakat behwa hek pinjam pakai dan hak pemakaian
Tempat Usaha disepakati meniadi batal dan tidak mempunyai kekustan hukum lagi dan
seluruh pembayaran yang telah diterima oleh Pihak Pertarma dari Pihak Kedua Gdak dapal
dikembalikan,
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3.5 Fasilitas Telepon dan Listrik

(1) Pihak Kedua dengan ini meayataken dan berianfi seriz mengikatkan dirf untuk memenuhi
kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Pihak Periama atas biaya penyambungan
dan permnakaian tetepon dan listrik dengan sistern pembayaran khusus sesual yang diatur dalam
ketentuan Tata Tertib Pemakaian Tempat Usaha. Unink fasilitas telepon dan listrik ind, Pihak
Kedua akan menggunakan alat kwh meter/kartu meter listrik untul listrik dan pesawal telepon
khusus untuk telepon.

{2} Sechubungan dengan penggunaan fasilitas listrik dan telepon oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua
dengan ini menyatakan dan berjanit serta mengikatkan diri yntuk tunduk dan akan mematuhi
seliap dan seluruh ketentuan seria atoran mengenal berlangganan/pemakaian listrik dan
telepon yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Biok A sebagaimana yang ditetapkan -
dari wakiu ke waktu oleh Pihak Pertaina atau pthak lain yang ditunjuk oleh Pihak Perlarna
terhitunyg sejak Pihak Kedua mulal mengaktifian fasilitas listrik dan telepon di Tempat Usaba
untuk pertama kalinya dan selams Pihak Kedua masth mengpunakan fasilitas fistrik dan
wwiepon di Termpat Usaha.

346 Pembukaan Tempat Usaha

{1} Pihak Kedua dengan ini menyatskan dan berjanfi certa menpiketkan dirf bahwa Pihak Kedua
wallb untuk menjatankan usaha di Tempat Usaha paiing lambat 60 {enam puluh) hari kalender
terhitung sejak tanggal | Juli 2005

{2) Bahwa psmbukaan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.0 (1) di ates wajib sesuai
dengan jemis usaha yang dimaksud dalam ayat D bagian Pendahuloan Peianjian ini.

(3) Apabila setelsh lewatnya waktu 60 {enam puluh) hari kalender dimaksud dalam Pasal 3.6 {1)
Gi atas temyala Pihek Kodua masih belom membuka usshanya, meka desgan (idak
mengurang: kewajiban FPihak Kedua untek membayar setiap dan selursh kewajiban
pembayaran berdasarkan Perjanjian ini, maka Fihsk Kedua dengan ind setuju dan sepakat
memberikan hak kepada Pihak Pertama untuk menyewakan Tempat Ussba kepada pihak
ketiga lainnya untuk jangka wakiy sewa selama 1 {satu] tahun maksimal 2 (dua) tabun,
dengan Ketentuap sews menyewa yang akan ditelapkan sepenuhnys oleh Pihek Pertama.
Adapun vang sewa dari pihak keligs yang menyewa tarselag akan discrabkan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua setelah dipotong dengan biaya-biaya dan. paisk-paisk yang
lazim ditetapkan kepada para Pemakat Tempat Usaha i Pasar Regional Tanah Abang Blok A,

3.7 Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3.2.(3), 3.4.(3) di atas, Pihak Kedua wajib mengosongkan dan
menysrahkan kembali Tempat Usaha kepada Pihak Pertama dalam keadaan (erawst dan terpelibara
sesual dengan ketentuan Pasal 9 Peranjian ini,

Pazal 4
MASA PEMELIHARAAN

4.1. Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4.3, 4f bawah ini, Pihak Kedua berhak atas perbaikan
konstruksi ruang tempat usaha selama 14 (empat belas) hari kalender {*Masa Jaminan Konstruksi
Rusng Tempat Usaha” atau “Masa Pemeliharean®), terhitung sejak ditandatanganinya Perj anjtan ini
di mana perbaikan tersebut hanya berlaku satu kali,
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42.

4.3,

4.4,

Pihak Pertama akan melakukan perbaikan atas kerusakan-kerusakan konstruksi Ruang Tempat
Usaha, berdasarkan pengaduan-pengaduan deri Pibak Keduaz selama dalam Masa Jaminan
Konstruksi Ruang Tempat Usaha atau Masa Pemeliharaan,

Apabila kerusakan-kerusakan tersebut diakibatkan ofeh kesslahan/kecsrobohan Pihak Kedua atau
pibak-pthak lain yang ditunjuk cleh Pihak Kedua, maka kerusakan-kerusakan tersebit menjadi
tanggung jawab Pihak Kedua sepenvhoya dan Pibak Kedua wajib entuk menanggung dan
mengganti seluruh bizys yang akan dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk memperbaiki kerusakan
tersebud.

Dalam hal kewajiban Pihak Kedua unwk menanggung dan mengganti seluruh biaya vang
dikeluarkan oleh Piliak Pertama sebagaimana dimaksed dalam Pazal 4.3, di atas belem dilaksanakan
steh Pihak Kedos dan/atau penggantian biaya belum diterima oleh Pihak Pertama dard Fihak Kedua
dalam waktu 14 {empat belas) hari kalender sejak Pibak Pertama menyerablkan tagihan {nvoice)
sehubungan dengan penggantian biaya tersebut i atas kepada Pihak Kedoa, dengan tidak
mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk tetap membayar Harga Pemakaian Tempal Usaha, Biaya
Pengelolaan Pasar (Service Charge), denda-denda dan bilaya-biaya lain yang wajib dibavar oleh
Pihak Kedus kepada Pihek Pertama sehubungan denpan pemakaian Tempat Usaha oleh Pihak
Kedua, maka Fihak Pertama berhak untuk memutuskan/mematikan seluruh fasifitag yang ada pada
Tempat Usahs dan/atan melakukan penutupan sementara atas Tempat Usaha, dengao ketentosn

" didahului surat peringatan dass Pibak Pertama kepada Pihiak Kedua

Apabila kewajiban Pihak Kedua untuk menangsung dan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan
oleh Pihgk Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.3, di atas belum juga dilaksanakan oleh
Pihak Kedusz danfatau penggantian biaya tersebut belum juga diterima oleh Pihak Pertama dari
Pihak Kedua dalam wakto 60 {enam puluh) hart kelender sejak Pihak Perlama menyerabkan tagihan
{invoice) sehubungan dengan penggantian biaya tersebut di atas kepada Plhak Kedus, dengan tidak
mengurangi kewaliban Pihak Kedua untek membayar kepada Pihak Periama seluruh biaya-biaya
yang terhutang maupun denda-denda yang wajib dibayarkan, maka dengan ini Pars Pihisk sepakat
bahwa bahwa hak pinjam pakai dan hak pemakaian Tempat Usaha disepakati menjadi batal dan
fidak mempunyai kekuaian hukum lagh dan seluruh pembayaran yang telah dilerima oleh Pihak
Pertama dari Pihak Kedus tidak dapat dikembalikan, Sehubungan dengen haf tersebut, Pihak Kedua
wajib mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempat Usaha kepads Pihak Pertama dalam
keadaan terawat dan terpelibara sesuai dengan ketentuan Pasal § Perianiian ini.

Pasal 5

PELUNASAN

5.1

5.2

3.3,

Apabila selureh kewajiban pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha telah ditunast oleh Pihak
Kedua kepads Pihak Pertama dan selurub persyaratan administratif atas Tempat Usaha telah
lengkap, maks akan dilakukan Sersh Terima Fisik Tempat Usaha berdasarkan alas hak Sertifikat
Hak Pemakaian Terpat Usahs ("SHPTU”),

Pihak Kedua wajib untuk membayar dan melunasi seluruh biaya yang dipertukan untuk pengurusan
SHPTU tersebut kepada Pihak Pertama.

Dalams hal tefah dilunasinya selurub kewajiban pembayaran Harga Pemakaian Tempat Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1, di stes, maka Pihak Kedua dan Pihsk Pertama akan
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menandatangani suatu Perjanjian Pemakalan Tempat Usaha (PPTU) yang akan memberikan hak
kepada Pihak Kedus untuk memakai Tempat Usahe paling lama 20 {dus pulub) tahun sesual
ketentuan yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Blok A, di mana dengan ditandatanganinya
Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha tersebut, maka Perjaniian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Pasgl &

LARANGAN

8.1,

€2

Pikak Kedua berjanji bahwa selamz masa peminjaman Tempat Usaha berdasarkan Perjaniian ini,
Pitak Kedua tidak diperkenankan untuic

{1} Merubah konstruksi Tempat Usaha dan/atau merubabimerenovasi bentuk Tempat Usaha
dan/atau merusak jaringan Hstrik dan telepon termasuk perangkat-peranpgkatnya dan/atau;

{23 Menambah luss bangunan; dawistaw

{3} Menyewskan / meminjampakaikan kembali / mengontrakkan 7 mengalihkan Tenmpat Uszha
kepada pibak lain tanpa memperoieh fjin tertulis teriebib dahulu dari Pihak Perama,

Dalam hal Pihak Kedua meiakuekan pelanggaman terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal
6.1 di atas, maka Para Pihak sepakat bahwa hak pinjam pakai dan hak pemzkaian Tempat Usahia

" menjadi bafal dan karenanya Pihak Pertama memiliki hak sepenubnys untuk menjual atau

menyewakan kerabali Tempat Ussha kepada piliek lain, dan seluruh pembayaran yang telah
diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua tidak dapat dikembalikan. Sehubungan dengaa hal
tersebut, Pihak Kedus walib mengosongkan dan menyerahkan kembali Tempst Usaha kepada Pihak
Pertama dalam keadaan terawat dan terpelibara sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Perjanjian ind,

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR}

7.1

7.2

Yang dimaksud dengsn keadaan memakss {force majewr) dalam Petjanjian ini adalah peristiwa-
peristiva yang terjadi i fuar kekuasann Para Pihak untuk memperkirakan dan mencegahnya, seperti
perang, kebakaran atau bencana alam di bangunan pasar yang berada di luar batas kekuagaan Para
Pihak yang secara langsung mengakibatkan terjadinya penundaan atau kegagalan dalam
pelaksanaan sebagian atau selurph pelaksanaan berdasarkan Perianiian ind ataupun secars langsung
menychabkan Pama Pihak tidak dapat melaksanakan kewalibannya sesuai dengan Perianiian ini,
ataupun yang secara fangsung mengakibatkan Tempat Usaha berada dalam keadaan tidak dapat
ditempati atau digunakan (selanjuinya disebut “Keadaan Memaksa”).

Dalamn hal teriadi Keadaan Memaksa, maka Pibak yang terkena Keadaan Memaksa wajib
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihok lainnya mengenat adanya Ksadaan Memaksa.
Pemberitahuan fersebut dilakukan selambat-lambatayas 14 (cmpst belas) hari kalender setelah
tedadinya Keadaan Memaksa, Dalam hal demikian, Pars Pihak akan mengadakan pertemuan untuk
mendapatkan pemecahan masalah dan jaian keluar terbaik bagi Para Pihak.

Passl B
PENGAKHIRAN

8.1.

Pihak Pertama mempunyai hak yang tidak dapat ditarik kembali untuk sewsakt-wakin mengakhiti
Perianiian ini sesual dengan sifat pinjam pakai, apabila Pihak Kedua (idak menjalankan kewajiban
danfatau melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan Perjaniian ini,

&

7
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83,

8.4,

8.3

Pagn

Perjanjian ini dapat pula berakhir dalam hal:

{1} diputuskannys Pedaniian ini dalam hal tegadinya peristiva-peristiva dimaksud dalam Pasal
2.10 atay Pasal 3.2.03) ateu 3.4.03) atau Pasal 4.4 atau Passl 6.2 Perjanjian inf; atau

{2} Jdiandatanganiays Pedaniian Pemakaian Tempat Ussha sechagaimana dimaksud dalam Pasal
5.3 Perjergian ini; atan

{3) tedadinya suatu Keadaan Memaksa dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini; alan

{4) Lkesepakatan Pars Pihak.

Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 8.2.(1) di atas, maka Perjanjian ini
berakhir pada tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis dari Pibak Pertama
miengenai pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini dan Para Pihak sepakat bahwa Pilak Pertama
mempuriyai hak dan kewenangan sepenuhnya untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dan
karenanya Pihak Pertama memiliki hak sepenuhnya untuk menjual atau menyewakan kembali
Tempat Ussha kepada pihak lain serta seluruh pembayaran yang telat diterima oleh Pibak Pertama
dari Pihak Kedua tidak dapat dikermnbalikan, den sehubungan dengan ha! tersebut maka Pihak Kedua
dengan ini membebaskan dan tidak akan melakuken tuntutan berupa apapun juga kepada Pihak
Pertams, apabite Pibak Pertama melakukan pemutusan Perjanjian ini secare sepihak.

Dalam hal pengelkhiran Perjaniian berdaserkan ketentuan Pasal B.2.{3) atsu Pazal B.2.08) di atas,
maka Perjaniian ini berakhic pada tangge! yang tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis dar
Pihak Periama mengensi pembalalan/pengekhiran Peganjian ini.

Para Pihak sepakat untuk mengesarapingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-
undang Hukum Perdats terhadep pengskhiran perienjian berdasarkan Perdaniisn in, sehingea
pengakhiran perianjian berdasarkan Perjaniian ind dapat dilakukan secara sah cukup dengen surat
pemberitahuan secars tertulls @upa periv memperoleh keputusan Hakim.

PENGOSONGAN DAN PENGEMBALIAN TEMPAT USAHA

9.1

9.2

{1} Sechubungan dengan ketentuan Pasal 2.10 dan 3.2.(3) dan 3.4.{3) dan Pasal 4.4 dan Pasal 6.2
Perjanjian ini, maka Pibak Kedus walib mengosongkan Tempat Usaha dare mengembalikan
Tempat Usahe dalem keadaan terawat dan terpelihara kepada Pihak Pertama selambat-lambat
7 (tujuh) hasi kalender sejak tanggal yang tercantum dalam surat pemberitahuan tertulis dard
Piliak Pertama mengenai pembatalan/pengskhiren Perjanjian ini.

{2) Apabila pada saat pengembalian, Tempat Usaha tidek dalam keadaan terawat dan terpelihara
ataupun terdapat kerusakan pada Tempat Usaha termasuk perubahan terhadap partisi yang
menempel pada Tempat Usahs, maka Pihak Kedus wajib memperbaikinya dalam waktu 10
(sepulub) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjenjian ini, dan apabila Pihak Kedua
tidak juge memperbaikinye dalam jangka wektu yang telah ditentukan tersebut, maks Pihek
Pertama berhak umtuk memperbaikinya sendirl dengan beban biaya yang sepenulinya
ditanpgung oleh Pihak Kedua.

Perihal pengosongan tersebut, Pihak Kedua, dengen Perjanjian ini, tnember] kuasa yang tidak dapat
ditarik kembali kepuada Pihak Pertama untek:
#

8
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{1} mengosongkan dan mengeluarkan setisp dan semug barang milik Pibak Kedua maupun milik
pihak lain yang berada di dalam Tempat Usaha dengan ketentuan bahwa setiap dan segala
resiko kerusakan, cacat danfatau kehilangan dari barang-barang yang terdspat di dalam
Tempat Usaha adalah menjadi tanggung jewab Pihak Kedua sepenubmys;

{2} menjalankan setiap dan segslz tindakan yang diperlukan agar dapat menerima kembali
Tempat Usaha dalam kedaan kosong, terawat dan terpelihara;

{3) meminta bantuan kepada pihak yang berwajib.

9.3 Pengosongsn dan pengembalian Tempat Usahe dilekuken dengsn tetep tunduk dan memperhatikan
ketentuan dan peraturan yang berisku,

9.4 Pihak Kadua dengan ini membebaskan Pihak Pertama dari setiap dan segala tuntutan, keberatan,
gugatan sebagai akibat dari tindakan pengosongse tersebut,

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

10.1. Setiap pemberitabuan atau segals bentuk Romunikasi kainnys yang diisyeratkan & datam Perjanjian
ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat fercatat, kurir, faksimili, atay
teleks kepada Para Pihak dengan alamat sebagal berikut

Jika kepada Pihak Pertans

U.p. - 3 Direksi
Alprmat : Jalan Talang No. 3, Prokiamasi, Jekarta Pusat
Telepon 3 21 - 3100768
Faksimili : 421 - 3100767 7021 - 39895083

ika da Piha ua
U.p.
Alsmag
Telepon : Rumah HP

- Toko Kantor

Pemberitahuan dianggap diterima;

{1} padatanggal penerimaan, jika dikirim melalui kurir (ekspedisi); danfatay
{23 7 Qujuh} hari kelender setelsh tanggal penpirimannys, jike dikirim melalyi pos tercatat;
dan/atay

- (3) pada hayi pengirimannys, jika dikirim melshol telex stau faksimili,

Setiap perpindaban slamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lsinnys selambat.
fembatnya 7 {tujub) hari kalender selak saat kepindahan tersebut, Segala resike yang timbul akibat
perpindahan alamat yang tidak diberitahuken secara tertulis menjadi tanggung jawab pihek yang
pindah alamat tanpa pembsritahuan teriulis,

10,2 Semua blaye-bisya dan ongkos yang harus dibayar sehubungan dengen pembuaten den pelaksanaan
Perdanjian ini wajib ditanggung dan dibayar oleh Pihiek Kedua,
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16.3. Kussa-kuasa vang feleh diberikan diantara Para Pihak adalah kussa-kuasa yang penting, dan
merupakan satu kesatuan dengan Perjaniian ini, schingga karenanya fanpa adanya kuass tersebut
maks Perjaniian ini tidak akan dilangsungkan diantara Para Pihak. Kussa-kuasa tersebut tidak
berakhir karene sebab.sebab yang mengekhiri kuasa, dse berlangsung terus mensrus hingge
tercapainya maksud dari pemberian kuasa tersebut,

10.4. (1} Para Pihak sepakat dan setuju bahwa Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum negars
- Republik Indenesia,

{2) Parz Pihak sepakst dan setuiv untuk mersyelesaikan perselisihan danfatau sengkets yang timbul
atas pelaksanaan Pedanjian ini dengan cara musyawanh dan mufakat dengan berpedoman pada
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. Dalam hal penyelesalan secara musyawarah dan
mufakat tidak tercepai, maka Para Pihak sepakat dan sstuju upiuk menyelesaiken melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, derikian dengan tidak mengurangl hak Para Plhak untuk
memohon pelaksanuan/eksekusi darl Perjaniian ini atau mengaiukan tuntutan hukum terhadap
salah satu Pihok berdasarken Perjanjian inl melalvi penpadilan-pengadilan negeri lainnya
maupun pengadilan-pengadilan lainnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia,

BEMIKIAN Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani oleh Para Pihak di atas kertas
bermaterat cukup pada tanggal scbagaimana tercantum pada awal Perjonjian ini sebagai tanda perselujuan
dan sahnya Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukurm yang sama uniuk masing-masing Pihak

Pibsak Pertama, FPihak Kednn,
PT. Prigmanayz Djan irgemational Pemakai Tempat Usaha
e
1 1] T
Nama® : Priva Djan Nama!
Jabatan ; General Manager
i
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PROPERTY BIVIEIONR

BERITA ACARA PENGUKURAN TEMPAT USAHA

No:763/8AP/PDL/MD/PDL/VILI/2005

Berita Acara Pengukuran Tempat Usahs {"Berita Acara®} ini dibuat pada hari int Raba, tanggal 3
khulan # tahun 2005 puku! 34, bertempar di Pasar Regional Tanah Abang Slek A, JL
Fachruddin, Jakarta Pusat, sehubungan dengan pengukuran atas 1 {satu) unit tempat vsaha
yang akan disebutkan di bawah inh:

Berita Acara ini dibuat oleh dan antara:

1. FY. PRIAMANAYA DIAN INTERNATIONAL, beralamat di Taman Palem Lastari Blok

2.6 o, & RT. GO7 RW, 015 Cengkareny Baral, Jakarta Barat (selaniutnys disebut
dengan “Pihak Pertama™}; dan

Baralamat di: . ) 5 .
Alamat Surat Menyurat: o i T Y N

Mo, Telp B 8P 4 1 . Py Y
{selaniutnys disebust dengan *Pihak Kadua'}

Dangan Ini kedues beiph pibak teish melakukan pengukuran di lokasi Unit Tempat Usaha dan
menerima dengan hasil sebagat barikut:

Lantad : L3

Log x G
Mamor g 055
Luas Efektif Tempat Usahs ; 4.99m2

{Bardasarkan pengukuran ppangan dari AS dinding ke AS dinding, dengan keterangan
sesudi dalam form Check List Pinfam Fakal & Pengukuran Tempst Usahs No.
FE3/CLAPDE/ MO T 72005}

Ketenfuan-ketentuan sehubungsn dengan hasil pengukuran di atas adalah sebagsai berikut:

i

Hasi! pengukuran atau Luas £fekiif Tempat Usahz tersebut merspakan luas yang menjadi
dasar dari setiap pengenaan biaya-biava kspada Pihak Kedua atas Tempat Usaha termasuk
narmun tidak terbatas pada pembayaran Harga Pemakaisn Tempat Usaha, pembavaran
Biava Pepgelolaan Pasar (Service Charae), bisya Paiak Bumi dan Bangunan, pembavaran
premi asirans.

Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan atas tuas Efeldif Tempat Usaha sampal dengan
5% {lima persen)} dari kuas vang fercantum dalam Surat Penunjukan Tempat ateu Surat
Pezanan Tempat Usaha, maka Para Pihak setuju dan sepakat untuk membebaskan masing-
masing pihalkk dari kewajiban untuk membavar selisih harga atas

Halzman § dari 2 kal.
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pt.priamanaya

PRUOFERR2Y DIVISION

kefebihan  atau  kekursngan  dord Luas  Efektif  Tempat  Usaha., Misalnya  terjads
kelebthan/kekurangan  luas sebesar 6% {enam persen), maka vyang akan diadakan
perhitungan hanva yang 1% (satu persen).

3. Apabila leriadi perbedaan jvas tersebul 4t atas dengan huas vang sebenarnys setelah
difakukan pengukuran ulang, maka Pihak Pertama berhak meiakukan perubahan atas luas
Efeklif Ternpal Usaha tersebut di atas.

PDernikian Berita Acars Pemguburan ”i’a_mpat Usaha ind dibuat dan (sigh disetujui oleh kedua
bekah pihak. ‘

Pihak Partama, - Pinak Kedus,
PT. PRIAMANAYA DIAN INTERRATIONAL

ty i

/

MNama  : Prive Dian Nama: |
Jabatan @ General Manager

CC 1 1, Peminjam Tempat Usaha
2. Marketing - PDI
3. Finance - PDI
4, Flnange - K

Generated 8t 93~80g-2008 L4:33:08 from workstation: 1592.158.5.214 and seover: SERVER under wsernsme: Mawar
Halzman 2 dari 2 hal,
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pt priamanaya 802312

PROUPERATY DIVIGSIOX

BERITA ACARA PINJAM PAKAI TEMPAT USAHA

No:763/BAPP/PDL/MU/PDL/VIII/2005

Berita Acara Pirdam Pakai Tempat Usaha ("Berita Acara”) ini dibuat pada hati ini Rabu, tanggat 3
bulan 8 tahun 20085 soukal 14, bertempat i Pasar Regional Tanab Abang Bilok A, I,
Fachrudin, Jakarta Pusat, sehubungan dengan pinjam pakad atas 1 (satu) unit tempat usaha
yang akan disebutkan di bawah inf;

Berita Acars i dibuat oleh dan antara:

1. PY. PRIAMANAYA DIAN INTERNATIONAL, berslamat di Taman Palem lestari 8lok
0.6 no. 8 RY. 007 RW, 018 Cengitareny Barat, Jakarts Barat (seieniuinya disebul -
dengan “Pihkak Pertama®}; dan

Beralarsat dit |
Alamat Surat Menyurat: T

No, Teip & HP: ., i A L
{selasiutnya disebut dengan "Pllsak Kedua™)

Para pihak dengan ini sspalat ustide pinjarn palkai 1 {satu) unit termpat usaba di Pasar Regional
Tanah Abang Rlok A dengan ketentuan-katenivan sebagai berikut;

1. Hhek Pertams dengan ini memindamkan kepads Pihak Kedua 1 {satu) unit Eerapat usaba
dengan rincian sebagal barikuty

Lantai : fla]

Los ]

Nomor

Lusay :4.99m2 {sesuai ketentuan Berita Acara Pengukuran Tempat Usaha)

Jumlah dund 2 B4
Jenis Usaha : Fashion

yang terletak di Pasar Regional Tanah Abang Biok A :

£, Para Pihak telsh memeriksa bahwa fzmpat usaha yang akan dipinjam pekai oleh Pitak
Kedua adalah dalam  keadsan baik dan sesusi dengan spesifikesi tempat usaha
sehagaimang dalgm Form Checke List Pinjam Pakai 8 Pengukuran Tempat Usahs No.
FEI/CLAPLMD/VEL 3005,

3. Masa pameliharaan berlaku selama 14 {empat belas) hari seiak dltandatanganinya Berita
Acarg inl. Selama masa pemeliharazn, Pihak Kedua Hdak diperkenankarn untuk mengadakan
perubahan bangunan dalam bentuk apapunt, Apabila tedadi penambahan/perubahan atas
tempat useha sebelum berakidrave masa pemetiharaan di atas, maka faminas selama masa
pemeltharaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 meniadi tidak berlake.

Hadamnan 1da 2 hal
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4.

10.

Selama masa pemeliharaan dimaksud dalam butir 3 di atas, Pihak Pertama hanya
bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan
konstruksi, sedangkan kerusakan vyang bukan diakibatkan oleh kesalahan konstruksi
menjadi tanggung jawab dan resiko Pihak Kedua.

Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pinjam pakai tempat usaha setelah
ditandatanganinya Berita Acara ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya,
termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemakaian listrik, air, telepon, Pajak Bumi dan
Bangunan, Service Charge dan biaya-biaya lainnya.

Segala dekorasi, perombakan dan perubahan yang dilakukan terhadap tempat usaha dapat
dilakukan setelah mengadakan konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari bagian Custoemer Service dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. _
Pihak Kedua menyetujui bahwa peruntukan atas tempat usaha harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha. Apabila Pihak Kedua akan
mengubah jenis usaha, harus mendapatkan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dari Pihak Pertama. .

Pihak Kedua menyetujui bahwa pinjam pakai tempat usaha ini harus tunduk kepada
Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha yang ditandatangani oleh Pihak Kedua dan Pihak
Pertama, termasuk pula kepada seluruh ketentuan, peraturan, tata tertib yang berlaku di
Pasar Regional Tanah Abang Blok A.

Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama berhak untuk menarik kembali tempat usaha
apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban pembayaran sehubungan dengan tempat
usaha dan atau apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
yang berlaku di Pasar Regional Tanah Abang Blok A.

Apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas tempat usaha dan
telah dipenuhinya persyaratan administratif sehubungan dengan tempat usaha, akan
dilaksanzkan Berita Acara Penyerahan Fisik Tempat Usaha.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Pihak Pertama, Pihak Kedua,

PT. PRIAMANAYA DJAN INTERNATIONAL (\

A
~

Nama : Priya Djan Nama: 7 °
Jabatan : General Manager

CC : 1. Peminjam Tempat Usaha

2. Marketing

Generated at: 03-Aug-2005 14:33:08 from workstation: 192,168.5.214 and server: SERVER under username: Mawar

Halaman 2 darl 2 hal.
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PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS
DI PASAR REGIONAL TANAH ABANG BLOK A

Perjanjian ini dibuat pada tanggal 30 dxtos 2006 , slgh dan antara :

f. Dama e mtvaae e Pheraeant seame it g nnatr b an st resnmntesermneys bmmms sy ans Tonsn
Ajamal : + e st A B iy e aam i s
No. KTP e S eree e T e vt nes e ne BB s ete S b ne s peae s suns .
No. TIPFHP 0 it s

uptuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama®.

P, Priamanaya Dian Intemational, berkedudukan i Ji. Taman Palesn Leswari Biek D6 RURw
007/015 Cengkareng Iakarta Barat, dalam hal int diwakiii oich Bapak Priva Disn, dalam jabatannya
sebagai Oeneral Manager persercan, oleh karenanys sah berntindak untuk dan atas nama perseroan,
untuk selanjutnys disebut *Pihak Kedua™

Untuk selanjutnya Pihak Perfama dan Pibak Kedus secara bersama-sama digebut “Para Pihak”, dan
masing-masing disebut “Pihak”.

Para Pihak teriebih dahulu menerangkan Bal-hal sebagaf berikut:

a.  DBahwa Pihak Pertama adalah pemilik hak atas Kios yang terletak di Pasar Tanah Abang Bisk A
dengan nomor Jokasi kKios sebagaimana tersebut di bawah,

5. Bshwa Pihak Perfama bermaksud menyewakan kios tersebut kepada Pihak Kedua dan Pthak Kedua
getuju untuk mengrima sewd atas Kios tersebut.

Selanjutnys Para Pihak menyatakan sepakat dan setuju uolok membuat Perjanjian Sewa Menyewsa ini
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasai 1
Obyek Sewa Menvewa
Lantai : iz
Los s 6 -
Nomor : -
iuas " M2

dengan keadaan fisik dan kondisi kies sebagaimana dalam form check list yang merupakan sat kesatuan
tidak terpisabkan dari Perjanjias ini (sclaajutnys disebut “Kios™),
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Pasal 2
zekorast

Pihak Keduoa berhak melakukan dekorasi atas Kios denpan biaya dan beban dari Pihak Kedua.

Hasil atas dekorasi vang telah dilakukan oleh Pihak Kedua wmenjadi milik dan Pihak Kedua
sehingpa hasi! dekorasi tidak ikut diserahkan kepada Pihak Pertama pada saat jangka waktu sawa
berakhir.

Jangks waktu sewa agalah 3

Selama jangka wakiu sewa, Pihak Kedua berhak/diperboichkan menyewakan kembati/mengatihkan
hak sewa/memindabkan hak sewa (over sewa) Kios kepada pihak lainnya baik sebagian rnaupun
selurubnya tanpa diperiukan persetujuan apapun dari Pihak Pertama dan hasil dari sewa
kemili/over sewy tersebid sepenubrniva adaiah bak datd Pihak Kedua.

Pasal 4
Uang Sews dan Jadwal Panbaysran

Uang Sewa uniuk jangka waltu sewa adalah gebesar Rp 15,585 857 - {Lima Belas Juta Lima Ratus
Sembilasy Pulub Liena Ribu Lima Ralus Litma Pufub Tujul: Rupiah)

Uang Sewa akan dibayarkan oleh Pihak Kedua dengan menyerahkan giro kepada Pihzk Penama
daiam jangka waktu paling lama 14 (empat belss) hari sejak ditandatanganinya Perjaniian ini.

Pasal §
Kewajiban Pthak Pertama

Pihak Pertama waiib melunasi terlebih dahulu scluruh beban terhutang ataupun tertunggak atas
Kios sampai dengan tagihan bulan ing, termasuk namun tidak terbatas kepada biaya Service Charge,
biaya beban listrik, biaya abonemen telepon termasuk selurub denda-dendanya. Para Pihak sepakat
bahwa pembayaran seloruh beban tersebut dapat dipotong dass Usng Sewa.

Pihak Pertama wajib menyerabkan kepada Piliak Keduz seturub kunci Kios, Kartu Listrik, pesawat
telepon (apebila sudsh register wlepon). Unfuk telepon, Pihak Perama wajib putus dari
berlangganan telepon di Kantor Pengelola Pasar Tamah Abang Blok A (selaniutnys disebust
“Pengeiola™),

Pitiak Pertamia wajib menjamin bahwa selama jangka wakiu sewa, Pihak Kedua dan pthak over
sewa lainnya tidak akas mendapat gangguan atau tunlutan apapun deni Pikek Pertama dan pihak

lain yong menyatakan mempunyai hak terfebih dahulu atau turut mempunyal hak atas #pa yang
disewakan tersebut.

Pasal &
Kewajiban Pihak Kedua

?%hak Kedua wajib membayar biaya Service Charge dan biaya abonemen listrik atas Kios,
Pihak Kedua wajib mentaati dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola,
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Pasal 7
Periyerahan Kembali Kios

Pihak Kedua akan menyerahkan kembali Kios kepada Pihak Pertama dalam jangka wakws 14 (emipat
belas) hari setelabh berakhirnya Jangka Wakiu Sewa.

Pasal 8
Pewyelesaian Perselisihan

Sepala sengketa atau perselisiban yang timbul antara kedua belsh pihak schubungan dengan Perjaniian ini
akan disglegaixan Secara musyawarsn,

Pasazi §
Pajak

Segala sesuaiu yang berkaitan deagan pelaksangen kewaliban pajak, materai dan thaya-biava lain yang
tirnbul sebagal akibat pelaksanaas Pedaniian ini merupakan tangpung iawab dari Pihak Pertama.

Pasal 10
Penutup

*

Perianjian ini dibuat rangkap 2 (dva) asii masing-masing sama bunyinya &i atas kerias bermaterat cukup
serta mempunyal kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangans olch Para Pilak,

Pihak Pertama

Nama: Nama :

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



Svarat - Svarat Sewa Balik -

% Folocopy SPT
% Fotocopy KIP _
s Bukti pelunasan servics charge gi!a%n abonemen listrik { fika belum dilumasi
dapat dipotong langsung dari harga sewa)
"% Kunci o
% Materai @ 6.000 = 3 lembar ( untuk 1 Kios )
% Kartu fistrik o
+ By y B2 . 7.5%0. 20 f&
Lokl 2 = 20.00. 0 /2 thy
Note : Jika sewa balik dilakukan oleh bukan pemilik klos, maka orang
tersebut harus diberl surat kuasa oleh pemilik kios.

Ql

P e
W e s
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A pt. priamanaya
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PASAR TANAH AB&NG
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fota Terlib & Ketentuan Dekorasit

TATA TERTIB DAN KETENTUAN DEKORASI
TEMPAT USAHA

Sefclan dengon perumbuhan fisk gedung don kegictan-kegiatan yang sermakin
hard semakin meningkat serta demi menjaga citra Pasor Reglonal Tanah Abang Blok
A seloogal pusat grosir modemn, maka pedu dibuat afuron-aturan iatq tertib yang
harus dipctul oleh seluruh Permaokal Tempaot Usoha/Peminjom Pakat Ternoat Usaha.

TATATERTIB DEKORASI TERMPAT USAHA

A, UMUM

i

Dekorasi adalah pekeroon fitling out atau interior, ﬁnis?éng!perbcikm dan
peningkatan kuc:!rim‘l‘@mpaf Usahiy namun fidak temosuk mke:;czm  untuk
memrsbah. menggonti. don otau semacam iy fethadap don/ataui dalom
struktur Bongunan dan Terapat Usaha termasuk namun ticok terbates kepado
pensbohon setiop instalost listdk, telepon don ingtalcs kinnya

Terhitung sejak tongQol Berifar Acaro Penyerahon Fisik Tempaf Usoho otau
Borita Acore Serch Tevima Piniorn Pokai Tempat Usoha, Pemakah Temport

Uscha/Peminjam Polal ?ﬁmpat Usaha ditert woklu sampol d&ngar‘zﬁﬁ Fyert

kalender untuk me gzkuggm pekegoan Dakorasi. j:g

Dekoras! degat ditol : i1 sendiin oleh Pernaika? Tempxrt Usaha/Peminja  Pakal
Tempat  Usaha  dand aotau dengan menunjuk  pihok  ketiga  (Koriradktor
Peloksong; urtuk malalgukqn peksiacn Dekoros!. :

s
"

Seticp daon otau seiq::uh peketoan Dekorast hamus mempercian :zzf?; kar;f:z
terlebih dohutu dar F’emgeta%a i

Untuk mendopatikan Zzin ker;{:z seticn Pemakal Tempat UsahmfPemin;‘arﬁ Pakal

Tempat Usaha diwalibkan melengkact Formulir Permohonan Dekorasi Tempat

Usaha dan Formulie Surat Permyatcon dengan melampirkan dokumsn setxagol

berdicut

Q. Berfo Acora Penverchaon Fisik Tempat ischo glou Berifa Acaro Ss;mh
Terirna Pinjarm Pokai Tempat Usaha,

b. Gombar disaln don gambar keta lengkap Dekoras! yang telah disetujul
oleh Pengelola selbanyck 3 set foto copy minimurm ukuran Ad yong tedoh

ditanda fongant oleh Pemakal Tempat Usaha/Peminjam Pokal Temipat
tstha,

e Jadwal kerla Kontrakior Pelaksona.
d. Sural Kuasa dart Pemaokal Tempet Usaha/Pemirjam Pakal Tempat Usahia,

daota did Konfraldor Pelaksana vang dliengiopi dengan foto copy KIP
Konfrokdor Pelaksona dan penanggung jowob di iopangan serta foto
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Tata Terfib & Ketertuon Dekoros

10,

1t

copy KIP pekera. Masing-mesing foto Cony dengon menunjukan Gginva
kepada Pengsicks.

€. Buktt pembxayaron uang jamingn Dekorasi. Untuk sotu unit Tempat Usoho
dikenakon uang jominan Dekorast sebesor Rp. 500.000,- {lima ratus ribbu
rupiahy. Uong jaminon okon dikembolikon setelan
{H pekerjoan Dekorosi selesal
(i) Barita Acara Pemerksoon Lapangan dan F(;*rm Pengembglion Jominan
Dekoras!  ditondatangon oleh Pengelola  don Pemokal  Temport
Usgho/Peminjom Pakal Tempat Usaha serta
(iy Pemokot Tempat Usaho/Pemindam Pakol Termpot Usoha fslah
renvedickan minimal 1 ¢iat pernadom kebokaran di Tempat Uscha
sesuci dengon spesifikast yong ditelapkaon oleh Pengeiola,

Uang jaminan Dekorasi ckan dipotong apotsiia dalom proses peloksanaan
atoupun seteloh Dakorasi terdopat bloya-biaya yong timbud kaena
kelcloian PemakatTempot  Usoha/Peminjum  Pakai  Tempot  Ustha
don/atau KontraktorPeloksana ataupun terdapat pekerfaan yang tidak
disetujul oleh Pengelola. di mona daiom hol demiklan Pemaka Tempot
Usctha/Peminiom Pokal Tempot Usaha bertonggung jowoh sepenuinyg
urduk menggontt setiop don alcu ssluruh kerugian yang timbul datlam
pekerdcn Dekorast fermosyle apobila vang  jominan Dekorast Hidak
mencukust untuk menutug! Didya dani’ma keruglom Yang dstimbuimn
oleh Hat-hot femet:xz?d Gt

..J**u
Mf

£ din instolosi stk (PAS). PLN got £ ke glas don otau Kartu AKLEF Asodas Ksezr?u
Listrik Incionesia copc& a ferdapat pekerjaan instalas! listilk). %:,
lin keda termpel vong teizﬂh disetujs Pengeloia harus dipasang ¢ depan ginku

Termpat Usaha alou pams ;:xe;ﬁu’rup Tempot Usaha pada fernpat yong muzﬂ(::h
torthot,

Setiap kol ketuar proyé%é, pakeria wajic melaporkon did kepada m’tﬁgos
KECHTIONCH.

Selama bekedo, setiop pekefic wajity memckal tonda pengenal yong

cikelucrkon oleh Pengelola dcm memakai dlot-aiat keselomaoion Rerna yong
ditbutyhkonr,

Pemakal Tempat Uscha/Peminjam Poakal Tempat Usaho danfatau Kontraldor
Petaksong bertangaung jowab ofas keselomatan poara pekena serta semua

mosaloh perburuhan dan karyawan dan/atou pekedoanya (upah, osurans dan
sebogoinyd).

Seticp Konhoktor Peloksona walils menempatkan woldi/pencnggung jawdals
yang harus berada di okast selama pekerdaan Dekorast ditakukan.

Jam kerja untuk pekerjo adé!ah pukul 02:00 s/d 17:00 WIB setiop hard. Pekerja
tidok diperbolehkan menginop di proyek. Untuk pekerjaon di luar jom fersebut
harus mengalukan §in kepada Pengelola dengan melampiikan daffar peketa

can jenis pekerdaan yong okan diiemburkan.
Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



Torter Tertib & Ketenfuan Dekorosi

12

13

4.

15,

16,

17.

18

19,

21

Pekerjoan dekorasi yang diiinkan pada jorm operasionat (oukul 07.00 s/d 18.00
WiB) hanyo dopat ditokukan seigma Jurmich Tempat Usaha yang buka pada
kintdl tesebut mosih g bawah 83 pesen. Apabiia Tempat Usaha yang sudoh
buko melebihi 80 persen, pekedaan Frus dilakukan seitelah jom operagional
gedung.

Keluor/magk dan bongker muct barang dilakukan pocda jam keda dengan
sepengetohuan Petugas Keamonan serta malampirkan Fomulir Keluor/Masuk
Borang yang telah digelujul oleh Pengelola don Kepdia Siogo Keamanaon.

Pakerfoan yong menggongau lingkungon seperti sutrg bising, berdebu,
berasan. berbay, don loindain hanya diperboishkan dilokukan di uar jam

operasiono! gedung sewakiu AC Hidok difungsikan (it afas pukat 1800 WIB -~
pukul 22.00 Wil

Pemokal Termpat Usaha/Pen Injam Pokal Tempat Usaha donfatou K{er{:m@t
Pelaksona berdanggung § otas semus perclatan dan/atau barang y{mg*
dipergunakan dan/atau termasuk dalam pekeraon Dekoros. it

Untuk riencegah bahayo kabakaran, Pemoial Tempat Usaha/Peminjam Pakal
Tempat Ustha donjatau Konirakior Peicksona wajib mermbesibkon doerch
kedanya cdod sampah kerjo dan bohan mudah tedoakor sefiop harn selesol
bekerja.

Pemakdal Tempa’r Usahm’Pammmm Pokat Termpxat Usaha dc:rz!czfm Konfrck%(:zf -

Pelaksona waic menyedickan : ki

oo 1 (sahy) bucoh APAR (Azcz? Peamodaom Api Ringon) dengan tipe AB, C«
ukurom 2 kg. -

b.  lLampukero. g 3

€. Penyekat daerah kEB'IjG {é@{zgan Qreq umum, ;;_1;

Pengeioia dan Petugas Kecamcncm edung berhak memertksa koncllst ketja di‘
lokesi pekeraan Dekorast setiop saat,

Listrik urtuk keperluan Dekorasl hanya dapat diperolet dar surmiber dova fistrik
yang teiah tessedia d Ternpat Usoha masing-mosing  sedangkan it dapat
dipgroleh di fempat yang felah ditentukan, Air wgjib diambil  dengan
menggunokan jingen ferhutup. ;

Untuk palkerdaan pengelasan, Pemakal Ternpat Usaho/Peminiam Pakal Temoat
Usaha don/atau Kondroktor Peloksant wdlib menyedickan masin ios sendiri,

Dikirang untuk merubah fompok muks bongunan entul, bahan, dan
warnd). ky out ruong, partisl, finishing don sistem instalast serto filik-title outiet
M/E existing tonpa perssiujuon teriulis ferdebih dahwlu dar Pengsiola don
dituangkon dolam bentuk gombar perubahan,

Khusus perubahan instalas MIE yong berhubungon dengon sistem gedung
harus  dikerokon oleh  Kontraktor  yang  ditunjuk/direkomendaslkan  oleh
Pengelola, dan bau  okon  dicksanakon  setalah  Permnckal Tempaot
UsahofPeminjom  Pakol Tempat  Usaho  mengid  formulir Permintaon
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ona Tertib & Ketenhuon Dekorost

Peokerquon/Work Reguest (WR) serfa msluncsl sefuruh blave  pekerjoan
peribahon,

23, Sarmud maotenal ditarong menumpuk pada area gedung lebib dari 1 x 24 jorn
dan horys segera diongkut dor lokasi Dekorest. Khusus pasir harus diangkut
daolom wadah tertutup bilo dilokdan dif dalam gedung dengan  lokast
pensmpatan matenal sesual yong difentukan dleh Pengeldla. Material yongy
manumpuk lebih dari 1 x 24 jom akan dibuang oleh Pengeioly dan bioya
pembuangon akan dipctong dort uang jominan Dekorgsi,

24. Pengelola berhak unfuk menghentikan peketgoan Dekorasi apabila pekerdoon
Dekorost ferssbut Hdolk mermenuhl ketentudm yang berdoku,

25 Apabila Pemakol Tempat Usaho/Peminjam Pokal Tempat Uscha bermaksud
unfuk menggabungkan ontoro dua tempal usaha aiau leblh, moka Pemokal
Tempat Usaha/Perminjiom PalcdTempat Uscha walib mengajuken permohoncn sy
pembongkaran dinding. pemisah kepado Pengelola don membuat surat s
pamyatoon  kesanggupon  gituk  mengembatikon  Tempot Usaha  sesuct w#

dengon kegdoan Ternpat Uscha poda saat penyerahon kembali Tempat
Usaha.

B. KETENTUAN TEKNIK INSTALAS] LISTRIK

“Unfuk menghindas bahovo keb{&arm otau bohays Iginnyg, maka bedkut ied by

»..r-\_

ketentuon teknik yong WAJIB dakuﬁ A ¥

1. Instodas listik miengounokan pt;éc Con{:iuff High lmpact wama putih don kabet 5
stk bermuty tinggl dengon sambungaon kabel menggunaokan las dop don T 3
Dus. Kabel yong furun ke itk dampu hams memokdal fiexdble condulf wama « -
putin. Spesificas! bahan sep@m tarc:antum golarm butir 146 berikat Inl. A

2 Diarang merncsang ballast, kabet stk don komponen lstik iainnyo c:leng;::m pid
menemps langsung pado bohandbahan yong mudah tedoakarn, rongka #
plafor, sprinkier, ducting AC dan instaiastunitunit mesin MAE lainnya. Dalom
satu groun moksimal ferdiopat 8 itk iompu.

3. Kontroktor ishik WAB mempunydl §in Insiclast Ushrik (PAS) PLN golongon B ke
atas dan felch mendapat persetujuon dart Pengelola. Apabila ifin Instalasi
Ustrik (PAS) PLN fersebut dikeluarkan atas nama orang/pernuschacn 1ain, maka
hargs dilampirkon surad petionfion ketia soma ankarg pemegang PASPIN
tersebut dengon kontraldor stk yang akan mengeriokaniya.

4 instdag stk wojih dipasong di dok beton (under siaby/diiongit-longit, don
diiarong memasang instalast listrik poda dinding dan plofon.

&  Lompu yang diperooighicon dipasang o picfon retall addloh dengan fipe
tonam (nbow), kecudt bile ada perimbangon ioin dapot digunckan fipe
menocnjol (Cub-bow).

5. Semug sokiar dan stop kontak wajin dipasang inbow-dus. kecudi blic ado
periimbangon ol dapat digunokan Hipe menonjol (oul-bow).
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Tata Teriin & Ketentuan Dekorasi

0.
12N
12

13.

14.

18.

16.

Stop kontok pado mang basan (okesi sink/joniton) wajits memakai stop kontak
water proof, dernikion ugo untuk stop kontak iontai.

Penyusunan MCB padia panal distibust etal dont MCBMOCCB incoming ke
outgoing waiit menggunakan busbar (rel pembaogh.

Untuk pengamaonan instalast MCBACCB yang ferposang < panel wajib
memakal induk MCB/MCCE sebalum dibog! ke masing-masing group dengan
Ampere & KA niya vang berbeda.

Untuk pemasangan MCE Box, Instokst sfop kontak & instalas pensrongan
{lompl) walib ¢ lenpkop sisterm paentananicr Grounding).

Apabilc odo jalur ompu logo don lempu sig;ﬁage!mm nama  wolity
memakal satu MCB/ftimer.

Sebeium i chack fahanan isoias; kabel (mergen fiddok dibenarkan kabed ke
lampu don stop kontok disamburicl (diconnect) terdebib dahuiu.

Sebelum ditest merger dengon bagion Technical & Maintencnce, dan Dinolc
Pemakal Tempat Uscho/Peminiormn Polkal Tempot Usaha don Kontrolkdor
elekirikol masing-masing horys terdebih dohulu merger intern kil diciukan ke
Technical & Mantenance Deparment unfuk  merger bersamys,  Unfuk

. menydikdinkan bohwa Instalast ferssbrat sudah bolk demi keloncaran peketoon

don keomanan Instalos, pemohondn terulis unfuk pemeriksaan bersma
dangan Pengeloln diojukan 1 hart: sebwumzxya kepada Pengelola.

Jika ada materiol yang f@zrpasm@ d: kapangan tidok sesuct dengan kriteda

Gpesifikasy gaedung don/atau tempat usoha, maka Pengelola befhok unfuk -

mengambil tinckalkan berupa pembongkargn instalost yong telah terposang
dor bigya pembongkaran okon dipotong dari uang jaminon dekorast yang
tekih diberikan dengan tetap mermperhatikon ketentuan dolom “Bufic (&)
Angka (5) polnt (&@)” Tata Tertib Pemokatan Tempat Usahaini.

Kontraidor wajity menvidpkon kabet ol selbagal sombiungos ke sumber doya
listrik untt Tempat Usaha untuk perrmokaicn listrik Dekorad!,

SPESIFIKASI MATERIALELECTRICAL @ -+
Merek kabel 4 besar, yoitu . -
Supre'mxa { kabal metd 7 kabslingio § ianka

Kabel Feeder - NYY sesudi dengon kebutuhan
- Kaobel Instalas! TNYM, 3x 25 mm
- Trgldng f oy ; alvonissed.
- Concuit : Sincr Lucky, Ego. Clipsod (putihy),
- Tee dus / flexible - Siryr Lucky, Ega, Clipsal (oedihg
- Conect solcrl Loscop legrand 3 M.
-~ Slop kontak » Clipsol, Berker. MK Import gtau kelas ¢i atasnya,
- Saklor : Clipsal, Berker, MK Import atou kelos di otcsnva,
- MCB/MCCB : Metrin Gemin, ABB.
~  Ponel ‘NonMeld « 10

ol gz&}m 3 Phose.

Me
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Tata Tertib & Ketentuon Dekorosi

Keteronoan

Instaicsl dopat i akscmczk{:m setalah gambar diselujui oleh Customer
Sendce dan Technicat & Maintenance Deportment.

Conioh material diperlinctikan (dibarkan) ke Customer Servica.

Sebelum fest merger ticdok diperbolehlkan untule conneclion ke lompi,
Untuk keomanon gedung. test merger horva dopot dilokukan oleh
Pangeloia dengon biowa pengawason don  peloksanaan  test yang
ddikenakon sesuct dengan katentuan yong beriaku

Kontrctdor listrik yang ditunjul oleh Pemakai/Peminjom Tempat Usaha harus

mempunycl SIKA Sucat §in Kera) , SPL Gurat Pengesahan instoiahu) dan
kartu AKL (Asosios] Konfraktor Uistrik indonesia).

Instaitast terpasong ot lengkapi sistem pantanahan,

C. KETENTUAN TEKNIK PEKERJAAN 3IPIL

1.

3.

Univ o

i

o
. Beban maksirrauim yang difinkan adaloh 250 kg per m2 fernasuk fumiture,

Dilarang membobok. mensak kolém dan balok strukiur gedung dengan
CHasCIn apopUn.
Dilarang menqgunakan koyu untuk bohon konsirukst, kecudal mebeiffumiivre.

Doy dagangon dan orong).

Semua ﬁnishing cﬁn::ﬁ’ng dar bc::’ru odam wqik:a ::isba':gri p@ngrkcz% kc;iwat tahan
ket
Dibowah pc:sarzgcn dmd ng yang ke jontai wcxgzb {3! ;;)c:sz:}{xg oiint vcmg
terbuct doi materndd  yang miudaoh  dibersinkan,  Tinggl  plint yang
diperbgiehkon aociah 10 om. i

Khusus unfuk Kios hoek (pingglf. dekofoss yang dilakukan fidak dipsroolehkan
menutupl pandangan ke kondor alau kios Kinnya.

m.q-r

- Sermug pemakaicn meternal koyuw woiih sudah anfl ravop.

LANTAS i

o Y

Semua peningglon lantal dergan Hahan masit adotah dilorang.

Semuc pembobokan lonkal dilorang, kecudd kasus tertentu yang faiaoh
clidisiasikarn don telah dilinkon oleh Pengelolky, tedapt fidak boleh metusak
tulongon tontdl. Bekas bobokon walib dicor/digrouting dengan bahan non-
shidnking grout materidal (ex-Ska. Fosroe afau Conbexira).

Penggantion finishing lantal kbususnya area Tempat Usoha) doerah basah,
seperdi dopur dan ponfry wallb disertal pskerjoon perbalkon/pengulangan
waterprocfing dan Pemakal Tempdat UsahaPeminjom Pokal Tempat Usaho
waiibh membuct surat jorminan Hdak bocor kepadia Pengslola.

Finishing tantal pada area basah wallts dibert grouting khiusus kedop air pada
setiop not sombungon.

DINDING

a. Dilarang membeabani dindiﬁg pemisoh yong terouat dord gypsum dengon

furniturefiuldsan yang dgantung/oarang-barang dogongan.

b, Diorang memaiu dinding ataupun memasang lemad yong rembalbani

dinding yang tetbuat dar gypsurm.
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Totor Tertih & Ketertuon Dekorasi

C.

d.

Semuc  penambohan/pernbongkaran  dinding  Tempot  Uscha  waib
mendapatkan iin dari Pengelcia.

Apabiks akon memasong bracket [ gontungon, dinding harus diiopist oleh
fripigks minimum ¢ embllan) mm.

4. PLAFON

d. Rangka piafon walib terbuat daod bahaon metal dan andi opi.
b.

Jargk antara penggontung plofon madmal 20 om?. Diiorang membuat
pergigontung piafon yang menumpang padia pipa M/E atau penggantung
existing lainmya.

Penggantung yong digunckan wailo terbuat dard jenis Rod Bor 5 mm don
menampel pada siku metal Gabaomis tebal 8 mm yong dimmp-set ke daok
beton,

Kefinggion plafon mengikuti kefinggion yang telah diteniukon gedung yaGitu
sefinggi 3,16 m. Semua persbehan Ketinggian plafon akan mengaidbatikan
adarya biaya penurunan  fitikditiksisoniniderheat  defectorsducting AC.
Penurunon titik sprinkier alau instaiast ME 1Ioinnya yang disebalolan adanyo
piafon dolam Tempat Usoha wajib cikerjokan oleh Pengelola don seluruh
bioyo yoang tegadi sehubungon dengon pekedoon tersebut marupokon
tonggung lowab Pemokat Tempat UsahafPeminjarm Pokal Tempat Usaiha,
Peropihon perfermuan plafor gedung/fkonidor denqan shop Font atou piaion
Ternpat - Usaha menjod tenggungs-jawa  kontrakior Permakal - Ternpat
Usaha/Peminjom Pakal Tempot Usaha con  peropihan  fersebut  waiib
disetesaian kermball dengaon msiﬁkcﬁ cat sesual dengan cat yang cipokod
oleh gedung.

Fenutupan plafon bans dopat dilokuken kalou instalasi M/E sudah terpasang
semua/sucicoh ¢l test clan diiinkan oleh pengawas dard pihak Pengsiola.

"ot

5 TAMPAK DEPAN TOKO/SHOP FRONT

e

G

k.

Bohon kaca untuk shop font minimal setebai 10 1o ciczrz kaca untuk pintu

wallb daor jenls fampered giass, Koo dengan panjangZinggt lebilh g § m.
harus diber konsiruial pengaku/ab.

Firishing tongguian setinggl 10 em waolib darl bohan fahan o, sepert!

- kerarnlk, gronit, mczz‘mer glurmunium, cish seria dik)!’{}ng melebin bcmas éewse

ino. K

Kontroksi s?*zop f{enf waib berdid  sencif; di[c:;ang menumpong ;‘x:zdcz
konstiukst exsting  dan horus  kuat,  Perkuafan  shop front minimal

meanggunckan kerangka siku 50 x 50 x § ~ doubie don didynobold ke sick
tos don dinding.

. Sermua bahon kayu untuk rangka kusen dan sabagalnyd, waollb sudaoh diani

YA

Ketentuan dan spesifikast popon nama tempot uscha / signage

1. Popan nama / signoge dipasang poda porapet gypsum disekeliing
Ternpat Usoha yong tersedia. Ketebalan papon nama 7 signoge yong
Gifinkan mcksimum 15 em.

2. Jenls papon nama f signoge yang diperboiatkaon :
»  Signoge Neon Box dengan stiker atau dighal piint sesudi dengan

ukuron, spesifikast dan moterco! yang diberikan oleh Developer,

Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009



Tota Terfib & Ketentuan Dekorasi

f.

3. Jenis popan nama £ signage yang tidok dipsitsolehkan

«  Kertos, kordus, Shyrofoam, bohon dan semccam stiker. Lampu ngon
i atas ckriik otau picstic.

«  Signage yang bergerak atau berputar,

» Sigrmge yong menggunakon fampu vang berpendar, kedap-ketlin
atau jenis cahaya apopun yong bergerck,

= Sponduk, kion, gengumuman, gambar termpe! otau tulisan kinnya
tidaok boleh diperagakan, digoreskan, diluidskon otau diternpetikan di

bagicn etalose monopun. Bagitu juga dengan tanda-tanda loin dord
karfas alau sticker,

4. lompu papan nama / signoge homs fetap menyala seloma jarn

aperasiondt Pasar Tanaoh Abang Blok A (pulal 7,00 — pukdt 17.00 WIB),

Tinggi Huruf atau Logo papan noma / signage waii proporsionat terhodap
chimengl signoge.

. Conduit, Tubing Rocewoy, Transtormer don pardiotan ioin dai Signoge:

Bow N

dikyong Ci ekspose £ terdihot dod ucr,

BE,

KHUSUS

Gombar rencanad diciukan pada kertas gambar mirimal berukuron Ad (201
x 286) mm.

Keterangon gombar boik pekerfoan sipil {nderior) moupun  eleidikat
lergkon gan berskala.

Gambar okhir  dibubutkan  tondar  langon Pemokal  Tempat
Usah/Peminjcm POkl Tempat Usaha sebogat bukti persetujuan.

Konlroidor yang ditunjuk oleh Pemalal Termpat Usaha/Peminjamn Poleoi
Tempat Usaha diwgjibkon mengajukon rencana kedo, meliputi wolktu
pekaksanaan, tenaga kerjo, pengidmon:bxarong { materiol ke iopangarn.
Tata Tedic Don Ketentuon Dekorast Jempat Uscha ini dopat dirnbah,
ditambxah ctau dinflangkan sesuct dengon situgsl dan kondis. Setiap
perubahon don atou penombahan ketentuon O kemudion hort tetan
merupckon saty kesatuagn yang tHdok: termpisahikan dar kate Tertib Dan
Ketenhuon Dekorasi Tempat Usohainl, "

Hobhal yong belum culkup dictur dolom Tota Tedib Pemaiaion Tempat
Usaha ind gkon dicdur lebin lonjiut dalam Drosurn, buku, leoflet, catalog
procuk,  pengumumcn/pemberntotiuan don/atau dokumen “loin yang
diferbitkan secara resmi dart wakiu ke wokdu.

ke R
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NO RO D UGir#o i) ,
pt. priamanaya
kelola

PERMOHONAN DEKORASI TEMPAT USAHA
No:...../PD/PKICS/.....1200...

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama S SO DU OURPO U
Alamat e v P,
No.Telp/Hp e e e aa e r e s e e Y e ae n A e e aa et bt st

Status : Pemakai / Peminjam / Kuasa

Tanggal / No, BAPFTU/BAPPTU ...

Dengan ini mengajukan permohonan dekorasi :

Sipil ME
Lokasi cdantal . los.............. . .
PPTU / PPFTU nomor e, o= A o B
Mama Tempat Usaha
Jenis Usaha .. % o ol

Penanggung Jawab / Kontraktor yang ditunjuk @

Nama Kontraklor f Perusahaan ..o e ... ..
Nama Penanggung Jawab oL B W
Alamat o T T A s
No.Tipirlp TN NV RN B T
Lama Pekerjaan g T F R W | hari (max.30 hati}
Tanggad . sid ... . .
Walkitubekerja g W oo T SR
Hari
Jumiah pekeria e A s e S o orang

Jenis Pekerjaan

.............................................................................................

NOTE ; D 15! DENGAN HURUF BESAR Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009 tya)apsan 1 dart @ hal.



« NoFom: 05/F/CS/08
pt. priamanaya
kelola

Dengan anggota pekefja :

T oo Buverieersie s LK TR
7 SR e, Tooeoeeieeeerces et 12 e eenns,
TN RO L F
B O 14

B, 10 LT

Menyatakan bahwa ;

- Kami menjamin tidak akan melakukan dekorasi di luar permohonan dan
rencana kerja dekorasi ini,

- Kami menjamin tidak akan menimbulkan kerusakan terhadap Tempat Usaha
dan alau gedung.

- Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas sefuruh anggola pekerja
tersebut di atas.

- Kami menjamin akan menanggung seluruh kerusakan-kerusakan / kerugian-
kerugian biaya yang timbul akibat pekerjaan dekorasi tersebut di atas dengan
biaya yang tidzak terbatas kepada uang jaminan dekorasi.

- Kami menjamin akan menyediakan minimal satu buah Alat Pemadam Api
Ringan tipe A B.C. di Tempat Usaha pada saat pengambilan uang jaminan
dekorasi.

- Kami bersedia untuk dikenakan sanksi alau dihentikan pekerjaan dekorasi
kami apabila tidak memenuhi ketentuan dan tata terlib vang berlaku,

- Kami bersedia menjaga kebersihan dengan membersihkan dan mengeluarkan
sisa-sisa sampah peketjaan dari Pasar Regional Tanah Abang Blok A,

- Kami bersedia memberikan vang jaminan dekorasi sebesarRp....ooovvvee
{Terbilang : ... B ol ... .. oo .. 9 3 . . . 3
yang akan diperhitungkan selelah pekerjaan dekorasi selesai dan Serita Acara
Pemeriksaan Lapangan ditanda tangani.

- Kami bersedia menyertakan :

1. Gambar secara keseluruhan { 3 set ) ukuran A4
2. Berita Acara Penyerahan Fisik /Pinjam Pakai Tempat Usaha { copy )

Demikian surat pernyataan dan permochonan ini kami buat dengan sebenar-
benarnya dan dengan rasa penuh tanggung jawab.

FHormat kami, Kontraktor,

Materai Rp.6000,-

CC : Technical & Maintenance

MOTE : DI 1St DENGAN HURUF BESAR Penggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2bkgéasran 2 ddari Z bal,



wo: JUIGES

m pl. priamanaya

$ROPERTY DIVISIOHW

CHECK LIST PINJAM PAKAI & PENGUKURAN TEMPAT USAHA
NO 4 JCLIPDIMDE. L. s

Tanggal Chaok List

Nama Pemakai [ O O S 0 X O P DT U DO ST

LantaifNomor Tempat Usaha @ ... .

Contact Person Penagihan ) _

8. Nama

b. Alamal Penagihan
{sefain i ternpat usaha}

c. Telgpon
{selan di empat usaha; ‘

t.uas Hasll Pesguiairan
Panjang (P)=...... ......m Lebar (L} =

... R % B
luas =P xl-K={.... .. ... X e B e

! 5 -
ardpaninnanteserass PR . . R, . o

No Spesifikasi Jumiah Ditertma Tidak Kelerangan

Lantai Keramik

Plafon Belon Expose i - B
Binding '

foling Door 4 N -

Jursiah Kunel - s

Diffuser AC i

RN n31 ) FoREAVY | 1A

Fire Protection System ;

a Heat Detestor |

b, Sprinkler Detecior ]

£ | Lighik

a. Kwh Meter i

b. Starnd Meter Awal Pulsa ;

c. Label Seqge! Meter j

d. Kawat Segel Meter L™

3
Eas™
.

e, Panel MCB {

£ Stop Kontek A

g. Saklar |

k. Lampu Standard !

Outlet Teipon i

Naor Box |

Catatan ;

Diberisa Oleh,

o

.\‘ fﬁ few
AE T
; -
Rl

S L

l'( ;«l‘;‘g‘ # s
By H .
) '}‘3:‘ b . / P - {
[ X [ #

v, }&\*%“' ' v

Marketing

Technician

Customer Service

Peminjam Tempat Usaha

{Futin} Markel§ing

NOTE

heraly Teehniclan

{Hijmu} PE

By Customer Serace  {Kuningj Peminiam Terpst Usaha

2. TAMDA TANGAH HARUE DISERTAI DENGAN NAMA LENGKAP DAN JELAS

1, OIS DENGAN HURUF BESARPenggunaan Ruang..., Milly Rosen, FH Ul, 2009






